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ABSTRAK 

 

 

Nama    :  Selvy Anissa Ramadhani 

Program Studi   : Ilmu Hukum 

Judul    : Tinjauan Yuridis Iklan Telkomsel  

BlackBerry Unlimited: Studi Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta 

Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan 

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

 

Skripsi ini membahas mengenai iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service 

Paket Unlimited yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan 

dan menyampaikan informasi secara tidak jelas (menyesatkan). Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan 

penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa 

hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal 

dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Selanjutnya 

berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited 

tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.  
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ABSTRACT 

 

 

Name    :  Selvy Anissa Ramadhani 

Study Program  : Law on Economics Activity 

Title  : Legal Analysis on Telkomsel BlackBerry  

Unlimited Advertisement: A Study on 

Consumer Dispute Settlement Agency 

(BPSK) Surakarta Decision Number 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska and Surakarta Court 

Decision Number 189/Pdt. 

G/BPSK/2011/PN.Ska Under Law Number 

8 Year 1999 on Consumer Protection 

 

 

This thesis is discussing the alleged violation done by Telkomsel BlackBerry 

advertisement against the consumer's protection and advertisement law for the 

delivery of vague and ambiguous (misleading) information. In this study, the 

authors use the method of normative research with the data gathered from field 

research and literature studies. According to this study, it is known that until 

today, the regulation on advertisement in indonesia are scattered in number of 

different legislation. Another result from the study reveals that Telkomsel 

BlackBerry Unlimited Advertisment is not in accordance with the provisions 

contained in the 1999 consumers protection law and advertisement ethics law. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya 

di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai 

variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.
1
 Di samping itu globalisasi 

dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi 

dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 

melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
2
 

 Kondisi yang demikian di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 

kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

konsumen.
3
 Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen 

berada pada posisi yang lemah.
4
 

 Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta 

penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
5
  Hak konsumen yang 

diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi 

dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk 

barag/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Tanah Air, baik 

melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung.
6
  

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, 

LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Penjelasan Umum Paragraf Kesatu. 

 
2
 Ibid.  

 
3
 Ibid., Paragraf Kedua. 

 
4
 Ibid., Paragraf Ketiga.  

 
5
 Ibid. 

 
6
 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 1.  
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 Dewasa ini hak konsumen banyak yang diabaikan oleh pelaku usaha melalui 

upaya penawaran produk barang dan/atau jasa melalui media periklanan.
7
 Sudah 

sejak lama, para pelaku usaha meyakini bahwa iklan memberikan sumbangsih 

yang berharga pada pascaproduksi.
8
  Sehingga dalam dunia perdagangan modern, 

kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan menjadi semacam kewajiban.
9
  

 Iklan merupakan informasi yang sampai secara bebas kepada konsumen 

yang diperlukan untuk memikat pembaca, pendengar, dan pemerhati iklan secara 

aktif maupun pasif yang bertujuan agar konsumen mau menjatuhkan pilihan pada 

apa yang diiklankan.
10

 Besarnya pengeluaran untuk periklanan merupakan 

konsekuensi logis dalam persaingan bisnis yang bukan tidak mungkin 

menimbulkan risiko.
11

 Maka perlindungan konsumen akan kebenaran informasi 

yang disampaikan dalam suatu iklan berimplikasi logis pada tanggung jawab 

setiap pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.
12

 Pada tataran inilah, dimensi-

dimensi hukum akan menjaga konsumen dari penipuan (deception) dan informasi 

yang menyesatkan (misleading information) suatu iklan.
13

 

 Namun dimensi hukum yang ditujukan untuk menjaga konsumen tersebut, 

terkadang masih sering dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan situasi dan 

kondisi yang dapat memperlemah kondisi konsumen dalam hubungannya dengan 

pelaku usaha, diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen 

                                                           
7
 Taufiq H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Persepktif Perlindungan 

Konsumen, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1.  

 
8
 Ibid. 

 
9
 Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, (Jakarta: 

Lembaga Konsumen Jakarta-PIRAC, 2003), hal. 44.  

 
10

 Farid Wajdi, Repotnya Jadi Konsumen: Percikan Pemikiran Seputar Persoalan 

Konsumen, (Jakarta: Piramedia, 2003), hal. 33.  

 
11

 Ibid.   

 
12

 Taufiq H. Simatupang, op.cit. 
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melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
14

 Sikap keprihatinan terhadap 

konsumen merupakan salah satu perwujudan kepedulian terhadap konsumen. 

 Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak 

dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha.
15

 Undang-undang 

perlindungan konsumen justru dapat mendorong lahirnya perusahaan yang 

tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dan mendorong iklim usaha yang 

sehat melalui pelayanan dan penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.
16

 

 Selain lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa 

piranti hukum lain yang disusun dalam upaya melindungi konsumen. Khusus 

dibidang periklanan, telah berhasil disusun Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 

Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. 

Undang-undang penyiaran disusun berdasarkan pada prinsip bahwa 

menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran 

merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus dilakukan secara bertanggung jawab, selaras dan 

seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17

 

Di Indonesia pada tanggal 17 September 1981, diikrarkan Tata Krama dan 

Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang kemudian pada tahun 2002, 

digantikan dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang mengalami revisi 

beberapa kali sehingga menghasilkan format final pada tanggal 1 Juli 2005. 

Pengaturan ini dibentuk berdasarkan sudut pandang masyarakat yang menuduh 

iklan bersifat manipulatif, dianggap tidak jujur, menipu.
18

  

 Salah satu iklan yang diduga memberikan dan menyampaikan informasi 

secara tidak jelas adalah iklan layanan Telkomsel BlackBerry Unlimited yang 

                                                           
14

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit., Paragraf 

keempat. 

 
15

 Happy Susanto, loc. cit. 

 
16

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit. Paragraf ketujuh. 

 
17

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 

Tahun 2002, TLN No. 4252, Pertimbangan huruf a. 

 
18

Inco Harper, Media Massa dan Anak-Anak Di Indonesia, http://www.creativecircle-

indonesia.com/read/60, diakses pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 16.05 WIB. 
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kemudian melahirkan sengketa dari seorang konsumen yang merasa tertipu oleh 

iklan yang dibuat oleh pihak Telkomsel.
19

 Pada iklan tersebut, disebutkan layanan 

Telkomsel BlackBerry Unlimited Full service senilai Rp 90.000,00. Setelah 

seorang konsumen menggunakan layanan tersebut di Bulan Juli 2011, tagihan 

mencapai Rp 1.044.396,00. Berdasarkan lembar tagihan yang diterima konsumen 

tersebut, tagihan membengkak dikarenakan adanya tambahan biaya Rp 

539.950,00 untuk layanan 3G, HSDPA, GPRS, MMS, Wi-Fi dan konten 

premium.
20

 

 Konsumen memohon kepada BPSK memerintahkan kepada PT Telkomsel 

untuk menarik dan menghetikan semua iklan tentang layanan Paket Blackberry 

Unlimited. Kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska tertanggal 1 November 2011 

memutuskan, pada salah satu amarnya memerintahkan kepada Telkomsel untuk 

melakukan perbaikan atas isi iklan yang menjadi objek perkara dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia serta kaidah umum masyarakat 

yang berlaku dengan menarik iklan penawaran Telkomsel BlackBerry Unlimited 

di semua media massa maupun media promosi lainnya yang berada di wilayah 

hukum Indonesia.
21

  

 Berdasarkan putusan tersebut, Telkomsel dianggap tidak jelas dalam 

menampilkan materi iklannya. Berdasarkan penjelasan Drs. Sholeh Dasuki MS, 

yang menjadi saksi ahli dalam persidangan antara konsumen dengan Telkomsel, 

jika kata “unlimited” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti tidak 

terbatas sehingga ketika kata Unlimited dibatasi menjadi sebuah kejanggalan 

dalam kaedah penggunaan bahasa.
22

 Sedangkan menurut Ketua Badan Pengawas 

Periklanan Indonesia, FX. Ridwan Handoyo, tulisan “unlimited” digunakan 

                                                           
19

 Harja Saputra, “Telkomsel Divonis Bersalah: Iklan Layanan BlackBerry Unlimited 

Menipu,” http://teknologi.kompasiana.com/gadget/2011/11/04/telkomsel-divonis-bersalah-iklan 

layanan-BlackBerry-Unlimited-menipu/, diakses pada tanggal 11 Januari 2012, pukul 00.29 WIB.  

 
20

 Pengaduan yang disampaikan M. Taufiq yang terdaftar di Sekretariat BPSK Kota 

Surakarta dengan  No. 004/04/PS/IX/2011/BPSK Ska, sebagaimana tertera dalam Bagian Tentang 

Duduk Perkara Putusan No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska, hal. 2. 

 
21

 Putusan No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska, hal. 23. 

 
22

 Tentang Pertimbangan Hukum, Ibid,, hal. 11. 
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sebagai suatu penamaan terhadap salah satu paket jasa layanan BlackBerry PT 

Telkomsel. Sebagai nama/istilah dari suatu paket, maka pemahaman terhadap 

istilah “unlimited” haruslah dikaitkan dengan segala penjelasan yang ada pada 

iklan tersebut.
23

 

 Atas putusan BPSK Kota Surakarta, PT Telkomsel mengajukan keberatan 

ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 November 2011. PT Telkomsel 

memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar membatalkan 

Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan 

menyatakan bahwa PT Telkomsel tidak terbukti melakukan pelanggaran atas 

Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k dan/atau Pasal 10 

huruf (a) serta ketentuan lain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

 Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan diantaranya berupa: 

membatalkan Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska, 

menyatakan Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska 

batal demi hukum, menyatakan Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha 

tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 

7 huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k dan/atau Pasal 10 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

 Selain permasalahan mengenai dugaan pelanggaran atas ketentuan 

periklanan yang berlaku, terdapat hal lain yang menarik untuk diteliti dalam 

sengketa antara konsumen dengan PT Telkomsel tersebut, yaitu apakah putusan 

BPSK dan Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan 

periklanan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh dan mengangkat 

kasus tersebut dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Iklan 

Telkomsel BlackBerry Unlimited: Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan Putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor 189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. 

 

 

                                                           
23

 Ibid., hal 13.  
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1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas maka beberapa 

permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini adalah: 

1. bagaimana pengaturan yang berlaku di Indonesia atas kegiatan periklanan? 

2. apakah iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited melanggar instrumen hukum  

 yang berlaku di Indonesia? 

3. bagaimana kesesuaian dan ketepatan putusan yang dijatuhkan BPSK 

 dan Pengadilan Negeri Surakarta dalam sengketa konsumen melawan PT

 Telkomsel ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

 mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulisan 

skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah: 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen dalam periklanan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan penawaran produknya dan 

kewenangan BPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. untuk mengetahui pengaturan yang berlaku di Indonesia atas kegiatan 

 periklanan; 

2. mengkaji dugaan pelanggaran  instrumen hukum yang berlaku di Indonesia  

 dalam iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited; 

3. membahas kesesuaian dan ketepatan putusan yang dijatuhkan BPSK dan 

Pengadilan Negeri Surakarta dalam sengketa konsumen melawan PT 

Telkomsel ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan. 
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1.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-

konsep khusus yang akan diteliti.
24

 Dalam ilmu sosial, konsep berasal dari teori 

sehingga kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata 

dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.
25

 

Sehingga agar dapat diperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi  

yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian dari istilah yang 

digunakan sebagai berikut. 

1. Hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada  

seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah 

kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.
26

 

2. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang 

sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh 

pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat.
27

  

3. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang  

 ataupun badan hukum.
28

 

4. Media Periklanan adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan 

periklanan kepada konsumen atau khalayak sasaran.
29

  

5. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan  

                                                           
24

 Ibid.  

 
25

 Sri Mamudji, et,al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67. 

  
26

 Van Apeldoorn (1985: 221) sebagaimana dikutip Marwan Mas, Pengantar Ilmu 

Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 34 

 
27

 Etika Pariwara Indonesia (EPI), Tahun 2005, Bab II Pedoman Bagian D Definisi, 

Nomor 2. 

 
28

 J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hal. 34.  

 
29

 Etika Pariwara Indonesia (EPI), op.cit., Bab II Pedoman Bagian D Definisi, Nomor 6. 

 

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



8 
 

Universitas Indonesia 
 

 masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat 

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan.
30

 

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
31

  

7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32

 

8. Pengiklan adalah pemrakarsa, penyandang dana dan pengguna jasa 

periklanan.
33

  

9. Perusahaan Periklanan adalah suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian 

untuk merancang, mengkoordinasi, mengelola dan/atau memajukan merek, 

pesan dan/atau media komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan 

dengan memperoleh imbalan atas layanannya tersebut.
34

 

10. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar walaupun beberapa 

bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat, biasanya menggunakan 

ruang khusus yang gratis walaupun harus membayar, tetapi dengan jumlah 

yang sedikit.
35

 

11. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
36

  

12. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya  

                                                           
30

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran,  op.cit., Ps. 1 angka 5. 

  
31

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit., Ps. 1 angka 2. 

 
32

 Ibid., Ps. 1 angka 3. 

 
33

 Etika Pariwara Indonesia (EPI), op.cit., Bab II Pedoman Bagian D Definisi, Nomor 3. 

 
34

 Ibid., Bab II Pedoman Bagian D Definisi, Nomor 5. 

   
35

 Taufik H. Simatupang, op.cit., hal. 6. 

 
36

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit., Ps. 1 angka 1.  
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 (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan 

sebagainya).
37

 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yaitu usaha untuk menganalisis 

serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.
38

  

Dalam penelitian diperlukan adanya metode-metode dan teknik-teknik tertentu 

untuk menambah kemampuan peneliti guna melaksanakan penelitian secara lebih 

baik atau lebih lengkap, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 

mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat, memberikan kemungkinan 

yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
39

 

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab 

permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah yang berfungsi untuk 

mengarahkan penelitian.
40

 Penulisan penelitian ini memerlukan serangkaian 

penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian hukum 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan. Disebut sebagai 

penelitian yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti 

mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis.
41

 Dalam hal ini 

penulis meneliti dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait periklanan dan 

perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia, dan 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

                                                           
37

 Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 576. 

 
38

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2007), hal. 3. 

 
39

 Ibid., hal. 7.  

 
40

 Ibid., hal. 13. 

 
41

 Sri Mamudji, et,al., op.cit., hal 10. 
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 Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai alat 

pengumpulan data. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mencari data sekunder
42

 melalui data tertulis dengan 

mempergunakan ”content analysis”.
43

 Studi dokumen bertujuan untuk 

mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai perlindungan konsumen 

di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. 

 Peneliti melalui studi dokumen berusaha menghimpun berbagai informasi 

yang berhubungan dengan aspek hukum dan pengaturan periklanan, perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dan 

penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat 

mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan 

konteks permasalahan penelitian sehingga terdapat landasan yang lebih dapat 

menentukan arah dan tujuan penelitian. Selain menggunakan studi dokumen, 

untuk pengumpulan data juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber 

dan informan.  Secara umum, di dalam penelitian dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Jenis data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari kepustakaan.
44

 

 Data sekunder yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersifat 

umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai 

data lain yang dipublikasikan. Data sekunder tersebut diantaranya peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian.
45

 

 Selain itu digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari wawancara 

dengan Pelapor/konsumen (Muhammad Taufiq) dan pihak perwakilan dari PT 

Telkomsel sebagai Terlapor (Teradu), anggota BPSK Jakarta, konsultan pada 

                                                           
42

 Ibid., hal. 6.  

 
43

 Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 21. 

 
44

 Ibid., hal. 51 

 
45

 Ibid. 
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Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia, anggota YLKI, anggota Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 

(P3I), dan ahli hukum perlindungan konsumen di Indonesia. 

 Jenis bahan hukum merupakan turunan dari jenis data sekunder berdasarkan 

kekuatan mengikatnya.
46

 Jenis bahan hukum dibagi menjadi tiga. Berikut bahan 

hukum penelitian yang akan digunakan peneliti, yaitu: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat.
47

 Di Indonesia 

bahan hukum primer meliputi norma atau dasar, peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, 

yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih 

berlaku.
48

 Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang menjadi dasar 

landasan hukum terkait masalah yang akan diteliti. Bahan primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Etika 

Pariwara Indonesia dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang 

bahan hukum primer.
49

 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain artikel ilmiah, majalah prosiding dan harian, buku-

buku, laporan-laporan penelitian, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan dokumen 

                                                           
46

 Ibid. 

 
47

 Ibid., hal 52 

 
48

 Ibid. 

 
49

 Ibid. 
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yang berasal dari internet mengenai aspek periklanan dan hukum 

perlindungan konsumen. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.
50

 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus 

Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penulisan. 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan 

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari 

objek penelitian yang utuh, mengenai manusia, yang bertujuan untuk mengerti 

atau memahami gejala yang diteliti.
51

  

 Analisa dengan metode kualitatif dilakukan berdasarkan kepercayaan 

terhadap hasil penelitian, dengan pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses 

dan hasil penelitian. Penelitian dengan metode analisis kualitatif dianggap selesai, 

setelah tidak ada yang dianggap baru atau telah jenuh.
52

 Bahan penelitian yang 

sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada 

prakteknya.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan 

skripsi dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut. 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Pada bab satu, penulis menjabarkan tentang titik tolak dari penulisan skripsi 

ini. Pembahasan dalam bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan 

                                                           
50

 Ibid. 

  

 
51

 Sri Mamudji, et.al., op.cit., hal. 67. 

 
52

 Ibid. 
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secara singkat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 Bab dua menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen dan 

perbedaannya dengan hukum konsumen, para pihak terkait perlindungan 

konsumen, yang juga berisi tinjauan mengenai definisi konsumen dan pelaku 

usaha, hak dan kewajiban konsumen, dan pelaku usaha.  Kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai perbuatan yang dilarang, tanggung jawab pelaku 

usaha dan penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu terdapat pula pembahasan 

mengenai ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan 

perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku yang 

bertujuan melindungi konsumen dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

BAB 3 ASPEK HUKUM DAN PENGATURAN PERIKLANAN DI  

  INDONESIA  

 Bab tiga berisi tinjauan umum tentang aspek hukum periklanan yang 

meliputi pengertian, batasan dan istilah iklan dan periklanan, jenis dan bentuk 

iklan, pelaku usaha periklanan, bentuk  iklan yang menyesatkan, dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan, Etika Pariwara Indonesia 

serta tanggung jawab dalam periklanan. Pada bab ini, penulis mencoba 

memberikan gambaran mengenai konsep periklanan dan aspek hukumnya untuk 

selanjutnya menjadi dasar teori bagi penulis dalam menghubungkannya dengan 

teori aspek hukum perlindungan konsumen yang telah dibahas sebelumnya untuk 

mengkaji sengketa iklan antara konsumen dengan PT Telkomsel. 
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BAB 4 ANALISIS TERHADAP IKLAN TELKOMSEL BLACKBERRY 

UNLIMITED DAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN 

SENGKETA KONSUMEN SURAKARTA NOMOR 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  

  SURAKARTA NOMOR 189/Pdt.G/ BPSK/2011/PN.Ska 

 Bab empat membahas Profil PT Telkomsel, kasus posisi dan menganalisis 

iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia. 

Selain itu penulis menganalisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) 

Kota Surakarta No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta Nomor 189/Pdt.G/ BPSK/2011/PN.Ska serta analisis terhadap tanggung 

jawab pelaku usaha. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab lima sebagai bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari pokok permasalahan dari pembahasan skripsi ini yang telah disampaikan 

dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran atas permasalahan 

yang dibahas. 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

2.1 Hukum Perlindungan Konsumen 

Timbulnya kesadaran konsumen telah melahirkan salah satu cabang baru 

ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen yang juga dikenal dengan 

hukum konsumen (consumers law).
53

 Perbedaan antara hukum konsumen dengan 

hukum perlindungan konsumen terletak pada tujuannya. Hukum konsumen 

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan 

dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat. Sedangkan 

hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum 

yang mengatur dan melindungi dalam hubungan dan masalah antara konsumen 

dan pelaku usaha dalam bermasyarakat.
54

 

 

2.2 Para Pihak Terkait Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dapat diketahui pihak-pihak yang terkait dengan 

perlindungan konsumen, yaitu: 

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

2. Pelaku usaha (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dan Swasta, Koperasi, Importir, Pedagang, 

Distributor, dan lain-lain); 

3. Konsumen akhir, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM); 

4. Lembaga Penyelesian Sengketa Perlindungan Konsumen Luar Pengadilan 

(Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBPSK) dan/atau pengadilan; 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

 

 

                                                           
53

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 12 

 
54

 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 64.  
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2.2.1 Konsumen 

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen 

yang dilindungi adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 1 butir 4, Pasal 1 butir 5, Pasal 3b, Pasal 7f, Pasal 18 ayat (1) dan 

beberapa pasal lainnya dapat berperan sebagai pemakai, pengguna dan pemanfaat. 

Istilah pemakai digunakan untuk konsumen yang melakukan kegiatan pemakaian 

barang yang tidak mengandung listrik atau elektronik, seperti pangan dan 

sandang. Istilah pengguna digunakan untuk konsumen yang melakukan kegiatan 

penggunaan barang yang mengandung listrik atau elektronik seperti radio, televisi, 

dan komputer. Sedangkan istilah pemanfaat digunakan untuk konsumen yang 

melakukan kegiatan pemanfaatan jasa-jasa (seperti jasa angkutan, pengacara, bank 

dan dokter).
55

  

Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah 

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara 

adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 

produksi suatu produk lainnya, dan pengertian konsumen yang dimaksud dalam 

undang-undang ini adalah konsumen akhir. 

 

2.2.2 Pelaku Usaha 

  Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
56

 Termasuk 

                                                           
55

 Tim Hukum, Departemen Kehakiman, 1998. 

 
56

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit., Ps. 1 angka 3. 
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dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya. 

 Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), pelaku usaha antara lain 

investor, produsen dan distributor. Investor adalah penyedia dana untuk digunakan 

oleh Pelaku Usaha atau Konsumen. Sementara produsen adalah pembuat 

barang/jasa dari barang/jasa lain. Sedangkan distributor adalah pelaku usaha 

pengedar atau penjual barang/jasa. 

 Menurut Perhimpunan Pengusaha Periklanan Indonesia (PPPI) dalam Etika 

Pariwara Indonesia (EPI), pelaku usaha periklanan terdiri dari pengiklan, 

perusahaan periklanan dan media periklanan. Pengiklan merupakan pemrakarsa, 

penyandang dana dan pengguna jasa periklanan sementara perusahaan periklanan 

merupakan suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, 

mengkoordinasi, mengelola dan/atau memajukan merek, pesan dan/atau media 

komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan memperoleh 

imbalan atas layanannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan media 

periklanan adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan periklanan 

kepada konsumen atau khalayak sasaran.
57

 

 

2.2.3 Pihak Lainnya 

 Selain melibatkan konsumen dan pelaku usaha, berdasarkan Pasal 29 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam 

upaya perlindungan konsumen diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Selain itu 

diperlukan pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (LPKSM) terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di 

pasar. Hasil pengawasan yang telah dilakukan, disebarluaskan ke masyarakat atau 

disampaikan pada Pemerintah.
58

  

 Kelembagaan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Badan Perlindungan 

                                                           
57

 Etika Pariwara Indonesia (EPI), op.cit., Bab II Bagian D Definisi, Nomor 3, Nomor 5 

dan Nomor 6. 

 
58

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, op.cit., Ps. 30. 
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Konsumen Nasional yang diatur dalam Pasal 1 butir 12, Pasal 31 sampai dengan 

Pasal 43, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam 

Pasal 1 butir 11, Pasal 49 sampai dengan Pasal 58, dan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diatur dalam Pasal 1 butir 9, 

Pasal 44. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan 

perlindungan konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 33 disebutkan bahwa Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan 

konsumen di Indonesia.  

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat suatu 

badan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan 

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 

usaha dan konsumen.  

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
59

 

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar 

dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen. Ketentuan khusus mengenai syarat Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 

2001. 

 

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen 

 Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak 

dan kewajiban. Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan 

                                                           
59

 Ibid., Ps. 44 ayat (2). 
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akan hak dan kewajiban para pihak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

telah memberikan peraturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku 

usaha. 

 

2.3.1 Hak Konsumen 

Hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada  

seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah 

kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.
60

 Hak-

hak konsumen berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Bab III Hak dan Kewajiban, 

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, 

pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya (Hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan 

status sosial lainnyaPenjelasan Pasal 4 Huruf g); 

                                                           
60

 Van Apeldoorn, loc.cit. 
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h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas dibandingkan 

dengan hak-hak dasar konsumen yang dikemukakan J.F Kennedy, di depan 

kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri atas: 

1. hak memperoleh keamanan; 

2. hak memilih; 

3. hak mendapat informasi; dan 

4. hak untuk didengar.
61

 

 Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi 

Manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 

Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26 yang oleh 

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers 

UnionIOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya yaitu: 

1. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

2. hak untuk memperoleh ganti rugi; 

3. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

4. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
62

 

 Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap atau EEG) juga 

telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut: 

                                                           
61

 Honius, Konsumentenrecht, Preadvis in Nederlanse Vereniging voor Rechtsverlijking, 

Kluwer-Deventer, 1972, hal. 14, 26, 131, dst. dikutip dari Meriam Darus Badrulzaman, 

Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, dimuat dalam Hasil 

Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh 

BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal. 61. Lihat juga C. Tantri D. dan Sulastri, Gerakan Organisasi 

Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen IndonesiaThe Asia 

Foundation, Jakarta, 1995, hal. 19-21, sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman 

Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 39.  

 
62

 C. Tantri D.dan Sularsi, Ibid., hal. 22-24, dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman 

Yodo, Ibid.   
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1. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn 

gezendheid en veiligheid); 

2. hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn 

economische belangen); 

3. hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 

4. hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 

5. hak untuk didengar (recht om te worden gehord).
63

 

 Berdasarkan hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas, pada 

dasarnya secara keseluruhan dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, yaitu: 

a. hak atas keamanan dan keselamatan 

Tujuan diaturnya hak atas keamanan dan keselamatan yaitu untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan 

barang atau jasa yang diperolehnya; 

b. hak untuk memperoleh informasi 

Hak atas informasi merupakan hak yang sangat penting karena tidak 

memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen, merupakan 

salah satu bentuk cacat produk atau dikenal dengan cacat instruksi atau 

cacat karena informasi tidak memadai; 

c. hak untuk memilih 

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan 

kebutuhannya, tanpa tekanan dari pihak luar. Ketentuan yang dapat 

membantu penegakan hak konsumen atas informasi juga terdapat dalam 

Pasal 19 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

d. hak untuk didengar 

Hak untuk didengar dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh 

tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas 

adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau 
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yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan kepentingan konsumen; 

e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

Hak ini merupakan hak sangat mendasar karena menyangkut hak untuk 

hidup. Dengan demikian setiap orang (konsumen) berhak untuk 

memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan 

hidupnya (secara layak); 

f. hak untuk memperoleh ganti rugi 

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 

telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang 

atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan 

hak ini, harus melalui prosedur tertentu yang diselesaikan secara damai (di 

luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan; 

g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar 

konsumen meperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan 

agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk; 

h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, sangat penting bagi setiap 

konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan 

sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan diatur 

secara khusus dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikannya 

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 

permainan harga secara tidak wajar karena dalam keadaan tertentu, 

konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi 

daripada kegunaan atas kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang 

diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung dengan ketentuan 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



23 
 

Universitas Indonesia 
 

j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

Adanya ketentuan hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan 

konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui 

jalur hukum.
64

  

Terdapat 3 (tiga) hak konsumen yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal 

maupun kerugian harta kekayaan; 

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan 

3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 

yang dihadapi.
65

 

 Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak 

konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Sehingga ketentuan tersebut sangat esensial bagi konsumen sehingga dapat 

dijadikan prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
66

  

 

2.3.2 Kewajiban Konsumen 

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun 

badan hukum.
67

 Kewajiban konsumen berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Bab 

III Hak dan Kewajiban, Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain: 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 
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Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 

keamanan dan keselamatannya.
68

 Jika pelaku usaha tidak menggunakan cara yang 

wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan 

konsumen tidak membacanya maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti 

kerugian pada konsumen yang telah dirugikan. Pengaturan kewajiban ini 

memberikan konsekuensi yaitu pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika 

konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan 

kewajibannya.
69

 

Terkait kewajiban konsumen beritikad baik, tertuju pada transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa karena pada tahap tersebut timbul kemungkinan 

dari pihak konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha. Berbeda dengan 

pelaku usaha, kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak 

barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha. Dengan itikad baik, 

kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkannya dapat 

terpenuhi dengan kepuasan.
70

  

Selanjutnya terdapat kewajiban bagi konsumen untuk membayar sesuai 

dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha. Kewajiban konsumen 

lainnya adalah untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. Pengaturan atas kewajiban konsumen dimaksudkan agar 

konsumen dapat memperoleh hasil optimal atas perlindungan dan/atau kepastian 

hukum.
71

  

 

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Untuk mengimbangi pengaturan hak dan kewajiban konsumen, diperlukan 

pengaturan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Ketentuan mengenai 

hak dan kewajiban pelaku usaha diatur tidak saja dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen namun juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-

                                                           
68

 Happy Susanto, op.cit.. hal. 27.  

 
69

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hal. 49.  

 
70

 Happy Susanto, loc.cit. 

 
71

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal. 31. 

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



25 
 

Universitas Indonesia 
 

undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang 

Pangan dan undang-undang lainnya. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen ditempatkan sebagai payung bagi semua aturan 

lainnya terkait dengan perlindungan konsumen.
72

 

 

2.4.1 Hak Pelaku Usaha 

Ketentuan yang mengatur hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Bab III 

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 

tersebut, antara lain: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku 

usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang 

diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang 

berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.
73

 

Penegakan dan upaya menjamin hak pelaku usaha untuk mendapat 

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, untuk 
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melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 

konsumen dan untuk rehabilitasi nama baik, erat terkait dengan pihak aparat 

pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam 

tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.
74

 

Melalui pengaturan dan jaminan atas hak bagi pelaku usaha, diharapkan 

perlindungan konsumen tidak secara timpang hanya melindungi kepentingan 

konsumen saja namun juga diharapkan dapat melindungi kepentingan pelaku 

usaha secara bertanggung jawab. Hak pelaku usaha yang terkait dengan kewajiban 

konsumen adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa.
75

  

 

2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha 

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dibuat untuk 

menyeimbangkan adanya ketentuan yang berisi hak pelaku usaha dan 

dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.
76

 Kewajiban 

pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 Bab III Bagian Kedua Hak dan 

Kewajiban Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen antara lain: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif (Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam 

memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu 

pelayanan kepada konsumenPenjelasan Pasal 7 Huruf c); 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 
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e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan (yang dimaksud dengan 

barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba 

tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugianPenjelasan Pasal 7 Huruf 

e); 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itikad baik merupakan 

kewajiban yang ditekankan bagi pelaku usaha karena meliputi semua tahapan 

dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban 

pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi 

sampai pada tahap purna penjualan. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad 

baik dimulai sejak melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
77

  

 Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, adanya pengaturan 

kewajiban ini disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen 

juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku 

usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan 

merugikan konsumen.
78

 

  

2.5 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

 Perbuatan yang melanggar hak konsumen harus dihindari dengan 

memberikan pedoman berupa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi 
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pelaku usaha. Pedoman tersebut merupakan upaya untuk menghindarkan akibat 

negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
79

 Perbuatan yang dilarang bagi pelaku 

usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, yaitu dari Pasal 8 

sampai dengan Pasal 17.  

 Secara garis besar, larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 dapat dibagi ke 

dalam dua larangan pokok, yaitu: 

1. larangan mengenai produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang  

layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen; 

dan 

2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak  

 akurat yang menyesatkan konsumen.
80

 

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terdapat pengaturan berupa larangan bagi pelaku usaha 

dalam hal melakukan kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan 

atau jasa. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan 

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah memenuhi tindakan 

yang dirinci dalam Pasal tersebut. 

 Seharusnya larangan dalam Pasal 9 ayat (1) tidak perlu dirinci karena 

dengan luasnya jangkauan maka konsumen dapat dilindungi dengan lebih aman.
81

 

Larangan terhadap pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen membawa akibat bahwa pelanggaran atas 

larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.  

 Substansi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terkait dengan representasi dimana pelaku usaha wajib 

memberikan representasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, dikarenakan salah satu penyebab terjadinya kerugian konsumen 

adalah misrepresantasi terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Kerugian yang 

                                                           
79

 Ibid., hal. 63.  

 
80

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal. 39. 

 
81

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit.,  hal. 90. 

 

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



29 
 

Universitas Indonesia 
 

dialami konsumen di Indonesia sebagian besar dikarenakan tergiur oleh iklan atau 

brosur barang dan/atau jasa yang ternyata tidak benar. Informasi berupa janji yang 

dinyatakan dalam penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 

dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan hakim atas gugatan yang 

berdasarkan wanprestasi pelaku usaha.
82

 

 Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan.  

 Larangan dalam Pasal 11 ditujukan kepada perilaku pelaku usaha dan 

mengatur cara-cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal 

penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang untuk tidak 

mengelabui/menyesatkan konsumen. Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 11 

selain dapat dituntut karena melakukan perbuatan melanggar hukum juga 

termasuk kualifikasi sebagai wanprestasi sepanjang terdapat alat bukti yang 

mengkualifikasikan sebagai wanprestasi, misalnya iklan, promosi dan/atau bentuk 

lain.
83

 

 Pelaku usaha dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam 

waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 

melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan. Kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

di atas, termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan dapat pula dituntut 

melakukan wanprestasi.  

 Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
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atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian 

hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pelaku 

usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat 

tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan 

dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 Selanjutnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 

14. Secara umum ketentuan dalam Pasal 14 berisi larangan yang ditujukan bagi 

perilaku pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian. Ketentuan 

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau 

jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Cara 

paksaan yang digunakan tersebut menempatkan posisi konsumen menjadi 

lemah.
84

  

Larangan dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 16 tertuju pada perilaku 

pelaku usaha yang tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan 

waktu penyelesaian sesuai dengan yang diperjanjikan termasuk tidak menepati 

janji atas suatu layanan dan/atau prestasi. Larangan dalam Pasal menjadikan 

perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas 

suatu pelayanan dan/atau prestasi, tidak saja dapat dituntut atas dasar perbuatan 

melawan hukum bahkan dapat dituntut pidana oleh aparat yang berwenang.
85

 

Bagi pelaku usaha periklanan, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilarang memproduksi 

iklan yang: 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 

harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 

dan/atau jasa; 
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b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; 

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 

atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 

Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 

melanggar ketentuan yang dimaksud diatas. Menurut Adi Purwadi, mengelabui 

konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah, 

pernyataan yang menyesatkan dan iklan yang berlebihan. Pernyataan yang salah 

terjadi jika dalam iklan tersebut mengungkapkan hal-hal yang tidak benar. 

Sementara pernyataan iklan yang menyesatkan adalah jika suatu iklan 

menggunakan opini subjektif untuk mengungkap kualitas produk secara 

berlebihan tanpa didukung oleh suatu fakta tertentu. Sedangkan yang dimaksud 

sebagai iklan yang berlebihan adalah jika suatu iklan menggunakan tiruan dalam 

visualisasi iklan.
86

  

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b termasuk 

pada kualifikasi perbuatan yang memproduksi bentuk iklan atau pernyataan yang 

menyesatkan sedangkan huruf c merupakan bentuk iklan atau pernyataan yang 

salah, huruf e sebagai bentuk iklan yang berlebihan, dan huruf f dapat meliputi 

ketiga-tiganya tergantung atas pelanggaran etika dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang dilanggar, namun perbuatan yang dirumuskan dalam 

huruf d, sulit untuk dikualifikasi berdasarkan bentuk iklan yang dimaksud oleh 

Purwadi.
87

 

Pelaku usaha periklanan yang tidak mengetahui itikad buruk pemesan iklan 

sebagaimana dalam Pasal 17 huru a, b, dan c, tidak sepatutnya mendapat sanksi 
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berdasarkan ketentuan Pasal ini. Pihak yang seharusnya dimintai 

pertanggungjawaban atas kerugian konsumen atas iklan yang isinya menyesatkan 

atau mengandung pernyataan yang salah adalah pelaku usaha pemesan iklan. 

 Atas substansi yang diatur dalam huruf d, e, dan f, selain pelaku usaha 

pemesan iklan, maka pelaku usaha periklanan dapat dimintai 

pertanggungjawabannya. Secara umum, informasi yang disampaikan kepada 

konsumen dengan cara merepresantasikan suatu produk dengan berbagai cara dan 

berbagai media, dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan misrepresentasi. 

Misrepresentasi merupakan pernyataan tidak benar yang dilakukan oleh suatu 

pihak yang bertujuan terhadap pihak lain yang akan masuk dalam suatu 

perjanjian. Sehingga masalah dasar dari misrepresentasi adalah dari suatu 

pernyataan yang disampaikan sebelum terjadinya perjanjian.
88

 

  Untuk mengakomodasi permasalahan tersebut pelaku usaha periklanan yang 

menyampaikan informasi harus dapat menempatkan posisinya secara netral dan 

seimbang dan melaksanakan kewajibannya untuk mentaati ketentuan hukum yang 

berlaku dan mengindahkan asas kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, dan 

kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas.
89

 

  

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Pada prinsipnya, konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis 

kurang diuntungkan. Konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan 

dan disediakan oleh pelaku usaha. Sehingga sebagai konsekuensi hukum atas 

ketentuan yang melarang pelaku usaha melakukan perbuatan tertentu yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, 

memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta 
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pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya dan untuk menuntut 

ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen tersebut.
90

 

 

2.6.1 Teori Tanggung Jawab Produk Menuju Tanggung Jawab Mutlak 

 Terdapat 3 (tiga) substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi 

dasar tuntutan ganti rugi konsumen berdasarkan teori sistem hukum yang 

dikembangkan oleh Friedman, yaitu tuntutan karena kelalaian (negligence), 

tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (breach of warranty), dan tuntutan 

berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (strict product liability).
91

  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inosentius Samsul, diketahui 

bahwa hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan 

dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan (fault based liability) ke prinsip tanggung jawab yang 

berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip 

tanggung jawab mutlak (strict product liability). 

 

2.6.1.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan 

(Negligence) 

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah suatu prinsip 

tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang 
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ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa 

seseorang yang bersikap hati-hati (prudent person) mencegah timbulnya kerugian 

pada konsumen. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pula 

pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak 

konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada produsen. Di 

samping faktor kesalahan atau kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian 

berdasarkan kelalaian produsen diajukan pula dengan bukti-bukti lain, yaitu:  

1. pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai 

kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya 

kerugian konsumen; 

2. produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas 

produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau 

digunakan; 

3. konsumen menderita kerugian; 

4. kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya 

kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan 

kerugian konsumen).
92

 

 Terdapat 4 (empat) karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat 

responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: 

1. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan 

kontrak; 

2. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian 

terhadap persyaratan hubungan kontrak; 

3. gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak; dan 

4. gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan 

kelalaian.
93
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2.6.1.1.1 Tanggung Jawab Atas Kelalaian/Kesalahan dengan Persyaratan

 Hubungan Kontrak dan Faktor yang Mempengaruhi 

 Pembentukannya 

 Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian 

(negligence) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur 

kesalahan dan hubungan kontrak (privity of contract).
94

 Teori tanggung jawab 

berdasarkan kelalaian merupakan teori yang paling merugikan konsumen karena 

gugatan konsumen dapat diajukan jika telah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu 

adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubunan kontrak antara produsen dan 

konsumen. 

 Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan 

perlindungan maksimal bagi konsumen karena konsumen dihadapkan pada dua 

kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada konsumen, yaitu: 

1. tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat 

dengan produsen sebagai tergugat; 

2. argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh 

kerusakan barang yang tidak diketahui.
95

 

 Persyaratan hubungan kontrak dalam gugatan konsumen kepada 

produsen didasarkan pada beberapa alasan, yaitu hubungan kontrak merupakan 

instrument hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan 

dengan teori kedaulatan konsumen (consumer sovereignty theory). Dalam hal ini, 

persyaratan hubungan kontrak merupkan reaksi balik (antitesis) dari teori 

kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam 

mekanisme pasar.
96

 Berdasarkan teori ini, pembuat barang atau penyalur barang 
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sebagai produsen dapat terhindar dari gugatan konsumen yang tidak mempunyai 

hubungan hukum. 

 Argumentasi kedua, tanggung jawab produsen atau penjual adalah 

sejauh yang dapat diperkirakan dan di prediksi. Tanggung jawab yang dapat 

diprediksi atau dilihat sebelumnya, biasanya dituangkan dalam kontrak. Sehingga 

risiko atau substansi yang tidak tercantum dalam kontrak adalah masalah yang 

tidak dapat diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya.
97

 Dengan demikian 

menurut Inosentius Samsul, persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak 

melindungi konsumen yang tidak secara langsung berhubungan dengan produsen 

(remote seller) dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami 

kerugian untuk menuntut haknya. 

 Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung 

jawab produsen karena konsumen yang mempunyai hak untuk menggugat terbatas 

pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal 

dalam kehidupan sehari-hari, keadaan seperti ini yang sering terjadi bahkan 

konsumen yang menjadi korban, lebih banyak orang yang bukan pembeli atau 

mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen. 

 

2.6.1.1.2 Kelalaian dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan 

 Hubungan Kontrak 

 Insosentius Samsul dalam penelitiannya menemukan bahwa 

perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah 

prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa 

kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Persyaratan 

hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan 

gugatan ganti kerugian kepada produsen. 

 Sejak akhir abad 19, pengadilan mulai membuat terobosan-terobosan 

dengan melahirkan putusan yang memuat pengecualian-pengecualian terhadap 
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persyaratan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Menurut pemikiran 

Hakim Sarbon, terdapat 3 (tiga) alasan atas model-model pengecualian terhadap 

prinsip hubungan kontrak, yaitu: 

1. pengecualian berdasarkan alasan karakter produk yang memang 

membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen (imminently and 

inherently dangerous product). Berdasarkan pengecualian ini, produsen 

atau penjual produk yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya atau 

membahayakan konsumen, dapat digugat oleh konsumen walaupun tidak 

mempunyai hubungan kontrak (remote consumers), apabila kerugian 

yang diderita tersebut merupakan akibat dari produk yang memang 

membahayakan konsumen termasuk harta bendanya; 

2. pengecualian berdasarkan konsep implied invitation, yaitu tawaran 

produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum. 

Berdasarkan pengecualian ini, maka risiko yang diderita oleh pihak 

ketiga dibebankan kepada pihak yang menawarkan produk, walaupun 

tidak mempunyai hubungan kontrak; 

3. dalam hal suatu produk dapat membahayakan konsumen, kelalaian 

produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut 

pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada 

pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan 

konsumen yang menderita kerugian.
98

 

 

2.6.1.1.3 Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak 

 Tahap ketiga dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab 

produk adalah sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian yang 

sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Dalam tahap kedua, 

perkembangannya baru sampai tahap pengecualian, sedangkan pada tahap ketiga 

sudah tidak lagi menerapkan persyaratan tersebut. Sistem tanggung jawab yang 

tetap berdasarkan kelalaian yang sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan 

                                                           
98

 Huset v. J. L. Case Threshing Machine Co., F 865, 870-71, sebagaimana dikutip oleh 

Inosentius Samsul, Ibid., hal. 62. 

  

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



38 
 

Universitas Indonesia 
 

kontrak belum mampu memecahkan persoalan dalam tanggung jawab produk 

karena masih kurang jelas dan kurang sempurna dalam mendefinisikannya. 

 Setelah perluasan pengecualian yang diterapkan dalam berbagai kasus, 

akhirnya persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas diabaikan, dimulai 

sejak tahun 1916 ketika Hakim Cardozo memberikan pendapatnya dalam putusan 

banding kasus Mac Pherson v. Buick Motor Co.
99

 Dasar filosofis dari putusan ini 

adalah pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang 

berbahaya di pasar bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak 

tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai 

upaya untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.
100

 

 

2.6.1.1.4 Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Praduga Bertanggung Jawab 

 dengan Pembuktian Terbalik 

 Tahap terakhir atau tahap keempat dalam perkembangan substansi 

hukum prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk 

modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini 

memiliki makna adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan 

tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab masih 

berdasarkan kesalahan. 

 Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung 

jawab mutlak. Dalam tahapan perkembangan substansi hukum tanggung jawab 

produk, muncul ajaran tanggung jawab produsen yang tidak saja menolak adanya 

hubungan kontrak, tetapi juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan melalui: 

1. prinsip kehati-hatian (standard of care). Beberapa jenis produk seperti 

makanan, kosmetik dan obat-obatan pada dasarnya bukan merupakan 

produk yang membahayakan namun mudah tercemar atau mengandung 

racun jika lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya. Kelalaian 

tersebut terkait erat dengan kemajuan di bidang industri yang 
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menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin 

kompleks. Sehingga diperlukan instrument hukum yang memuat standar 

perlindungan yang tinggi dalam proses pembuatan atau distribusi 

barang;
101

 

2. prinsip praduga lalai (presumption of negligence). Penerapan prinsip ini 

menerapkan prinsip res ipsa loquitur dan negligence per se yang 

berorientasi pada kepentingan konsumen. Prinsip ini berarti kelalaian tidak 

perlu dibuktikan lagi karena fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang 

dialami oleh konsumen merupakan hasil kelalaian dari produsen. 

Konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila 

produsen tidak lalai.
102

 Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan 

kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak;  

3. beban pembuktian terbalik. Berdasarkan doktrin negligence per se, 

pembuat barang yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dianggap telah 

memenuhi unsur kelalaian. Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti 

dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa 

tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability 

principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 

Sehingga beban pembuktian diletakkan pada si tergugat.
103
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2.6.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of 

Warranty)  

 Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah 

tanggung jawab berdasarkan kontrak (contractual liability).
104

 Sebagaimana 

lazimnya dasar gugatan breach of warranty yang umum diterapkan dalam praktek 

perdagangan, wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dihadapkan 

dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum 

terhadap kepentingan konsumen, yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, 

persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (disclaimer) dan 

persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun 

vertikal. 

 Prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak berada pada 

posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian, jika salah satu pihak tidak puas 

dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut memiliki kekuatan untuk 

merundingkan kembali isi perjanjian. Namun dalam praktek, posisi tawar yang 

seimbang antara produsen dan konsumen sulit untuk ditemukan. Produsen dengan 

kekuatannya cenderung menerapkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan 

(limitation of liability) sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang 

dibuatnya.
105

 

 Dalam beberapa putusan pengadilan mengenai tuntutan atas dasar 

wanprestasi, muncul pengecualian atas persyaratan hubungan kontrak.
106

 

Kemudian persyaratan hubungan kontrak dipatahkan dengan penerapan teori 

agency dan third party beneficiary. Berdasarkan teori ini, para pihak ketiga yang 

tidak mempunyai hubungan kontrak menjadi bagian atau mempunyai hubungan 

kontrak dengan pihak produsen. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, 

terdiri atas tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis dan jaminan 

produk tidak tertulis (implied warranty). 
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1.  Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis. 

Menurut Inosentius Samsul, tuntutan ganti kerugian konsumen atas 

dasar ingkar janji yang sifatnya dinyatakan secara terbuka atau tegas-

tegas dinyatakan oleh produsen merupakan suatu bentuk perlindungan 

konsumen yang minimal karena gugatan konsumen hanya dibatasi pada 

hal-hal yang secara tegas diperjanjikan. 

 Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh penjual atau 

pembuat produk (Expressed Warranty) merupakan janji-janji yang 

mengikat pihak produsen sendiri untuk memenuhinya. Pernyataan 

mengenai produk ini penting karena sebenarnya dimaksudkan untuk 

menarik konsumen membeli suatu produk. 

 Sebaliknya bagi konsumen pernyataan-pernyataan tersebut menjadi 

informasi yang menjadi bahan pertimbangan untuk membeli suatu 

produk.
107

 Dalam perkembangannya, pernyataan-pernyataan produsen 

mengenai produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung 

(immediate buyer), dan pernyataan-pernyataannya harus bersifat 

eksplisit atau tegas. 

 Namun karena prinsip demikian tidak menguntungkan pihak 

konsumen, maka kemudian konsep pernyataan produsen tidak saja 

dalam bentuk kata-kata yang formal dan tertulis tetapi juga pernyataan-

pernyataan yang diungkapkan oleh penjual tentang produk ketika 

menawarkan produk kepada konsumen termasuk bentuk janji yang 

mengikat produsen. Sehingga dalam perkembangannya, tanggung jawab 

penjual semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual ditafsirkan 

sebagai janji yang harus dipenuhi oleh produsen atau penjual suatu 

produk.
108

 

2.  Jaminan produk tidak tertulis (Implied Warranty) 

Perkembangan hukum yang berorientasi pada konsumen kemudian 

melahirkan teori alternatif dasar-dasar gugatan konsumen berdasarkan 
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breach of warranty, yaitu berdasarkan implied warranty yang 

memperluas ruang lingkup tanggung jawab produsen dan sekaligus 

menjadi cikal bakal dari ajaran strict product liability.
109

  

 Menurut Inosentius Samsul, penerapan prinsip tanggung jawab 

yang didasarkan janji-janji yang tidak dinyatakan secara tegas 

merupakan suatu bentuk sistem tanggung jawab yang memperluas atau 

memperbanyak tanggung jawab pihak produsen. Prinsip tanggung jawab 

ini dikategorikan sebagai sistem tanggung jawab yang memiliki karakter 

hukum dengan tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap kepentingan 

konsumen. Sedangkan implied warranty adalah jaminan berasal dari 

undang-undang atau bentuk hukum lain.
110

  

 

2.6.1.3 Pembentukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Product 

 Liability) 

  Strict product liability menerapkan tanggung jawab kepada penjual 

produk yang cacat tanpa adanya beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan 

membuktikan kesalahan.
111

 Tanggung jawab mutlak merupakan sarana atau 

instrument kebijakan publik dan dimaksudkan untuk mendapatkan keamanan bagi 

publik.
112

 

  Faktor pendorong dari pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak 

adalah secara eksternal dipengaruhi oleh pergeseran paham individualisme ke 

kolektivisme yang menjadi inti dari konsep negara kesejahteraan dan secara 

internal dipengaruhi oleh perbedaan posisi tawar antara produsen dan konsumen.  

Inti dari tanggung jawab mutlak adalah pada karakteristik produk, yaitu cacatnya 

produk. Maka aspek yang dibuktikan oleh konsumen adalah cacatnya produk.  
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 Perilaku (kesalahan) dan hubungan kontrak yang selama ini menjadi beban 

dan pembatasan tanggung jawab produsen tidak perlu dibuktikan. Bahkan 

hubungan kontrak diperluas kepada isi kontrak yang tidak secara tegas-tegas 

dinyatakan secara tertulis. 

 Dengan demikian doktrin strict liability adalah doktrin yang meniadakan 

beberapa prinsip yang dinilai tidak responsif terhadap kepentingan konsumen, 

baik dalam gugatan melalui perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
113

 

Salah satu prinsip utama adalah dalam prinsip strict liability, tidak diperlukan 

adanya syarat kelalaian pelaku usaha sebagai tergugat dan tidak tepat dikaitkan 

dengan adanya wanprestasi. Berdasarkan prinsip ini, penjual bertanggung jawab 

walaupun telah melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan dan 

penjualan barang. 

 Tanggung jawab produsen sebagai tergugat tidak ditentukan oleh 

perilakunya. Produsen yang dapat diposisikan sebagai tergugat menjadi diperluas 

karena semua pihak yang terkait dalam rangkaian penjualan bertanggung jawab, 

yaitu pembuat barang, distributor, wholesaler, jobber, dan retailer. Dalam 

perkembangan selanjutnya, tanggung jawab difokuskan pada kondisi produk, 

bukan pada perilaku produsen.     

 

2.6.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab 

produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 

19, Pasal 23, dan Pasal 28. Pasal 19 menganut prinsip praduga lalai/bersalah 

(presumption of negligence). 

 Dasar prinsip ini adalah asumsi bahwa jika produsen tidak melakukan 

kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian atau dengan rumusan lain, 

apabila konsumen mengalami kerugian berarti produsen telah melakukan 

kesalahan sehingga sebagai konsekuensi atas prinsip ini, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerapkan batas waktu 
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pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu 7 

(tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian tetapi hanya 

memberikan kesempatan kepada produsen untuk membayar atau mencari solusi 

lain termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
114

 

  Rumusan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Inosentius 

Samsul menambahkan bahwa prinsip yang juga dianut dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga 

untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) yang 

merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan 

beban pembuktian terbalik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab 

mutlak.  

 Secara keseluruhan menurut Inosentius Samsul, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip-prinsip tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi yaitu: 

1. prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai produsen 

sudah dianggap bersalah sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya 

(presumption of negligence); dan 

2. prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian 

terbalik (presumption of liability principle). 

 

2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Sengketa konsumen menurut Az. Nasution adalah sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, 

barang dan/atau jasa konsumen tertentu.
115

 Berdasarkan ketentuan Pasal 64 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif, tetap dapat 

digunakan dalam upaya perlindungan konsumen sepanjang tidak diatur secara 
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khusus bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Secara menyeluruh, menurut Az. Nasution, makna adasium hukum yang 

termuat dalam Pasal 64, “lex spesialis derogate lex generalis” berlaku pula dalam 

hubungan antara hukum umum dan hukum khusus perlindungan konsumen. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan 

dengan menggunakan semua hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan 

tersebut adalah hukum umum yang berlaku untuk peradilan umum dengan 

kewajiban pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.   

Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, bentuk penyelesaian sengketa konsumen 

dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

sukarela para pihak yang bersengketa. 

  

2.7.1 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan 

 Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara 

yang umum berlaku, yaitu HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Rbg 

(Reglement voor de Buitengewesten). Penyelesaian sengekta antara konsumen dan 

pelaku usaha berada dalam ranah bisnis. Sehingga penyelesaian sengketa yang 

dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah selain itu sedapat 

mungkin penyelesaian sengketa tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya 

diantara para pihak yang bersengketa. Jika penyelesaian sengketa diselesaikan 

melalui jalur pengadilan (litigasi), tujuan untuk tetap menjaga hubungan baik sulit 

untuk dicapai karena akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan 

kemenangan di pihak lain.
116

 

 Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 

hanya dimungkinkan jika: 
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a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, atau 

b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

Dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, putusan yang dijatuhkan BPSK bersifat final dan 

mengikat namun para pihak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan kepada Pengadilan Negeri. Atas upaya hukum keberatan tersebut, 

pengadilan negeri memeriksa perkara dan memberikan putusan. Selanjutnya 

dalam Pasal 58 diatur bahwa atas pengajuan keberatan, pengadilan negeri wajib 

mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak 

diterimanya keberatan. 

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, dalam waktu paling lama 14 

(empat belas) hari para pihak yang masih merasa tidak puas, diberikan peluang 

untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik 

Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak menerima permohonan kasasi. 

Pemotongan jalur peradilan di pengadilan tinggi dan pemberian jangka 

waktu yang pasti dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai cukup 

aspiratif terhadap kebutuhan konsumen secara umum.
117

 

 

2.7.2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan 

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak 

akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku 

usaha sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 
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Jika upaya penyelesaian sengketa konsumen telah dipilih untuk ditempuh di 

luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen 

melalui non pengadilan, bisa melakukan alternative dipute resolution (ADR) atau 

alternatif penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), 

Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau 

lembaga lain yang berwenang.
118

 

 Salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian melalui badan ini 

dinilai lebih murah, cepat, sederhana dan tidak berbelit.
119

 Berdasarkan Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam undang-undang ini; 

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, 
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yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen; 

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini. 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membedakan jenis 

gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan persona standi in judicio 

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 46.
120

 Konsumen yang bersengketa 

dengan pelaku usaha dapat mendatangi BPSK provinsi dengan membawa surat 

permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan 

menyerahkan berkas (dokumen pendukung). Kemudian BPSK akan memanggil 

para pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. 

BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran 

laporan dan keterangan yang diadukan para pihak yang bersengketa. Dalam 

pertemuan ini, akan ditentukan cara yang akan dipilih apakah dapat dilakukan 

dengan jalur damai atau dengan jalur lain. Jika tidak dapat ditempuh secara damai, 

maka terdapat tiga cara penyelesian sengketa berdasarkan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu: 

1. konsiliasi 

berdasarkan Pasal 1 butir 9 Kepmenperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001, yang dimaksud dengan konsiliasi adalah proses 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan 

BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan 

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara 

ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi 

oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator; 
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2. mediasi 

penyelesaian sengeketa dengan cara mediasi berdasarkan Pasal 1 butir 10 

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, mediasi dirumuskan 

sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan 

perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesainnya diserahkan 

kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan 

sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis 

yang bertindak aktif sebagai mediator, yang membedakan dengan cara 

konsiliasi; 

3. arbitrase 

berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kepmenperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang 

bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK. 

Penyelesaian sengketa melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk 

ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan 

melalui lembaga peradilan.
121

 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam menangani dan 

menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang harus 

berjumlah harus ganjil dan sedikit-dikitnya tiga orang yang mewakili unsur 

pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha dengan dibantu seorang panitera. 

Cara pertama yang dilakukan majelis yang bertindak secara aktif adalah 

dengan memberikan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal 

perundang-undangan yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. 

Penyelesaian sengketa harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 

(dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima, BPSK mengeluarkan 

putusan. 

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan 

badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Atas putusan BPSK, para 

pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 
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(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, pelaku usaha yang tidak mengajukan 

keberatan dalam jangka waktu  14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 

pemberitahuan putusan, dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa 

konsumen. 

Jika putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan tidak dilaksanakan oleh 

pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan 

tersebut kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan 

tersebut dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup berupa putusan badan 

penyelesaian sengketa konsumen. 

 

2.8 Sanksi  

 Pengaturan kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administatif 

sesungguhnya bermasalah. Selama ini pemahaman atas penjatuhan sanksi 

administratif tertuju pada sanksi berupa pencabutan izin usaha, pencabutan atau 

pembatalan dokumen dan lainnya. Dalam hal ini, pihak pengadilan tidak memiliki 

kewenangan menjatuhkan sanksi administratif namun berwenang untuk 

melakukan pencabutan izin usaha atau pembatalan dokumen yang telah 

diterbitkan. Pemahaman yang umum tersebut dijungkirbalikan oleh ketentuan 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

karena dinyatakan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

sementara di sisi lain ternyata yang dimaksudkan adalah sanksi perdata.
122

 

 Berdasarkan penggunaan istilah sanksi administratif, BPSK tidak memiliki 

kewenangan tersebut dikarenakan BPSK bukan merupakan instansi yang 

menerbitkan izin (regulatory agency) sehingga hak atau kewenangan menjatuhkan 

sanksi administratif oleh BPSK secara hukum tidak berdasar.
123

 Namun pada 

dasarnya substansi atas sanksi administratif yang dimaksud berupa sanksi perdata 

yang ditunjukkan oleh angka Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada 

Pasal 60 dan dengan ditunjuknya Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 
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dan Pasal 26 yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari 

pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan. Ganti kerugian yang dirumuskan 

dalam Pasal 60 ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban terbatas.

 Menurut Aman Sinaga, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen merupakan pasal yang cacat hukum dikarenakan 

ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan BPSK untuk 

menjatuhkan sanksi administratif padahal BPSK bukanlah badan penerbit izin. 

Selain itu permasalahan lain dalam Pasal 60 adalah dengan dirumuskannya ganti 

rugi sebagai bentuk sanksi administratif. Sehingga hingga saat ini tidak ada 

peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (3).
124

    

 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur ketentuan sanksi pidana, yang dirumuskan bahwa suatu 

bentuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pengurus 

namun juga kepada perusahaan. Ketentuan ini, menurut Nurmadjito, merupakan 

upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen.
125

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ini, perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum 

pidana. 

 Ketentuan pidana yang selanjutnya diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63. 

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari dua 

tingkatan yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 Denda berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

termasuk ke dalam jenis hukuman pokok selain hukuman mati, hukuman penjara, 

dan hukuman kurungan. Sanksi pidana berupa denda bagi pelaku usaha berbadan 
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 Hasil wawancara dengan Aman Sinaga, konsultan pada Direktorat Pemberdayaan 
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hukum dapat dipandang sebagai ongkos sebagaimana halnya ongkos dalam 

rangka operasional produksi. 

 Hal ini mengakibatkan perusahaan sebagai subjek hukum pidana tidak 

menjadi jera sehingga perbuatan pidana dapat berulang sehingga dipertimbangan 

untuk dimungkinkan dijatuhkan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 

63, yaitu antara lain berupa: 

a.  perampasan barang tertentu; 

b.  pengumuman keputusan hakim; 

c.  pembayaran ganti rugi; 

d.  perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

  kerugian konsumen; 

e.  kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 

f.  pencabutan izin usaha. 
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BAB 3 

TINJAUAN UMUM ASPEK HUKUM PERIKLANAN 

 

3.1 Pengertian, Batasan dan Istilah Iklan dan Periklanan 

 Istilah iklan atau reklame merupakan paduan dari kata reclame yang berasal 

dari Bahasa Belanda dan diambil atau dikutip dari Bahasa Perancis reclamire 

yang berarti berteriak berulang-ulang.
126

 Iklan atau advertising dapat didefinisikan 

sebagai “any paid form of nonpersonal communication about an organization, 

product, service, or idea by an identified sponsor”
127

 (setiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh 

satu sponsor yang diketahui). 

 Maksud dari „dibayar‟ pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa 

ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. Sedangkan 

maksud dari kata „nonpersonal‟ berarti suatu iklan melibatkan media massa (TV, 

radio, majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar 

kelompok individu pada saat bersamaan. Dengan demikian sifat non personal 

iklan berarti pada umumnya tidak tersedia kesempatan untuk mendapatkan umpan 

balik yang segera dari penerima pesan (kecuali dalam hal direct response 

advertising). Sehingga sebelum iklan dikirimkan, pemasang iklan harus 

mempertimbangkan bagaimana audiens akan menginterpretasikan dan 

memberikan respons terhadap pesan iklan dimaksud.
128

    

 Menurut Otto Klepper, seorang ahli periklanan, istilah iklan berasal dari 

bahasa latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran  dan gagasan kepada 

pihak lain.  

 Alex Nitisemito mendefinisikan iklan sebagai salah satu alat untuk promosi, 

mempunyai peran yang sangat strategis bagi pengusaha maupun pengedar barang 
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127
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dan jasa dalam mengupayakan pangsa pasar.
129

 Etika Pariwara Indonesia, 2005 

memberikan definisi iklan sebagai pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi 

publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai 

oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat. Pada bagian Penjelasan EPI, dinyatakan bahwa yang termasuk dalam 

pengertian iklan ialah; iklan korporat, iklan layananan masyarakat, iklan promo 

program; sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian iklan ialah; pemerekan 

(branding), ajang (event), dan pawikraya (merchandising). 

 Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, iklan adalah alat 

informasi dalam media apapun guna meningkatkan usaha dan merupakan janji 

yang mengikat semua pihak bertalian dengan pengumumannya.
130

 Dalam 

yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 

Juli 1972 No. 27K/SIP/1972 (S.P. De Boer v. NV Goodyear Sumatera Plantation 

Ltd. cs, memberikan kualifikasi tentang iklan, dimana suatu iklan memuat unsur-

unsur: 

1. pengumuman; 

2. memuat kata-kata dan atau tentang format; 

3. untuk mengejar suatu maksud atau tujuan, dan 

4. tentang patokan (tidak melampaui) batas-batas dari pada yang perlu. 

 Berdasarkan putusan tersebut, Rosady Ruslan berpendapat bahwa iklan 

adalah pengumuman yang ditujukan untuk mengejar suatu maksud atau tujuan. 

Dalam keadaan demikian iklan dipertanggungjawabkan dalam pembuatannya 

sepanjang isi dan format iklan tidak melampaui batas-batas yang dianggap perlu. 

 Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) mendefinisikan iklan 

sebagai segala bentuk pesan tentang produk yang disampaikan melalui suatu 

media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian 

atau seluruh masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran iklan didefinisikan sebagai siaran 

informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya 
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jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau 

tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.  

 Pada Bab II Pedoman Bagian D (Definisi) Etika Pariwara Indonesia, 

periklanan didefinisikan sebagai seluruh proses yang meliputi penyiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi 

pemasaran. Institut periklanan Inggris mendefinisikan istilah periklanan sebagai 

pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli 

yang paling potensial atas produk barang dan atau jasa tertentu dengan biaya yang 

semurah-murahnya.
131

 Advertising dalam Bahasa Latin disebut advertere yang 

artinya mengalihkan perhatian, sehingga advertising dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian audience terhadap sesuatu. Menurut 

Frank Jefkins, periklanan memiliki tujuan membujuk konsumen untuk membeli. 

 Sedangkan menurut Institute of Practioners in Advertising (IPA),
132

 

periklanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengupayakan suatu pesan 

penjualan yang supersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling tepat atas 

suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya. Selanjutnya pengertian periklanan dikemukakan oleh Tans 

Djayakusumah yang menyatakan bahwa periklanan adalah salah satu bentuk 

spesialisasi publisistik yang bertujuan untuk mempertemukan satu pihak yang 

menawarkan sesuatu dengan pihak lain yang membutuhkannya. 

 S. Watson Dunn dan Arnold M. Barban dalam bukunya yang berjudul 

Advertising its Role in the Modern Marketing,  merumuskan: 

  

“Advertising is paid, unpersonal communication through various 

media by business firm, nonprofit organization, and individuals who 

are in some way indentified in the advertising message and hope to 

inform or persuade members or particular audience.” 

 

 Menurut kalangan ekonom, definisi standar periklanan umumnya 

mengandung 6 (enam) elemen, yaitu: 
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1. periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar walaupun beberapa 

bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat, biasanya meggunakan 

ruang khusus yang gratis atau walaupun harus membayar, tetapi dengan 

jumlah yang sedikit; 

2. selain pesan yang harus disampaikan harus dibayar, dalam iklan juga 

terjadi proses identifikasi sponsor. Iklan tidak hanya menampilkan pesan 

mengenai kehebatan produk yang ditawarkan, namun sekaligus 

menyampaikan pesan agar konsumen sadar mengenai perusahaan yang 

memproduksi produk yang ditawarkan; 

3. maksud utama kebanyakan iklan adalah untuk membujuk atau 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan sesuatu. Di dalam iklan, pesan 

dirancang sedemikian rupa agar bisa membujuk dan mempengaruhi 

konsumen; 

4. periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media 

menyampaikan pesan kepada audiens sasaran; 

5. penggunaan media massa menjadikan periklanan dikategorikan sebagai 

komunikasi masal, sehingga periklanan mempunyai sifat bukan pribadi 

(nonpersonal); 

6. perancangan iklan harus secara jelas ditentukan kelompok konsumen yang 

akan jadi sasaran pesan. Tanpa identifikasi audiens yang jelas, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tidak akan efektif.
133

 

  Dari keenam elemen tersebut. Wells, Burnett, dan Moriarty 

mendefinisikan bahwa “advertising is paid nonpersonal communication from an 

identified sponsor using mass media to persuade or influence an audience.” 

Berdasarkan Pengertian iklan di atas dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan 

mekanisme atau alat pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa. 

   

3.2 Jenis dan Bentuk Iklan 

 Secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) kategori 

pokok, yaitu: 
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 Taufik H. Simatupang, op.cit., hal. 6.   
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1. iklan konsumen; 

2. iklan bisnis atau iklan antarbisnis; 

3. iklan perdagangan; 

4. iklan eceran; 

5. iklan keuangan; 

6. iklan langsung; 

7. iklan lowongan kerja.
134

 

 Sedangkan jenis iklan yang umumnya dipergunakan oleh para pelaku usaha 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Iklan komersial dan nonkomersial 

Klasifikasi iklan menjadi iklan komersial (iklan niaga) dan iklan layanan 

masyarakat diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Berdasarkan pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Penyiaran, siaran iklan niaga adalah siaran iklan 

komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan 

tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan 

barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen 

agar menggunakan produk yang ditawarkan. Iklan komersial adalah iklan 

yang digunakan sebagai pendukung kampanye pemasaran suatu produk 

atau jasa. Tujuan dari iklan komersial adalah memperkenalkan barang atau 

jasa kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan barang 

atau jasa dari pelaku usaha. Sedangkan iklan layanan masyarakat menurut 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Penyiaran adalah siaran penyiaran radio 

atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau 

mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, khalayak agar berbuat 

dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. Iklan ini biasa 

disebut dengan iklan layanan masyarakat atau ILM atau dalam bahasa 

inggrisnya public service advertising (PSA).
135

 ILM umumnya berisi 

ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak 
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melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau mengubah suatu 

kebiasaan atau perilaku masyarakat “yang tidak baik” agar menjadi lebih 

baik. Iklan ini biasanya sering dipergunakan oleh pemerintah atau 

organisasi tertentu untuk memperkenalkan dan mendukung program-

program/acara yang dibuatnya.  

2. Iklan corporate 

Iklan corporate adalah iklan yang bertujuan untuk membangun citra 

(image) perusahaan dan membangun citra positif atas produk atau jasa 

yang diproduksi oleh suatu perusahaan.
136

 Iklan corporate baru efektif jika 

didukung oleh fakta-fakta yang kuat, yang mempunyai nilai berita yang 

umumnya selalu dikaitkan dengan kegiatan tertentu yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 

Sebagai contoh adalah iklan suatu perusahaan yang berhasil mendapatkan 

penghargaan atau iklan perusahaan yang telah memenuhi ketentuan 

standar internasional seperti ISO, dan sebagainya.
137

 

Tipe atau jenis iklan menurut Belch & Belch antara lain: 

1. iklan nasional 

pemasang iklan pada iklan jenis ini adalah perusahaan besar dengan 

produk yang tersebar secara nasional atau di sebagian besar wilayah suatu 

negara. Sebagian besar iklan nasional pada umumnya muncul pada jam 

tayang utama (prime time) di televisi yang memiliki jaringan siaran secara 

nasional dan juga pada berbagai media besar nasional serta media-media 

lainnya. Tujuan dari pemasangan iklan berskala nasional ini adalah untuk 

menginformasikan atau mengingatkan konsumen kepada perusahaan atau 

merek yang diiklankan beserta berbagai fitur atau kelengkapan yang 

dimiliki dan juga keuntungan, manfaat, penggunaan, serta menciptakan 
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atau memperkuat citra produk bersangkutan sehingga konsumen akan 

cenderung membeli produk yang diiklankan tersebut; 

2. iklan lokal 

pemasang iklan pada iklan lokal adalah perusahaan pengecer atau 

perusahaan dagang tingkat lokal. Iklan lokal bertujuan untuk mendorong 

konsumen untuk berbelanja pada toko-toko tertentu atau menggunakan 

jasa lokal atau mengunjungi suatu tempat atau instansi tertentu. Iklan lokal 

cenderung untuk menekankan pada insentif tertentu, misalnya harga yang 

lebih murah, waktu operasi yang lebih lama, pelayanan khusus, suasana 

berbeda, gengsi, atau aneka jenis barang yang ditawarkan. Promosi yang 

dilakukan iklan lokal sering dalam bentuk aksi langsung (direct action 

advertising) yang dirancang untuk memperoleh penjualan secara cepat; 

3. iklan primer dan selektif 

iklan primer atau disebut juga dengan primary demand advertising 

dirancang untuk mendorong permintaan terhadap suatu jenis produk 

tertentu atau untuk keseluruhan industry. Pemasang iklan akan lebih fokus 

menggunakan iklan primer apabila misalnya, merek produk jasa yang 

dihasilkannya telah mendominasi pasar dan akan mendapatkan keuntungan 

paling besar jika permintaan terhadap jenis produk bersangkutan secara 

umum meningkat. Asosiasi perusahaan di bidang industri dan perdagangan 

kerap melakukan kampanye melalui iklan primer untuk mendorong 

peningkatan penjualan produk yang dihasilkan anggota asosiasi. 

Perusahaan pemegang merek produk tertentu terkadang menggunakan 

iklan primer sebagai bagian dari strategi promosi untuk membantu suatu 

produk, khususnya jika produk itu masih baru dan manfaatnya masih 

belum banyak diketahui masyarakat. Dengan demikian, iklan semacam ini 

bertujuan menjelaskan konsep dan manfaat suatu produk secara umum 

namun sekaligus mempromosikan merek produk bersangkutan. Iklan 

selektif atau selective demand advertising memusatkan perhatian untuk 

menciptakan permintaan terhadap suatu merek tertentu. Kebanyakan iklan 

berbagai barang dan jasa yang muncul di media adalah bertujuan untuk 

mendorong permintaan secara selektif terhadap suatu merek barang atau 
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jasa tertentu. Iklan selektif lebih menekankan pada alasan untuk membeli 

suatu merek produk tertentu; 

4. iklan bisnis dan professional, yang terdiri dari: 

a. iklan antar bisnis 

iklan antar bisnis atau business-to-business advertising adalah iklan 

dengan target kepada satu atau beberapa individu yang berperan 

mempengaruhi pembelian barang atau jasa industri untuk kepentingan 

perusahaan di mana para individu itu bekerja. Barang-barang industri 

(industrial goods) adalah produk yang akan menjadi bagian dari 

produk lain (misalnya bahan mentah atau komponen), atau produk 

yang digunakan untuk membantu suatu perusahaan melakukan 

kegiatan bisnisnya (peralatan kantor, komputer, dan lain-lain). Jasa 

pelayanan bisnis, seperti asuransi, jasa biro periklanan, dan pelayanan 

kesehatan masuk dalam kategori ini; 

b. iklan professional 

iklan professional atau professional advertising adalah iklan dengan 

target kepada para pekerja professional seperti dokter, pengacara, 

dokter gigi, ahli teknik, dan sebagainya dengan tujuan untuk 

mendorong mereka menggunakan produk perusahaan dalam bidang 

pekerjaan mereka. Iklan semacam ini juga digunakan untuk 

mendorong para professional untuk merekomendasikan penggunaan 

merek produk tertentu kepada para konsumen; 

c. iklan perdagangan 

iklan dengan target pada anggota yang mengelola saluran pemasaran 

(marketing channel), seperti pedagang besar, distributor serta para 

pengecer. Tujuan iklan jenis ini adalah untuk mendorong para anggota 

saluran untuk memiliki, mempromosikan serta menjual kembali 

merek produk tertentu kepada para pelanggannya.
138
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3.3 Pelaku Usaha Periklanan 

 Iklan pada umumnya mempunyai sasaran produk untuk memperkenalkan, 

menjual, atau meningkatkan penjualan produk barang dan/atau jasa yang 

diumumkan. Kedudukan hukum iklan sebagai janji/unsur dari perjanjian 

memberikan implikasi hukum dari iklan tersebut. Kedudukan tersebut 

memberikan posisi penting dari iklan sebagai sarana dalam pengembangan 

kegiatan niaga pada khususnya dan pengembangan ekonomi bangsa dan negara 

pada umumnya. 

 Sebagai salah satu bentuk jasa, maka mutu iklan sangat bervariasi. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh kuailifikasi, kualitas, dan itikad baik dari pihak-pihak 

yang terkait dalam bisnis tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: 

1. pelaku usaha periklanan, yang terdiri atas: 

a. perusahaan periklanan (advertising), yaitu suatu organisasi usaha 

yang memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasi, 

mengelola, dan atau memajukan merek, pesan, dan atau media 

komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan 

memperoleh imbalan atas layanannya tersebut; 

b. pemasang iklan (pengiklan), yaitu pemrakarsa, penyandang dana, 

dan pengguna jasa periklanan; 

c. media periklanan, yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan 

pesan periklanan kepada konsumen atau khalayak sasaran; 
139

 

2. konsumen, yaitu setiap pemakai dan penikmat produk barang atau jasa 

 yang diiklankan; 

3. pemerintah selaku pengawas berjalannya aturan main (rule of the game) 

 yang baik dan jelas dalam bisnis periklanan.
140

 

 Keterkaitan para pihak dalam periklanan menentukan peran dan tanggung 

jawabnya. Dalam putusan pengadilan yang menangani kasus sengketa periklanan 

antara PT Nestle Indonesia selaku Penggugat melawan PT New Zealand Milk 

Indonesia dan Poliyama Advertising selaku Tergugat I dan Tergugat II, dalam sisi 
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pertimbangan hukum tertera bahwa harus terdapat keterkaitan dan hubungan 

hukum ketiga pihak dalam periklanan. Pihak-pihak tersebut yaitu: 

1. pengiklan; 

2. yang membuat iklan atau perusahaan periklanan; dan 

3. media yang menyebarluaskan iklan. 

sehingga sudah sepatutnya pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat 

perbuatan melawan hukum yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dipikul 

ketiga pihak tersebut.
141

    

  Selanjutnya, Rosady Ruslan berpendapat bahwa pihak yang berperan atau 

terlibat dalam kegiatan periklanan terkait dengan aspek hukumnya, antara lain 

terdiri dari: 

1. pelaku (subjek) sebagai pengiklan, produsen, distributor barang dan/atau 

 jasa atau perusahaan yang menggunakan/pemasang iklan; 

2. biro jasa iklan (advertising agency) sebagai pihak yang mempertemukan 

 antara pengiklan dengan media (sarana atau tempat pemasangan iklan); 

3. media cetak atau elektronik (bilboard) dan media lainnya yang 

 mempublikasikan atau mempromosikan materi iklan, baik berupa gambar,  

  visual, maupun tulisan.
142

 

 

3.3.1 Pemasang Iklan (Pengiklan) 

 Pemasang Iklan (pengiklan) dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 

pemasang iklan yang beroperasi dalam skala lokal, regional, dan nasional. 

Perusahaan yang menjual barang atau jasa yang terbatas hanya pada satu daerah 

tertentu saja, maka perusahaan itu memiliki wilayah operasi dalam skala lokal. 

Jika suatu perusahaan menjual barang atau jasa yang meliputi beberapa provinsi, 

maka perusahaan itu memiliki skala operasi regional. Disebut perusahaan skala 

nasional jika perusahaan menjual barang atau jasanya ke seluruh wilayah negara.  
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3.3.2 Perusahaan Periklanan (Advertising Agency) 

 Suatu perusahaan periklanan atau biro iklan adalah suatu organisasi jasa 

yang mengkhususkan diri dalam merencanakan dan melaksanakan program 

periklanan bagi klien, yaitu perusahaan yang menggunakan jasa biro atau 

perusahaan iklan eksternal. Sebagian pekerjaan biro iklan dapat dilakukan klien 

sendiri melalui biro iklan internalnya namun pada umumnya klien lebih banyak 

menggunakan jasa perusahaan iklan eksternal karena berbagai alasan dan 

pertimbangan. Salah satu alasan terpenting adalah karena perusahaan iklan 

eksternal lebih mampu menyediakan tenaga terlatih yang ahli di bidang masing-

masing. Para staf perusahaan iklan terdiri dari para artis, penulis, analis media, 

peneliti dan tenaga ahli lainnya yang memiliki keterampilan khusus, pengetahuan 

dan pengalaman yang dapat menolong klien memasarkan barang dan jasanya.
143

 

 Berdasarkan jumlah atau ragam pelayanan yang dapat diberikan perusahaan 

iklan terhadap kliennya, maka perusahaan iklan dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap atau full-

service agency dan perusahaan iklan jasa terbatas (limited-service agency).  

 

3.3.2.1 Full-Service Agency 

  Perusahaan iklan jasa lengkap menawarkan jasa berupa pemasaran, 

komunikasi, dan jasa promosi yang mencakup mulai dari perencanaan, 

menciptakan ide kreatif, produksi iklan, riset hingga pemilihan media dan juga 

menawarkan jasa yang tidak terkait dengan periklanan seperti perencanaan 

pemasaran strategis, promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran 

interaktif, desain kemasan produk, serta jasa kehumasan dan publisitas. 

Departemen atau bagian dari perusahaan iklan jasa lengkap mencakup: 

1. account service 

pihak yang bertanggung jawab membina hubungan yang baik antara 

perusahaan iklan dengan kliennya disebut dengan account executive (AE). 

Kegiatan yang dilakukan AE dalam membina hubungan baik antara 

perusahaan iklan dengan klien disebut dengan account service. AE 

bertugas mengkoordinasikan kegiatan perusahaan iklan dalam 
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merencanakan, menciptakan ide kreatif dan memproduksi iklan serta 

mempresentasikan rekomendasi yang diberikan perusahaan iklan untuk 

mendapatkan persetujuan klien; 

2. jasa pemasaran 

jasa pemasaran yang banyak menarik perhatian klien adalah riset 

pemasaran dan riset iklan. Departemen riset perusahaan iklan terkadang 

membeli hasil  penelitian yang dilakukan perusahaan riset independen atau 

konsultan riset. Staf riset kemudian menginterpretasikan hasil penelitian 

tersebut dan menyerahkannya kepada personalia terkait yang bertanggung 

jawab terhadap proyek dari klien. Departemen riset juga bertugas 

mempersiapkan dan melaksanakan uji coba (pretest) terhadap efektivitas 

suatu iklan yang tengah dipertimbangkan. Selain itu terdapat departemen 

media yang bertugas menganalisa, memilih, dan membuat kontrak dengan 

perusahaan media untuk pemuatan iklan dari klien; dan   

3. jasa kreatif 

departemen jasa kreatif (creative service) biro iklan bertanggung jawab 

merencanakan dan melaksanakan pembuatan iklan yang dipesan oleh 

calon pemasang iklan. Direktur bagian kreatif (creative editor) 

bertanggung jawab mengawasi seluruh proses produksi iklan pada biro 

iklan. Semua pihak yang terlibat mulai dari penulis naskah, pengarah 

artistic, account manager, staf riset dan staf perencaan, serta wakil 

perusahaan pemasang iklan turut serta memberikan pandangannya dalam 

mengambil keputusan produksi iklan.
144

 

 

3.3.2.2Limited-Service Agency 

  Pemasang iklan atau klien terkadang lebih tertarik menggunakan jasa 

perusahaan iklan yang lebih kecil yang memiliki bidang keahlian tertentu atau 

keahlian khusus. Dua jenis perusahaan iklan jasa terbatas, yaitu: 

1. butik kreatif (creative boutiqes) 

butik kreatif (creative boutiqes) adalah perusahaan iklan yang hanya 

memberikan jasa kreatif kepada klien mereka. Jenis perusahaan iklan ini 

                                                           
144

 Ibid., hal. 148-149.   

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



65 
 

Universitas Indonesia 
 

berkembang sebagai tanggapan terhadap keinginan pemasang iklan yang 

hanya ingin menggunakan tenaga kreatif eksternal dan menangani hal-hal 

lainnya secara internal; 

2. jasa pembelian media (media buying services) 

 jasa pembelian media (media buying services) merupakan perusahaan 

iklan independen yang mengkhususkan diri dalam pembelian waktu dan 

ruang iklan media massa khususnya radio dan televisi. Perusahaan jasa 

pembelian media membantu klien merencanakan strategi media mereka.
145

  

 

3.3.3 Media Periklanan 

 Iklan memiliki fungsi pokok untuk melakukan penyebaran informasi kepada 

khalayak umum tentang suatu produk atau jasa yang diperdagangkan oleh 

produsen. Proses penyebaran iklan memerlukan suatu media sebagai sarana untuk 

penyampaian informasi kepada khalayak umum. Media atau alat penunjang 

penyebaran informasi dapat membuat alur penyebaran iklan menjadi lebih mudah 

dan efisien untuk dapat disampaikan kepada khalayak umum sebagai calon 

konsumen. 

 Setiap iklan memiliki tujuan-tujuan khusus yang dicapai oleh beberapa 

media dan tidak oleh media lainnya. Titik tolak perencanaan media adalah 

menganalisa berbagai kekuatan dan kelemahan media dan bagaimana 

karakteristik-karakteristik ini cocok untuk strategi tertentu.
146

 Adapun penyebaran 

iklan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak. Penyebaran 

iklan melalui media elektronik dapat ditinjau dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Iklan yang berbentuk siaran 

tersebut, disebarluaskan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan 

perangkat-perangkat elektronik lainnya. Penyebaran iklan juga dapat 

disebarluaskan melalui perangkat media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. 
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3.3.3.1 Media Penyiaran 

  Pemasang iklan harus selalu mempertimbangkan media penyiaran yang 

paling tepat untuk mempromosikan suatu produk (barang dan jasa). Dewasa ini, 

media penyiaran yang mencakup radio dan televisi telah menjadi media yang 

sangat penting dan dominan bagi pemasang iklan.
147

 

 

3.3.3.1.1 Televisi 

 Pemasang iklan televisi biasanya perusahaan besar skala nasional. 

Televisi memiliki posisi penting bagi pemasar karena media televisi menyajikan 

banyak program popular yang disukai banyak orang, menjadi sumber informasi 

dan hiburan utama masyarakat. Iklan melalui media televisi memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan jenis media lainnya yang mencakup: 

1. daya jangkau luas 

daya jangkau siaran yang luas memungkinkan pemasar memperkenalkan 

dan mempromosikan produk secara serentak dalam wilayah yang luas 

bahkan ke seluruh wilayah suatu negara; 

2. selektivitas dan fleksibilitas; 

televisi dapat menjangkau audiensi tertentu karena adanya variasi 

komposisi audiensi sebagai hasil dari isi program, waktu siaran, dan 

cakupan geografis siaran televisi. Selain audiensi yang besar, televisi juga 

menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap 

kebutuhan dan kepentingan yang khusus;
148

  

3. fokus perhatian 

perhatian audiensi akan tertuju hanya kepada siaran iklan ketika iklan 

muncul di layar televisi, tidak kepada hal-hal lain; 

4. kreativitas dan efek 

iklan melalui media televisi dapat menggunakan kekuatan personalitas 

manusia untuk mempromosikan produknya selain itu iklan televisi juga 
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dapat menunjukkan cara bekerja suatu produk sehingga iklan televisi 

merupakan iklan yang paling efektif; 

5. prestise 

perusahaan yang memproduksi barang maupun barang hasil produksi yang 

diiklankan melalui media televisi biasanya akan menjadi sangat dikenal 

orang dan mendapat status tersendiri, sehingga menurut Morissan, MA, 

produk tersebut menjadi prestise tersendiri; dan   

6. waktu tertentu 

Suatu produk dapat diiklankan di televisi pada waktu-waktu tertentu ketika 

pembeli potensialnya berada di depan televisi. Dengan demikian pemasang 

iklan akan menghindari waktu-waktu tertentu pada saat target konsumen 

tidak menonton televisi.
149

  

Sedangkan kelemahan iklan televisi, yaitu: 

1. biaya mahal 

biaya mahal untuk beriklan di media televisi dikarenakan tarif penayangan 

biaya produksi iklan yang mahal sehingga hanya perusahaan-perusahaan 

besar saja yang mampu beriklan di televisi; 

2. informasi terbatas 

durasi iklan rata-rata hanya 30 detik dalam sekali tayang. Siaran iklan 

tidak menyediakan cukup waktu untuk menyampaikan seluruh informasi 

tentang produk yang dipromosikan; 

3. selektivitas terbatas 

pemasang iklan dengan target konsumen terbatas sering kali menemukan 

cakupan geografis siaran televisi jauh melampaui wilayah pemasaran 

dimana target konsumen pemasang iklan berbeda sehingga hal ini 

mengurangi biaya efektif iklan yang dikeluarkan pemasang iklan; 

4. penghindaran 

pada saat iklan ditayangkan, ada kecenderungan audiensi menghindari saat 

iklan ditayangkan untuk melakukan pekerjaan lain, mengecilkan volume 

suara atau memindahkan channel ke stasiun televisi lain; dan 
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5. tempat terbatas 

memperpanjang waktu siaran iklan akan melanggar peraturan pemerintah 

yang menetapkan bahwa siaran iklan lembaga penyiaran swasta paling 

banyak 20 persen dari seluruh waktu siaran setiap hari.
150

 

 

3.3.3.1.2 Radio 

   Media penyiaran radio memiliki ciri sebagai media target audiensi yang 

tidak luas (sempit), yaitu mereka yang memiliki minat atau ketertarikan terhadap 

program tertentu atau khusus. Iklan radio memiliki sifat yang sangat lokal 

sehingga menjadi salah satu media yang dapat digunakan perusahaan lokal untuk 

mempromosikan produknya. Kekuatan iklan radio antara lain: 

1. biaya iklan murah, karena produksi iklan radio sangat mudah dilakukan dan 

dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan iklan 

televisi; 

2. selektivitas yaitu tersedianya audiensi yang sangat selektif yang muncul dari 

berbagai format siaran dan cakupan atau geografis siaran yang dimiliki 

setiap stasiun penyiaran radio; 

3. fleksibel karena pemasang iklan dapat mengajukan materi iklan atau 

melakukan perubahan terhadap materi iklan hanya dalam periode beberapa 

menit sebelum ditayangkan; 

4. promosi terpadu karena stasiun radio biasanya memiliki penggemar dari 

komunitas tersendiri dan terkadang menjadi bagian integral dari suatu 

komunitas.
151

 

Sedangkan kelemahan radio antara lain: 

1. kreativitas terbatas karena radio sebagai media beriklan tidak menyediakan 

gambar visual selain itu iklan radio hanya muncul pada saat iklan tersebut 

betul-betul disiarkan, agar audiens mengingat iklan tersebut dapat diatasi 

dengan menayangkan iklan tersebut beberapa kali untuk dapat memberikan 

pengaruh penjualan sehingga membutuhkan tambahan biaya; 
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2. fragmentasi. Audiensi radio terbagi-bagi (terfragmentasi) ke dalam bagian-

bagian atau kelompok kecil. Masing-masing stasiun radio memiliki jumlah 

audiensi yang relatif sedikit; 

3. perhatian terbatas. Iklan melalui media radio mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan perhatian audiensi terhadap iklan karena audiensi di kendaraan 

biasanya telah mengatur (preprogram) sejumlah siaran pilihannya pada 

pesawat radio. Audiensi dapat memindahkan frekuensi untuk dapat 

menghindari iklan; 

4. riset terbatas, karena umumnya stasiun radio merupakan perusahaan skala 

kecil dan tidak memiliki cukup dana untuk melakukan riset audiensi. 

Sehingga perencana media tidak memiliki informasi mengenai audiensi 

suatu stasiun radio yang dapat membantu dalam memutuskan pembelian 

iklan radio sebagaimana media lainnya; 

5. persaingan 

pemasang iklan di radio harus bersaing dengan berbagai iklan lainnya untuk 

mendapatkan perhatian audiensi dengan menciptakan iklan yang menarik 

atau menayangkan iklan bersangkutan berulang kali.
152

  

 

3.3.3.2 Media Cetak 

  Dalam perencanaan media (media plan), majalah dan surat kabar 

memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan media penyiaran karena kedua 

media cetak tersebut memungkinkan pemasang iklan untuk menyajikan informasi 

secara lebih detail atau perinci yang dapat diolah menurut tingkat kecepatan 

pemahaman pembacanya. Media cetak tidak memiliki interuptif yang 

mengganggu dan tidak bersifat intrusif yaitu tidak terlalu berpengaruh dalam 

kehidupan pribadi audiensinya. Majalah dan surat kabar merupakan media penting 

untuk menjangkau konsumen tertentu atau khusus.
153
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3.3.3.2.1 Majalah 

  Pada dasarnya majalah dapat dibagi kedalam tiga kategori besar 

berdasarkan audiensinya, yaitu majalah konsumen, majalah pertanian dan majalah 

bisnis. Setiap kategori dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan isi (editorial 

content) dan ketertarikan pembaca (audiensice appeal). Kekuatan majalah terletak 

pada beberapa faktor, yaitu: 

1. selektivitas 

selektivitas yaitu kemampuan majalah untuk menjangkau khalayak 

audiensi secara selektif. Majalah adalah media yang paling selektif yang 

hanya dapat dikatakan oleh surat langsung (direct mail); 

2. kualitas reproduksi 

majalah pada umumnya dicetak di atas kertas berkualitas tinggi dan 

menggunakan proses percetakan yang memungkinkan reproduksi yang 

sangat bagus; 

3. kreativitas fleksibel 

majalah menawarkan pemasang iklan fleksibilitas besar dalam tipe, 

ukuran, dan penempatan materi iklan yang dapat mendorong daya tarik 

pembaca terhadap suatu iklan sehingga meningkatkan perhatian dan minat 

audiensi untuk melihat dan membaca iklan bersangkutan;  

4. permanen 

daya hidup pesan iklan dalam majalah lebih lama karena majalah biasanya 

dibaca dalam periode beberapa hari dan sering kali disimpan untuk 

digunakan sebagai referensi di masa datang; 

5. prestise 

keunggulan lain dari memasang iklan di majalah adalah prestise yang bisa 

diperoleh suatu merek produk karena iklannya muncul di suatu majalah 

tertentu yang dikenal luas memiliki citra atau image yang positif; 

6. penerimaan dan lingkungan konsumen 

iklan majalah merupakan jenis iklan yang paling bisa diterima audiensnya 

karena tidak seperti media penyiaran, iklan majalah tidak bersifat intrusif 
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kepada audiensi;
154

 

7. pelayanan 

keuntungan terakhir yang dimiliki majalah adalah pelayanan khusus yang 

dapat diberikan majalah kepada pemasang iklan, seperti riset konsumen 

yang dibutuhkan untuk menunjang pemasaran suatu kategori produk 

tertentu.
155

 

 Walaupun majalah memiliki sejumlah keunggulan, namun majalah juga 

memiliki keterbatasan yang mencakup: 

1. biaya 

biaya pemasangan iklan di majalah bervariasi antara satu majalah dengan 

majalah lainnya yang bergantung pada jumlah audiensi pembaca yang 

dimiliki dan kemampuan majalah dalam melakukan selektivitas pembaca;   

2. jangkauan dan frekuensi terbatas 

jika audiensi memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap majalah, 

yaitu audiensi membaca lebih dari satu judul majalah setiap bulannya, 

menyebabkan tingkat penetrasi majalah kepada pembacanya cenderung 

menjadi semakin rendah. Memasang iklan beberapa kali pada majalah 

yang sama bukanlah cara yang efisien untuk membangun frekuensi karena 

majalah pada umumnya terbit hanya sekali dalam seminggu atau sekali 

dalam sebulan; 

3. pemasangan iklan lama 

pemasang iklan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada 

majalah dalam periode waktu yang cukup lama sebelum iklan 

bersangkutan benar-benar dapat dimuat pada media bersangkutan; 

4. halaman iklan dan tingkat persaingan 

perencana media dan pemasang iklan umumnya cenderung memilih 

majalah besar yang sudah terkenal untuk memuat iklannya. Semakin 

sukses suatu majalah, semakin banyak halaman yang digunakan untuk 
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iklan sehingga suatu iklan sulit untuk mendapatkan perhatian 

pembacanya.
156

 

 

3.3.3.2.2 Surat Kabar 

  Iklan yang muncul di surat kabar dapat dibagi ke dalam beberapa 

kategori yang mencakup: 

1. iklan display, yaitu iklan yang terdiri dari judul (headline) dan teks serta 

kombinasi dari foto, gambar, dan tampilan visual lainnya; 

2. iklan baris. Pada iklan kategori ini, sejunmlah iklan disusun di bawah satu 

subjudul sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diiklankan Iklan baris 

dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu iklan properti, otomotif, 

dan lowongan pekerjaan; 

3. iklan khusus dan sisipan. Iklan khusus di surat kabar mencakup iklan 

pengumuman pemerintah, pengumuman laporan keuangan perusahaan dan 

pemberitahuan mengenai perubahan bisnis, atau perubahan hubungan 

personal, serta iklan politik. Sedangkan iklan sisipan adalah iklan yang 

tidak muncul di halaman surat kabar. Iklan ini harus dicetak terlebih 

dahulu oleh pemasang iklan dan kemudian disisipkan di antara halaman 

surat kabar sebelum dikirim kepada pelanggan atau pengecer.
157

 

Surat kabar memiliki sejumlah keunggulan yang mencakup: 

1. jangkauan ekstensif 

cakupan pasar atau penetrasi pasar surat kabar cukup luas khususnya di 

kawasan perkotaan dimana tingkat pendidikan masyarakatnya cukup 

tinggi. Selain itu media ini mampu memberikan peluang lebih besar 

kepada pemasang iklan dalam hal frekuensi yang memberikan peluang 

kepada pemasang iklan untuk meningkatkan frekuensi kemunculan iklan 

di surat kabar bersangkutan sehingga dapat meningkatkan ingatan dan 

pemahaman pembaca terhadap iklan bersangkutan; 
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2. fleksibilitas 

fleksibilitas tersebut dalam hal persyaratan untuk memproduksi dan 

menayangkan iklan. Selain itu tersedianya pilihan kreatif kepada 

pemasang iklan; 

3. seleksi geografis 

surat kabar pada umumnya menawarkan lebih banyak pilihan kepada 

pemasang iklan dalam hal geografis atau wilayah yang menjadi target 

iklan dibandingkan dengan media lainnya, kecuali surat langsung (direct 

mail);    

4. penerimaan pembaca 

kebanyakan pembaca mengandalkan surat kabar tidak saja untuk 

mendapatkan berita informasi dan hiburan tetapi juga bantuan dalam 

membuat keputusan konsumsi;  

5. pelayanan 

keuntungan lain dari surat kabar bagi pemasang iklan adalah pelayanan 

tambahan yang dapat diberikan. Beberapa surat kabar memiliki bagian 

yang bertugas memberitahu para pedagang bahwa produk tertentu dengan 

dipromosikan oleh surat kabar bersangkutan.
158

 

 Seperti media lainnya, surat kabar juga memiliki keterbatasan yang juga 

harus dipertimbangkan perencana media. Keterbatasan surat kabar mencakup: 

1. kualitas produksi 

kualitas produksi surat kabar relatif rendah (poor reproduction) 

disebabkan surat kabar menggunakan kertas koran yang merupakan salah 

satu jenis kertas dengan kualitas paling rendah; 

2. waktu hidup singkat 

surat kabar memiliki jangka waktu hidup (short life span) yang singkat, 

sehingga di luar tanggal atau hari terbitnya, iklan surat kabar tidak 

memberikan efek yang signifikan kepada pembacanya; 

3. pilihan terbatas 

walaupun surat kabar dapat menawarkan pilihan geografis kepada 

pemasang iklan, namun surat kabar bukanlah media yang bagus untuk 
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membidik khalayak dengan pilihan demografis atau gaya hidup tertentu; 

4. persaingan 

sebagian besar iklan media jenis ini tidak berwarna sehingga sulit 

memenangkan perhatian pembaca, kecuali pemasang iklan bersedia 

mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli halaman iklan yang lebih 

luas serta tampilan iklan berwarna.
159

 

 

3.3.3.3 Media Internet 

  Internet dapat didefinisikan sebagai: a worldwide means of exchanging 

information and communicating through a series of interconnected computers
160

 

(suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi dan 

berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi). Salah satu komponen 

internet yang paling popular adalah world wide web (WWW), yaitu suatu 

halaman di internet yang dapat menampilkan teks, suara, grafik, foto, dan video 

yang menjadi instrument komersil di internet. Perusahaan membangun dan 

menggunakan situs web atau web site dengan tujuan tidak lebih sebagai katalog 

atau brosur elektronik yang dapat diakses secara online yang bertujuan 

menyediakan informasi.
161

 

 Situs web di internet adalah tempat informasi disediakan kepada pengguna 

internet oleh penyedia informasi (provider).
162

 Sebuah situs web menawarkan 

berbagai macam manfaat bagi pemakainya yaitu dapat menghemat waktu dan 

biaya. Internet merupakan jaringan global dan sebuah situs web dapat menjadi 

media promosi yang sangat efektif serta alat bantu pemasaran yang tangguh. Situs 

web merupakan identitas perusahaan di internet yang dapat dengan mudah 

diperbarui isi maupun tampilannya.
163

 

 Keuntungan memiliki situs web adalah: 
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1. pelanggan atau calon pelanggan akan dapat dengan mudah menemukan 

lokasi usaha atau nomor telepon perusahaan; 

2. penyampaian informasi yang cepat dan praktis mengenai suatu produk; 

3. mengurangi jumlah tenaga pemasaran karena staf penjualan tidak perlu 

harus membuat janji dengan calon pelanggan sekedar untuk menjelaskan 

produk; 

4. membangun hubungan dengan pelanggan melalui program seperti 

penawaran khusus, kuis, dan kontes secara online.
164

 

 Pada awalnya internet berfungsi untuk menyebarluaskan informasi 

(diseminasi informasi), maka saat ini fungsi itu telah diperluas dengan dua fungsi 

tambahan, yaitu fungsi komunikasi dan fungsi penjualan. Iklan di internet 

memiliki beberapa bentuk atau format iklan yaitu antara lain: 

1. spanduk (banner) 

bentuk iklan ini sering digunakan pemasang iklan di internet dengan tujuan 

untuk menciptakan kesadaran atau pengenalan terhadap suatu produk atau 

untuk tujuan pemasaran langsung; 

2. sponsorship; 

sponsorship yaitu dukungan pemasang iklan pada suatu situs internet. 

Terdapat dua bentuk dukungan pemasang iklan yaitu dukungan regular 

(regular sponsorship) dan dukungan isi (content sponsorship). Dukungan 

regular terjadi jika pemasang iklan membayar untuk mendukung atau 

mensponsori bagian dari suatu situs web tempat pemasang iklan 

menempatkan iklannya. Sedangkan dalam hal pendukung isi, pemasang 

iklan dapat lebih terlibat pada situs web bagi situs web bersangkutan; 

3. pop-up; 

 Pop-up merupakan jendela kecil yang menampilkan informasi dari 

 pemasang iklan. Iklan internet dalam bentuk pop-up memiliki ukuran lebih  

 besar dari bentuk spanduk namun lebih kecil dari ukuran satu halaman 

 penuh (full screen); 

4. iklan sela 

 iklan sela atau iklan antara (interestrial) adalah iklan yang tiba-tiba muncul  
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 di layar monitor ketika pengguna internet sedang menunggu munculnya  

 (proses download) isi suatu situs web di internet. 

5. webcasting 

 merupakan suatu bentuk iklan yang memungkinkan pemasang iklan secara  

proaktif mengirimkan pesannya kepada konsumen. Melalui cara ini, 

konsumen tidak dibiarkan mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan 

tetapi sebaliknya mereka secara personal menerima informasi yang 

dibutuhkan; 

6. link 

 melalui model link, seseorang yang mengunjungi suatu situs web dapat 

 memperoleh informasi tambahan jika mengklik suatu feature atau ikon pada  

 suatu situs web yang akan menghubungkannya dengan sumber informasi 

 lain yang berada di situs web yang lain.
165

 

 

3.4 Bentuk Iklan yang Menyesatkan 

 Dalam dunia perdagangan modern, kegiatan penawaran, promosi dan 

periklanan menjadi semacam kewajiban. Tanpa kegiatan tersebut, pelaku usaha 

sulit untuk berkompetisi dengan pesaing. Namun terkadang kegiatan penawaran, 

promosi dan periklanan sampai menimbulkan citra buruk bagi dagangan pelaku 

usaha lain.
166

 

 Dugaan pelanggaran norma-norma Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen sering terjadi pada praktek penawaran, promosi dan periklanan namun 

harus diuji melalui proses penegakan hukum apakah praktek penawaran, promosi 

dan periklanan benar terbukti melanggar norma dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.
167

 

 Jika praktek niaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak merugikan sesama dan/atau konsumen serta tidak 

menyalahgunakan kemampuannya yang berlebih, maka praktek niaga tersebut 
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dikualifikasikan sebagai praktek niaga positif. Sedangkan pada keadaan 

sebaliknya merupakan praktek niaga negatif.
168

 

 Praktek-praktek niaga negatif yang dapat merugikan konsumen terlihat pada 

beberapa tahap hubungan konsumen dan pengusaha, yaitu pada tahap pra-

pembelian konsumen, tahap pembelian konsumen, dan tahap purna-pembelian 

konsumen.
169

 

 Pentingnya informasi-informasi mengenai mutu/kualitas dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan produk barang dan jasa yang ditawarkan juga diharapkan 

dapat memproteksi konsumen dari praktek-praktek iklan yang mengandung unsur-

unsur kecurangan dan penipuan (deception). Beberapa bentuk iklan yang 

mengandung unsur penyesatan dan penipuan, antara lain adalah: 

1. Iklan Pancingan (Bait and Switch ad) 

 Iklan pancingan merupakan iklan yang sebenarnya tidak berniat untuk 

menjual produk yang ditawarkan tetapi lebih ditujukan untuk menarik minat 

konsumen berkunjung ke tempat usaha tersebut. Setelah konsumen datang, 

mereka diberi tahu kalau barang tersebut telah habis atau mutunya kurang 

baik. Kemudian, konsumen dialihkan perhatiannya pada produk lain. 

Biasanya alat yang dipergunakan untuk “memancing” adalah tawaran 

korting/discount harga atau hadiah yang menarik. Suatu iklan dinilai sebagai 

iklan pancingan jika persediaan barang yang diiklankan tidak memenuhi 

jumlah tertentu atau jumlah penjualan barang yang diiklankan jauh di bawah 

jumlah penjualan barang yang sama (dimungkinkan merek atau kualitas 

berbeda) tetapi tidak diiklankan; 

2. Iklan menyesatkan (Mock-up-ad) 

 Iklan jenis ini memberikan kesan “keampuhan” suatu barang melalui cara 

cara mendemonstrasikannya. Pada iklan jenis ini, suatu keadaan atau 

keampuhan produk digambarkan dengan cara berlebihan dan menjurus kearah 
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menyesatkan. Pada umumnya media yang digunakan adalah televisi karena 

tayangan di layar kaca tampaknya lebih mengesankan.
170

  

 Secara keseluruhan, diharapkan produk iklan yang dihasilkan penuh muatan 

kreativitas yang menjunjung asas-asas umum kode etik periklanan yaitu 

kreativitas iklan yang kompetitif bukan yang berorientasi konsumerisme. Iklan 

yang bertanggung jawab menurut Drs. Hamzah Pane Apt MM., terdapat minimal 

3 (tiga) kunci pokok yang harus ditaati dalam menata pelaku usaha pengiklan 

(Republika, 13 Juni 2002, hal. 15), yaitu: 

1. objektif, iklan harus memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan 

dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanannya; 

2. lengkap, yaitu tidak boleh hanya mencantumkan khasiatnya saja tetapi 

informasi mengenai hal-hal harus diperhatikan, misalnya adanya 

kontradiksi, efek samping, pantangan dan lain-lain; 

3. tidak menyesatkan, yaitu informasi yang diberikan jujur, akurat, 

bertanggung jawab, tidak boleh memanfaatkan masyarakat, dan tidak boleh 

menimbulkan persepsi yang mengakibatkan penggunaan yang berlebihan 

atau tidak berdasarkan kebutuhan.
171

 

  

3.5 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Periklanan  

 Sebagai alat produksi, iklan memegang peranan penting bagi pelaku usaha 

(produsen) untuk menunjang sekaligus meningkatkan usahanya. Sedangkan bagi 

konsumen, iklan diperlukan sebagai salah satu sumber informasi untuk 

mengetahui produk konsumsi yang mereka butuhkan. Hakikat iklan bagi 

konsumen merupakan janji dari semua pihak yang mengumumkannya.
172

 

 Dengan demikian, iklan dalam segala bentuknya mengikat para pihak 

tersebut dengan segala akibat hukumnya. Besarnya peranan iklan sebagai alat 

informasi di satu pihak harus pula diikuti dengan pengawasan terhadap mutu iklan 

di pihak lain. Sehingga iklan tidak menjadi suatu produk jasa informasi yang 
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bersifat tidak aman (unsafe product) dan mengandung unsur itikad tidak baik 

(unfair behavior).
173

 Berdasarkan hal tersebut, iklan memerlukan pengaturan 

dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut merupakan beberapa peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai periklanan.   

 

3.5.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

 Konsumen 

 Hingga saat ini, masih belum terdapat pengaturan mengenai periklanan 

secara khusus dalam bentuk produk undang-undang. Namun, terdapat beberapa 

peraturan perundang-undangan yang beberapa pasalnya yang mengatur mengenai 

periklanan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.
174

 

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen disebutkan bahwa promosi adalah kegiatan pengenalan atau 

penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 

konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. 

 Berdasarkan Pasal 4c jo. Pasal 7b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa informasi wajib benar, jujur dan 

jelas. Benar berarti informasi tentang bahan-bahan baku, bahan 

penolong/tambahan pembuat barang/jasa wajib benar. Jelas maksudnya ungkapan 

informasi wajib jelas, tidak membingungkan/membuat dua arti, memakai Bahasa 

Indonesia. Sedangkan jujur adalah pembuat informasi wajib jujur dalam 

menyusun penjelasan terkait barang/jasanya. 

 Ketentuan mengenai Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha seperti 

yang terdapat dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang 

menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 

secara tidak benar dan/atau seolah-olah produk tersebut memiliki potongan harga, 

keadaannya baik, memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, 

merendahkan produk lain yang sejenis, menggunakan kata-kata yang berlebihan, 

dan mengandung janji yang belum pasti.  
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 Pasal 10 mengenai larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 

atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan, baik menyangkut 

harga, kegunaan, kondisi, jaminan/garansi, maupun daya tarik potongan harga 

(discount) yang belum tentu benar. Pasal 11 berisi larangan menawarkan, 

mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau 

tarif khusus dalam waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau 

diiklankan. 

 Secara khusus, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Periklanan 

diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dengan memproduksi iklan yang dapat: 

1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan  

 harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang  

 dan/atau jasa; 

2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang  

 dan/atau jasa; 

4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 

5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang  

 atau persetujuan yang bersangkutan; 

6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan  

 mengenai periklanan. 

 Berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang patut dikaji terkait 

aspek hukum periklanan, yaitu: 

1. definisi 

 iklan diidentikkan dengan kata promosi sebagai suatu kegiatan pengenalan  

dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli konsumen. 

Definisi tersebut lebih menekankan pada pengenalan informasi untuk 

menarik minat beli konsumen. Secara de facto pemahaman terhadap 

definisi tersebut sering ditafsirkan pelaku usaha menjadi suatu alat, dengan 

menghalalkan muatan informasi semata-mata untuk menggugah konsumen 

membeli. Tanpa disadari bahwa secara hukum terdapat informasi-

informasi yang dilarang walaupun  menurut pertimbangan teknis 
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pemasaran (marketing) sangat mungkin menggugah konsumen untuk 

membeli.
175

   

2. hak konsumen; 

hak konsumen untuk mengakses informasi dari penayangan iklan sudah 

diatur dengan tegas, yaitu berupa informasi-informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketiga 

muatan informasi (benar, jelas, dan jujur) yang wajib diberikan pelaku 

usaha secara hukum mutlak harus diinformasikan. Walaupun ukuran-

ukuran dari ketiga muatan informasi tersebut tidak begitu jelas. Persoalan 

ukuran diperkenankan atau dilarang, secara hukum menjadi hal yang 

sensitif bagi dunia usaha agar dapat bersaing dalam iklan dan promosi 

secara sehat dan adil.
176

 

3. kewajiban pelaku usaha; dan 

sebagai timbal balik atas ketentuan hak konsumen, maka pelaku usaha 

berkewajiban untuk memberi informasi dalam iklan. Namun dalam 

prakteknya, pelaku usaha sering tidak menginformasikan dalam iklan di 

media cetak maupun elektronik mengenai kondisi yang sebenarnya dari 

produk yang ditawarkan.   

4. tangggung jawab pelaku usaha 

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, khusus untuk usaha periklanan (para pelaku 

usaha periklanan, yaitu pengiklan, perusahaan periklanan advertising 

atau biro iklan dan media periklanan) bertanggung jawab atas iklan yang 

diproduksinya dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat yang 

ditimbulkan oleh iklan tersebut.
177
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 Menurut Howard Beales Cs dalam The Efficient Regulation of Consumer Information, 

faktor informasi merupaka hal yang penting yang harus disampaikan dalam iklan, sehingga dengan 

informasi tersebut konsumen akan menentuan pilihan membeli atau tidak produk barang dan jasa. 

Bandingkan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, sebagaimana dikutip oleh Taufik H. Simatupang. Ibid., hal. 21. 

 
176

 Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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3.5.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  

 Undang-Undang penyiaran mengatur mengenai iklan yang disiarkan melalui 

televisi, radio, atau perangkat elektronik lainnya. Periklanan merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam kegiatan usaha penyiaran yang dilakukan oleh lembaga 

penyiaran. Lembaga penyiaran membutuhkan siaran iklan sebagai salah satu 

siarannya karena pembayaran atas siaran iklan menjadi salah satu sumber 

pendanaan dari kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. 

 Undang-Undang Penyiaran mengklasifikasikan jenis iklan atas siaran iklan 

niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.  Siaran iklan niaga berdasarkan Pasal 

1 angka 6 Undang-Undang Penyiaran didefinisikan sebagai siaran iklan komersial 

yang diarkan melalui penyiaran radio dan televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak 

sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang 

ditawarkan. 

 Sedangkan siaran iklan layanan masyarakat berdasarkan Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Penyiaran didefinisikan sebagai siaran iklan nonkomersial yang 

disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau 

pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar 

berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.    

 Ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran lebih banyak mengatur tentang 

siaran iklan niaga dibandingkan siaran iklan masyarakat. Pengaturan atas siaran 

iklan niaga dalam Undang-Undang Penyiaran antara lain berupa persyaratan dan 

larangan yang harus diperhatikan dalam isi dan materi siaran iklan niaga yang 

terdapat dalam Pasal 46. Sedangkan pengaturan mengenai iklan layanan 

masyarakat hanya berkaitan dengan kewajiban lembaga penyiaran untuk 

menayangkan siaran iklan layanan masyarakat.
178

 

  Undang-Undang penyiaran mengamanatkan pembentukan badan suatu 

lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai 

penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 
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dan Standar Program Siaran (SPS). Peraturan KPI memiliki fungsi memberikan 

acuan penyiaran dan siaran iklan terhadap EPI.
179

 

 

3.5.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  

 Kegiatan pers merupakan suatu wahana komunikasi massa memiliki kaitan 

dengan iklan. Pers memiliki fungsi untuk melakukan penyebaran informasi 

kepada masyarakat.
180

 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers, Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik 

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 

elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

 Kegiatan periklanan  yang dilakukan melalui media pers tentunya harus 

memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pers walaupun dalam Undang-

Undang Pers tidak diatur tentang iklan secara khusus, Undang-Undang Pers hanya 

mengatur tentang muatan iklan yang dilarang untuk ditampilkan yaitu dalam Pasal 

13, sebagai berikut. 

 

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan: 

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau 

mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta 

bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; 

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.  

 

3.5.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

 Ketentuan yang mengatur mengenai iklan dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1996 tentang Pangan terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Dimana 

                                                           
179

 Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Peraturan KPI  No. 02/P/KPI/12/2009  dan Peraturan Komisi 

Penyiaran  Indonesia Tentang Standar Program Siar, Peraturan KPI No. 03/P/KPI/12/2009, 

sebagaimana dikutip oleh Reski Damayanti, Ibid., hal. 43-44.  
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dalam Pasal 33 ayat (1) diatur bahwa “Setiap label atau iklan pangan yang 

diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan 

tidak menyesatkan.” Selanjutnya pada ayat (2) terdapat larangan untuk 

memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan 

melalui, dalam dan atau dengan label atau iklan jika keterangan atau pernyataan 

tersebut tidak benar atau menyesatkan. Kemudian di Pasal 34 diatur mengenai 

kewajiban untuk tanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan 

persyaratan agama atau kepercayaan bagi setiap orang yang menyatakan dalam 

label atau iklan pangan yang diperdagangkan sesuai dengan persyaratan agama 

atau kepercayaan tertentu. 

 

3.5.5 Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

 Iklan Pangan 

 Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan, label dan iklan pangan juga diatur dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 

69 Tahun 1999 yang terdapat dalam: 

1. Pasal 45 mengenai larangan memuat pernyataan dan/atau keterangan, yang 

tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam iklan; 

2. Pasal 47 mengenai iklan yang dilarang diantaranya: 

a. iklan yang mendiskreditkan produk pangan lain; 

b. iklan yang menampilkan anak-anak di bawah 5 (lima) tahun 

kecuali pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang 

berusia di bawah 5 (lima) tahun; 

c. larangan dimuatnya iklan pangan yang mengandung bahan 

berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan/atau mengganggu 

pertumbuhan dan/atau perkembangan anak-anak dalam media 

apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak; 

d. iklan tentang pangan yang diperuntukkan untuk bayi yang berusia 

sampai dengan 1 (satu) tahun dilarang dimuat dalam media massa 

kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan setelah 

mendapat persetujuan Menteri Kesehatan dan iklan tersebut wajib 
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memuat keterangan bahwa pangan bersangkutan bukan pengganti 

ASI; 

3. Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 mengenai iklan pangan yang berkaitan dengan 

gizi dan kesehatan; 

4. Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 mengenai iklan tentang pangan untuk 

kelompok orang tertentu; 

5. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 mengenai iklan yang berkaitan 

dengan asal dan sifat bahan pangan, dan 

6. Pasal 58 mengenai iklan tentang Minuman Beralkohol.  

 

3.5.6 Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 

 Rokok Bagi Kesehatan 

 Pada Peraturan Pemerintah ini, ketentuan yang mengatur mengenai label 

dan periklanan terdapat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 mengenai 

keterangan pada label. Selanjutnya pengaturan iklan dan promosi rokok terdapat 

dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21. 

   

3.6 Etika Pariwara Indonesia 

 Pembentukan regulasi sendiri atau self regulation memiliki maksud untuk 

menentukan tolok ukur sesungguhnya atau standar (minimum) perilaku tertentu 

bagi perusahaan-perusahaan atau para pelaku usaha yang terikat atau tunduk 

padanya. Istilah yang digunakan selain self regulation adalah bisnis etik yang 

berarti pelaksanaan prinsip-prinsip moral pada pihak yang menyelenggarakan 

usaha. Sehingga dengan dipatuhinya regulasi sendiri itu terjagalah cita usaha 

perusahaan dalam masyarakat. 

 Az. Nasution berpendapat bahwa regulasi sendiri usaha atau profesi adalah 

suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku bisnis atau 

profesi yang ditetapkan sendiri oleh suatu kalangan bisnis atau profesi dan berlaku 

bagi kalangannya sendiri dan dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain. 

 Regulasi tersebut dijalankan sendiri oleh suatu kalangan bisnis atau profesi. 

Pelaksana penerapan kode etik memiliki tugas untuk menjaga agar pengusaha atau 

Tinjuan yuridis..., Selvy Anissa Ramadhani, FH UI, 2012
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profesi mematuhinya. Badan pelaksana kode etik periklanan disebut sebagai 

Komisi Periklanan Indonesia.  

 Menurut Az. Nasution, terdapat dua jenis pengawasan atas praktek bisnis 

periklanan, yaitu: 

1. pengawasan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan baik yang langsung maupun tidak langsung tentang periklanan, 

dan 

2. pengawasan dilakukan oleh pelaku usaha periklanan sendiri, biasanya oleh 

asosiasi usaha bisnis periklanan yang menyusun dan memberlakukan 

regulasi sendiri tersebut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam regulasi sendiri tersebut.
181

 

 Dalam bidang periklanan, terdapat kode etik periklanan yaitu Etika 

Periklanan Indonesia (EPI) yang merupakan penyempurnaan kedua atas Kitab 

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang disahkan pada 

tahun 1981. Penyempurnaan pertama dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1996 

dan selanjutnya dilakukan penyempurnaan kedua pada tanggal 26 Agustus 2005. 

Pada penyempurnaan kedua ini, TKTCPI diubah penamaannya menjadi Etika 

Pariwara Indonesia. Asosiasi pendukung Etika Pariwara Indonesia antara lain: 

1. AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia); 

2. APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia); 

3. ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia); 

4. ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia); 

5. ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia); 

6. GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia); 

7. PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia); 

8. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia); 

9. SPS (Serikat Penerbit Suratkabar); 

10. Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik Indonesia).
182
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 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999, pelanggaran etika dan/atau peraturan perundang-undangan memiliki 

konsekuensi berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2). Dengan 

demikian, penerapan Etika Pariwara Indonesia sebagai etika periklanan termasuk 

ke dalam penerapan hukum atau dapat dikatakan dengan adanya ketentuan dalam 

pasal tersebut, norma etika telah ditransformasikan menjadi norma hukum yang 

memiliki daya keberlakuan yang lebih memaksa dibandingkan dengan norma 

etika. Penyelenggaraan Etika Pariwara Indonesia merupakan penyelenggaraan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh alat-alat 

perlengkapan negara, yaitu antara lain pengadilan.   

 Penyusunan dan penegakan etika periklanan yang tercantum dalam EPI 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip swakramawi (self regulation) yang dianut 

oleh industri periklanan secara universal. Prinsip-prinsip tersebut memberi 

rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif jika disusun, dan 

ditegakkan oleh para pelakunya tersebut.
183

 

 Prinsip tersebut juga mengakui bahwa walaupun telah disusun, disepakati, 

dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan tetap terbuka kemungkinan 

bahwa etika periklanan kurang diindahkan sehingga diperlukan upaya terus-

menerus untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan gerak langkah 

penegakannya oleh segenap komponen industri periklanan.  Asas yang disepakati 

untuk kegiatan periklanan dalam EPI adalah bahwa iklan dan pelaku periklanan 

harus: 

1. jujur, benar dan bertanggungjawab; 

2. bersaing secara sehat; dan 

3. melindungi dan menghargai khalayak serta tidak merendahkan agama, 

budaya, negara, dan golongan serta tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku.
184

 

Bagian D berisi definisi. Dalam Bab II Pedoman Bagian D, iklan didefinisikan 

sebagai pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu 
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hal. 150.   
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produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang 

dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sedangkan 

periklanan ialah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. 

 Bab III bagian A berisi pengaturan tentang Tata Krama Isi Iklan, Ragam 

Iklan, Pemeran Iklan, dan Wahana Iklan. Dimana pada bagian Tata Krama diatur 

mengenai isi iklan. Pada Bab III Bagian A Point 1.2 diatur mengenai bahasa. 

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa setiap iklan harus disajikan dalam 

bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sesamanya, dan tidak menggunakan 

persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang 

dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. 

 Selain itu iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif, seperti 

“paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang 

bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut, yang harus 

dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang 

otentik. Selanjutnya pada Bab III Bagian A Point 1.6 diatur mengenai ketentuan 

pencantuman harga. Jika harga suatu produk dicantumkan dalam iklan, maka 

harga tersebut harus ditampakkan dengan jelas sehingga konsumen mengetahui 

apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut. 

 Bab III Bagian B mengatur mengenai Tata Cara yang terdiri atas Penerapan 

Umum, Produksi Periklanan, dan Media Periklanan. Sementara Bab IV mengatur 

Penegakan Etika Pariwara Indonesia yang terdiri atas Landasan, Kelembagaan,  

Penerapan, Prosedur dan Sanksi. 

 Kehadiran EPI sebagai sebuah kode etik di bidang periklanan, tidak 

mengakibatkan standar etika atau kode etik yang telah ada pada masing-masing 

asosiasi tetap berlaku. Kode etik pada masing-masing asosiasi tetap berlaku 

dengan EPI sebagai induk yang memayungi semua standar etika periklanan intern 

yang terdapat pada kode etik masing-masing asosiasi atau lembaga pendukung 

EPI tersebut. Dokumen-dokumen kode etik yang dimaksud tetap berlaku yaitu 

antara lain: 

1. Pedoman Perilaku Televisi Indonesia-ATVSI; 

2. Standar Profesional Radio Siaran-PRSSNI; 
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3. Standar Usaha Periklanan Indonesia-PPPI; dan 

4. Kode Etik Periklanan Surat kabar-SPS.
185

 

  Pada prakteknya, iklan-iklan yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab 

masih tetap berjalan dan risiko dari iklan tersebut tetap dipikul oleh pihak 

konsumen. Banyak aspek yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum dalam 

praktek periklanan ini. Baik dari kalangan konsumen sendiri, pelaku usaha, 

maupun belum adanya political will dari pemerintah. Umumnya, konsumen 

enggan melakukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena 

ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.
186

 

 Selain Etika Pariwara Indonesia, terdapat beberapa kode etik yang berlaku 

dalam bidang public relation/kehumasan, yaitu antara lain: 

1. International Public Relation Association (IPRA) Code of Conduct 

Dalam IPRA Code of Conduct butir c tentang Perilaku Terhadap Publik dan 

Media, angka 3 dirumuskan bahwa lembaga kehumasan tidak 

diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau 

menyesatkan; 

2. Kode Etik Kehumasan Indonesia (KEKI) 

 Dalam ketentuan Pasal III KEKI tentang Perilaku Terhadap Masyarakat dan  

Media Massa, butir c mengatur bahwa anggota Perhumas harus: tidak 

menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan 

sehingga dapat menodai profesi kehumasan;   

3. Kode Etik Penerangan; 

Dalam kode etik penerangan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa 

Humas akan berusaha menciptakan pola komunikasi yang dapat lebih 

mengukuhkan arus bebas informasi yang penting sehingga setiap anggota 

masyarakat dimana ia hidup merasa bahwa mereka selalu mendapatkan 

informasi; dan juga memberikan kepadanya suatu kesadaran akan 

keterlibatan pribadinya, serta tanggung jawab dan solidaritasnya dengan 

anggota-anggota masyarakat lainnya. Selain itu terdapat ketentuan, bahwa 

Humas akan menghindari: menutupi kebenaran atas dasar apa pun juga; dan 
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menyiarkan informasi yang tidak didasarkan kepada fakta yang nyata dan 

benar;   

4. Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APRI). 

Dalam Pasal 2 Kode Etik APRI yang mengatur tentang Penyebarluasan 

Informasi dirumuskan bahwa seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, 

secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu atau 

menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas 

dan ketepatan informasi.
187

 

 Praktek pelanggaran periklanan yang bertentangan dengan kode etik, 

mendorong campur tangannya instrument hukum berupa kejelasan kaidah/norma 

hukum di bidang periklanan yaitu melarang penggunaan iklan yang disampaikan 

dengan cara: 

1. mengemukakan hal yang tidak benar (false statement); 

2. mengemukakan hal-hal yang menyesatkan atau tidak proporsional 

(mislead statement); 

3. menggunakan opini subjektif yang berlebihan tanpa didukung fakta yang 

kuat (puffery).
188

  

 Kaidah/norma hukum tersebut diharapkan merupakan muatan atau materi 

Undang-Undang Periklanan yang belum pernah ada di Indonesia. 

 

3.7 Tanggung Jawab Dalam Periklanan 

 Kegiatan periklanan melibatkan banyak pelaku ekonomi, antara lain 

perusahaan pengiklan (produsen, distributor, supplier, retailer), perusahaan 

periklanan, media periklanan, dan organisasi profesi periklanan (Persatuan 

Perusahaan Periklanan Indonesia). Di samping periklanan melibatkan konsumen 

selaku penerima informasi yang disajikan melalui iklan, dan Pemerintah.
189
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 Sebagai sarana pemasaran dan sarana penerangan, perusahaan periklanan 

dalam menjalankan kegiatannya terikat pada hubungan hukum tertentu. Hubungan 

hukum ini merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 

1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perjanjian-

perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang bukan hubungan kerja 

(majikan-buruh) maupun persetujuan dalam rangka pemborongan pekerjaan.  

 Hubungan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk perjanjian 

antara kedua belah pihak yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para 

pihak serta pertanggungjawaban atas hasil karya/hasil kerja yang dihasilkan oleh 

pelaku usaha periklanan tersebut dengan pelaku usaha pengiklan yang 

mempekerjakannya.
190

 

 Dari segi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa konsumen, iklan dipandang 

sebagai sarana mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk 

mendapatkan informasi dan hak untuk memilih. Periklanan (advertising) 

merupakan bagian dari kegiatan pemasaran (marketing). Dari kegiatan pemasaran 

suatu produk, konsumen memperoleh informasi mengenai manfaat barang atau 

jasa bagi konsumen serta keunggulannya dibandingkan produk-produk sejenis 

lainnya. Dari sisi perusahaan pengiklan, terdapat kepentingan peningkatan 

kuantitas pembeli barang atau jasa konsumen tanpa mempersoalkan pembelian 

tersebut bersifat konsumtif atau tidak.
191

 

 Permasalahan muncul apabila hal-hal yang diiklankan bertentangan dengan 

asas-asas umum kode etik periklanan. Dalam hubungan ini muncul pertanyaan 

siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan 

iklan yang bertentangan dengan asas-asas umum kode etik periklanan, bagaimana 

sistem pertanggungungjawaban dan instrumen hukum apa yang digunakan dalam 

menyelesaikan kasus tersebut. 

 Sistem memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks 

yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Dalam sistem 
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terkandung adanya metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu
192

 sedangkan 

tanggung jawab memiliki arti bahwa seseorang tidak boleh mengelak bila diminta 

penjelasan tentang perbuatan/perilakunya. 

 Seseorang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Jadi 

sistem tangung jawab dapat diartikan sebagai metode atau prosedur agar 

seseorang/badan hukum tidak dapat mengelakan diri dari akibat 

perilaku/perbuatannya. Dalam Pengertian hukum, sistem tanggung jawab 

menimbulkan konsekuensi pemberian kompensasi/ganti rugi terhadap pihak yang 

dirugikan akibat perilaku tertentu. 

 Dalam teori dan praktek penegakan hukum, telah sering dikemukakan 

bahwa untuk meminta suatu pertanggungjawaban hukum terhadap 

seseorang/badan hukum, harus ada kejelasan kaidah hukum/norma-norma hukum 

apa yang dilanggar. Norma-norma kegiatan penawaran, promosi dan periklanan 

barang dan/atau jasa secara detail dirumuskan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, 

Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disertai 

dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima tahun) atau denda maksimal Rp 2 

milyar. 

 Dalam proses terjadinya suatu iklan, baik melalui media elektronik maupun 

media cetak, pada umumnya inisiatif datang dari pengusaha/perusahaan pengiklan 

(produsen, distributor, supplier, retailer). Kemudian perusahaan periklanan 

dan/atau media periklanan dengan persetujuan perusahaan pengiklan secara 

kreatif menerjemahkan inisiatif tersebut dalam bahasa periklanan untuk 

ditayangkan/dimuat dalam media elektronik/media cetak sebagai informasi 

produk bagi masyarakat konsumen luas. Masalah tanggung jawab akan muncul 

dalam hal: 

1. informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya; 

 Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pengusaha/perusahaan 

pengiklan karena sudah menyangkut produk yang dijanjikan kepada 

konsumen melalui iklan. Dengan instrument hukum perdata, konsumen 

dapat meminta pertanggungan/menggugat perusahaan pengiklan dengan 
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kualifikasi wanprestasi apabila diketahui ketidaksesuaian janji dalam iklan 

dengan kenyataannya dibuktikan adanya hubungan kontraktual. 

Kualifikasi perbuatan melawan hukum dapat saja digunakan walaupun 

terdapat hubungan kontraktual selama unsur-unsur perbuatan melawan 

hukumnya menonjol. 

2. menyangkut kreativitas perusahaan periklanan dan atau media periklanan  

ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan. 

   Dalam kondisi ini, pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan 

pengiklan serta perusahaan periklanan dan/atau media periklanan. 

Perusahaan periklanan dan/atau media periklanan tidak dapat begitu saja 

menolak bertanggung jawab dengan dalih hanya membuat dan 

menayangkan iklan, sedangkan materinya tanggung jawab perusahaan 

pengiklan. Analog dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana, dalam 

suatu peristiwa pelakunya tidak hanya seorang atau satu pihak saja, ada 

pelaku lainnya.
193

 

   Jika mengacu kepada Undang-Undang Pers, sistem pertanggungjawaban 

suksesif/berututan yaitu sistem water fall (sistem pertanggungjawaban air 

terjun)
194

 yang dianut dalam undang-undang tersebut, kurang tepat jika diterapkan 

dalam bidang periklanan karena dalam bidang periklanan tidak terdapat hubungan 

atas-bawah di antara para pelaku di bidang periklanan. Artinya kesemua pelaku di 

bidang periklanan (pengusaha/perusahaan pengiklan, perusahan periklanan, dan 

media periklanan) memiliki kedudukan yang sama dan berdiri sendiri serta tidak 

ada hubungan atas-bawah. Dalam keadaan tertentu, dapat saja media periklanan 

sekaligus juga berperan sebagai perusahaan periklanan.
195

 

 Ketetuan Pasal 17 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen telah menempatkan pelanggaran etika periklanan 

sekaligus sebagai pelanggaran hukum. Pembentuk undang-undang memandang 

tidak perlu memberikan penjelasan pada Pasal tersebut. Konsekuensi bila diduga 
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tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul dan sebaliknya membebankan tanggung jawab 

kepada bawahan. 
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terdapat pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen hakim diharapkan mengadili dengan metode penafsiran. 

Hakim yang mengadili harus memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai 

tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai subsistem dari sistem hukum nasional.
196

 

 Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas 

iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pengaturan ini merupakan bentuk 

antisipasi yang berlaku di kalangan pelaku usaha periklanan yang melihat iklan 

seakan sebagi suatu alat promosi belaka yang tidak memiliki akibat hukum 

walaupun iklan tersebut secara nyata dapat merugikan konsumen. 

 Pengiklan bertanggung jawab atas kebenaran informasi produk yang 

disampaikan kepada perusahaan iklan. Perusahaan periklanan bertanggung jawab 

atas ketepatan unsur persuasi yang disampaikannya dalam pesan (vide Pasal 17 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sedangkan media periklanan 

bertanggung jawab untuk kesepadanan iklan yang disiarkan dengan nilai-nilai 

sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran siarannya (vide Pasal 20 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen). Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 

tanggung jawab renteng pada pengelola media pers. 

 Hal serupa dinyatakan oleh Nurmatidjo. Nurmatidjo berpendapat bahwa 

pengiklan bertanggung jawab atas kebenaran informasi produk yang disampaikan 

kepada perusahaan iklan. Perusahaan periklanan bertanggung jawab atas 

ketepatan unsur persuasi yang disampaikannya dalam pesan (vide Pasal 17 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sedangkan media periklanan 

bertanggung jawab untuk kesepadanan iklan yang disiarkan dengan nilai-nilai 

sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran siarannya (vide Pasal 20 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen). Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 

tanggung jawab renteng pada pengelola media pers.
197
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  Hakikat iklan merupakan janji dari pihak pelaku usaha pemesan iklan 

sehingga menjadikan iklan dalam berbagai bentuknya mengikat pihak pemesan 

iklan dengan segala akibatnya.
198

 Dengan demikian pelaku usaha (pemesan iklan, 

dan dalam keadaan tertentu, juga perusahaan periklanan) bertanggung jawab atas 

kerugian konsumen baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan 

melawan hukum. 
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BAB 4 

ANALISIS TERHADAP IKLAN TELKOMSEL BLACKBERRY 

UNLIMITED DAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA 

KONSUMEN SURAKARTA NOMOR 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska SERTA 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 189/Pdt.G/ 

BPSK/2011/PN.Ska 

 

4.1 Profil PT Telkomsel 

Telkomsel merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi selular di 

Indonesia yang didirikan pada tahun 1995. Pada akhir Maret 2008, Telkomsel 

memiliki 51.3 juta pelanggan yang berdasarkan statistik industri mewakili 

perkiraan pangsa pasar hampir 51%. Telkomsel menyediakan layanan selular 

GSM di Indonesia secara nasional melalui jaringan GSM dual band 900/1800 

MHz dan secara internasional melalui 288 mitra roaming international di 155 

negara (pada akhir 2007). 

Pada September 2006, Telkomsel meluncurkan layanan 3G. Layanan 

telekomunikasi yang disediakan oleh Telkomsel antara lain berupa kartu prabayar 

simPATI dan Kartu As, atau layanan kartu HALO pasca bayar, serta berbagai 

layanan dan program lainnya. Penyelenggaraan Telkomsel di Indonesia telah 

berkembang sejak peluncuran layanan pasca bayar pada 26 Mei 1995. Telkomsel 

secara resmi memperkenalkan layanan BlackBerry pada tahun 2005 untuk 

pelanggan korporasi. Kemudian layanan BlackBerry Telkomsel berkembang dan 

mulai dipasarkan ke semua pelanggan Telkomsel, baik itu pelanggan korporasi 

dan reguler hingga sekarang.
199

  

 

4.2 Kasus Posisi Sengketa Iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited 

  M. Taufiq selaku konsumen telah mengadukan iklan Telkomsel BlackBerry 

Unlimited yang dinilai telah menimbulkan kerugian pada dirinya. Berikut 

dijelaskan kronologi mengenai iklan dan sengketa yang ditimbulkan atas iklan 

Telkomsel BlackBerry Unlimited. 
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 “Profile”, http://www.telkomsel.com/about/corporate/368-Profile.html, diakses pada 

tanggal 1 Mei 2012.  
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4.2.1 Berdasarkan Putusan BPSK 

  M. Taufiq merupakan pelanggan kartu HALO dengan nomor pelanggan 

08122961011 sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di bulan Juni 2010, M. Taufiq 

menggunakan layanan BlackBerry Unlimited dengan harga paket sebesar Rp 

90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan brosur dan iklan PT 

Telkomsel yang ditafsirkan M. Taufiq sebagai paket Full service setiap bulannya. 

Pada bulan Juli 2011, M. Taufiq menerima billing tagihan atas Kartu HALO 

sebesar Rp 1.044.396,00 (Satu juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan 

puluh enam rupiah). Dalam billing tagihan terdapat layanan tambahan (Value 

Added Services) berupa 3G, HSDPA, GPRS, MMS, Wifi dan Konten Premium 

dengan total biaya Rp 539.950, 00 (Lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan 

ratus lima puluh rupiah). 

 M. Taufiq merasa keberatan atas tagihan untuk layanan tambahan tersebut, 

kemudian M. Taufiq mengirimkan surat somasi kepada PT Telkomsel tertanggal 

19 Juli 2011 untuk meminta dilakukan revisi dan memberikan informasi sejelas-

jelasnya tentang jumlah Biaya Tagihan Kartu HALO miliknya. PT Telkomsel 

menyatakan bahwa tidak ada surat dari M. Taufiq namun M. Taufiq memiliki 

bukti berupa tanda terima dari surat somasi tersebut. Kemudian M. Taufiq 

meminta PT Telkomsel untuk meniadakan Layanan Biaya Tambahan di luar pulsa 

dan biaya Paket Layanan BlackBerry Unlimited dalam Billing Kartu HALO 

miliknya di setiap bulan.  

 Kemudian M. Taufiq meminta ganti rugi kepada PT Telkomsel dalam 

pengaduan yang terdaftar dengan Nomor 004/04/PS/IX/2011/BPSK.Ska tanggal 

25 Agustus 2011 di Sekretariat BPSK Kota Surakarta sebesar Rp 995.975,00 

(Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) 

dan memohon agar Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSK) Kota 

Surakarta memerintahkan PT Telkomsel menarik dan menghentikan semua iklan 

tentang layanan Paket BlackBerry Unlimited. 

 Pihak PT Telkomsel kemudian memberikan tanggapan atas pengaduan M. 

Taufiq di BPSK Kota Surakarta. Dalam tanggapan tersebut, pihak PT Telkomsel 

menyatakan bahwa penafsiran arti “unlimited” sebagai suatu bentuk layanan yang 

“full service” tanpa mengeluarkan biaya lainnya merupakan sesuatu hal yang 
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mengada-ada. PT Telkomsel menambahkan bahwa biaya layanan BlackBerry 

Unlimited yang dibayarkan M. Taufiq merupakan layanan yang tidak termasuk 

streaming, roaming international dan penggunaan BlackBerry sebagai modem. 

Layanan yang dibayarkan M. Taufiq merupakan layanan yang menyediakan akses 

unlimited free data untuk APN (Access Point Name) BlackBerry net yang dapat 

digunakan untuk penggunaan: 

1. BlackBerry Messenger/BBM; 

2. mengirimkan/menerima email; dan 

3. browsing internet secara unlimited dengan beberapa syarat dan ketentuan  

   yang antara lain meliputi: 

a. layanan BlackBerry yang digunakan di luar negeri akan dikenakan 

biaya tambahan GPRS (General Packet Radio Service) sesuai dengan 

tarif GPRS international roaming yang berlaku di Operator yang 

digunakan; 

b. layanan BlackBerry digunakan untuk membuka website yang 

mengandung streaming baik audio maupun video seperti youtube dan 

website musik akan dikenakan biaya normal GPRS yang berlaku Rp 

5/kb; 

c. layanan BlackBerry digunakan sebagai modem akan dikenakan biaya 

normal GPRS yang berlaku Rp 5/kb; 

d. layanan BlackBerry digunakan untuk browsing menggunakan browser 

selain browser bawaan dari BlackBerry itu sendiri; 

e. layanan BlackBerry untuk browsing, chatting, dan akses data lainnya 

dengan menggunakan handset selain BlackBerry akan dikenakan 

biaya normal GPRS yang berlaku Rp 5/kb. 

 PT Telkomsel melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa persyaratan dan 

ketentuan terkait penggunaan layanan BlackBerry Unlimited telah disosialisasikan 

kepada seluruh pelanggan melalui media cetak, digital (laman web), brosur, media 

elektronik (TV, Radio) maupun ketika pelanggan melakukan aktivasi layanan 

BlackBerry Unlimited. Fakta bahwa syarat dan ketentuan penggunaan layanan 

BlackBerry Internet Service telah tersosialisasikan dan diinformasikan pada: 
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1. laman/situs resmi milik PT Telkomsel pada subbab Product BlackBerry 

dengan alamat situs http://www.telkomsel.com/product/BlackBerry/551-

BlackBerry-Internet-Service.html; 

2. melalui menu *363# dimana saat akan melakukan aktivasi layanan 

unlimited BlackBerry Internet Service akan muncul 

pemberitahuan/notifikasi dengan kata-kata “tidak untuk streaming, 

roaming international & BB sebagai modem”; 

3. registrasi melalui SMS (Short Message Service) dengan mengetikkan “bb 

(spasi) reg” kirim ke 333 dan untuk selanjutnya apabila akan muncul 

pemberitahuan/notifikasi dengan kata-kata “Anda akan dikenakan biaya 

berlangganan BlackBerry Rp 90 ribu/bulan untuk akses tanpa batas 

(biaya tidak termasuk streaming, roaming international & penggunaan 

BlackBerry sebagai modem).” Jika SETUJU, ketik BB (spasi) ON & kirim 

ke 333. Biaya ditagihkan setiap tanggal. 

4. bahwa PT Telkomsel dalam materi promo dan bookletnya telah 

mencantumkan tata cara aktivasi layanan unlimited BlackBerry Internet 

Service melalui *363# ataupun melalui sms 333. 

 Selain itu pihak dari PT Telkomsel juga menyampaikan bahwa mengenai 

syarat dan ketentuan tersebut telah disampaikan secara lisan kepada M. Taufiq 

melalui karyawan pada bagian layanan pelanggan di tanggal 27 Juli 2011 oleh 

Sdr. Topan Haryoso via telpon dan di tanggal 28 Juli 2011 oleh Swasti Anindhita 

dan Bangun Prasetyo Utomo secara langsung dalam pertemuan. Pihak PT 

Telkomsel menjelaskan bahwa biaya Layanan Tambahan sebesar Rp 539.950,00 

(Lima ratustiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk 

periode Juli 2011 dikarenakan M. Taufiq telah melakukan akses layanan internet 

di luar paket yang ditentukan (tidak termasuk streaming, roaming international 

dan penggunaan BlackBerry sebagai modem) yang telah diakui oleh M. Taufiq 

yang telah mendownload film melalui handset BlackBerry miliknya. 

 Berdasarkan data rincian biaya penggunaan kartu HALO M. Taufiq 

diketahui terdapat penggunaan yang terkoneksi melalui APN TELKOMSEL, 

bukan melalui APN BlackBerry net sehingga biaya yang diberlakukan bagi M. 

Taufiq adalah tarif normal Rp 5/kb. PT Telkomsel melakukan 
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penyesuaian/adjustment atas biaya Layanan Tambahan periode Juli 2011 sebesar 

Rp 539.950,00 (Lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh 

rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2011 yang diikuti dengan pemberitahuan kepada 

M. Taufiq via SMS pada tanggal 4 Agustus 2011 sehingga untuk periode Juli 

2011 Pelapor hanya perlu membayar biaya layanan Telekomunikasi selular (voice 

& sms) dan langganan bulanan Unlimited BlackBerry sebesar Rp 504.446 (Lima 

ratus empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). 

 Adjustment dilakukan oleh PT Telkomsel untuk menjaga relasi pelanggan 

dan memberikan kenyamanan bagi M. Taufiq selaku pengguna kartu HALO 

sebagai bentuk apresiasi atau complimentary. Menurut PT Telkomsel, tindakan 

adjustment atas biaya layanan tambahan periode Juli 2011 dilakukan bukan 

dikarenakan adanya kesalahan pada sistem perhitungan billing/tagihan dari PT 

Telkomsel. Setelah melakukan adjustment, PT Telkomsel memberikan penjelasan 

kepada M. Taufiq mengenai tata cara, syarat dan ketentuan penggunaan layanan 

Unlimited BlackBerry Internet Service agar M. Taufiq tidak mengulangi 

tindakannya lagi jika tidak ingin tagihan layanan tambahannya melonjak. 

 M. Taufiq melakukan pemakaian seperti sebelumnya di bulan Agustus. Pada 

periode Agustus 2011, tagihan M. Taufiq sebesar Rp 741.032,00 (Tujuh ratus 

empat puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah). Pihak PT Telkomsel menyatakan 

tidak dapat lagi memberikan keringanan adjustment biaya Layanan Tambahan 

karena pada periode sebelumnya PT Telkomsel telah menjelaskan tata cara, syarat 

dan ketentuan BlackBerry Unlimited kepada M. Taufiq. PT Telkomsel 

menganggap, nilai kerugian yang dimunculkan oleh M. Taufiq sebesar Rp 

995.975,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh 

lima rupiah) merupakan tanpa perhitungan yang jelas mengenai asal muasal dan 

fakta kerugian riil yang dialami.  

 Majelis BPSK Surakarta yang memeriksa sengketa tersebut, menjatuhkan 

putusan berupa: 

1. mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian; 

2. memerintahkan kepada Teradu (Pelaku Usaha) untuk melakukan 

perbaikan atas isi iklan seperti tersebut di atas dengan memperhatikan 

kaidah-kaidah bahasa Indonesia serta kaidah umum masyarakat yang 
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berlaku, dengan menarik iklan seperti tersebut di atas seluruhnya di semua 

media masa maupun media promosi lainnya yang berada di wilayah 

hukum Indonesia; 

3. menyatakan kewajiban pengadu untuk membayar tagihan kartu HALO 

Nomor 08122961011 periode Juli 2011 sebesar Rp 504.476 (hasil 

pengurangan Rp 1.044.396 – Rp 539.950 karena adjustment) dan periode 

Agustus 2011 sebesar Rp 741.321 adalah sah; 

4. menghukum pengadu untuk membayar tagihan kartu HALO Nomor 

08122961011 periode Juli 2011 sebesar Rp 504.476 (hasil pengurangan 

Rp 1.044.396 – Rp 539.950 karena adjustment) dan periode Agustus 2011 

sebesar Rp 741.321; 

5. menolak permohonan pengadu (konsumen) yang lain dan selebihnya. 

 Atas putusan tersebut, pihak PT Telkomsel memiliki hak untuk mengajukan 

keberatan dalam jangka waktu 14 hari kerja semenjak diterimanya putusan BPSK 

tersebut pada tanggal 1 November 2012, yaitu ditanggal 17 November 2011.  

 

4.2.2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

 Atas putusan BPSK Kota Surakarta, Telkomsel mengajukan keberatan dan 

memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara menjatuhkan putusan dengan amar diantaranya: 

1. membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska Tanggal 1 November 

2011; 

2. menyatakan Pemohon Keberatan (Teradu/Pelaku Usaha/PT Telkomsel) 

tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf b, 

Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k dan/atau Pasal 10 huruf (a) serta ketentuan lain 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Surakarta 

dengan putusan Nomor 189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska. Majelis Hakim 

menjatuhkan putusan diantaranya berupa: 

1. membatalkan Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska; 
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2. menyatakan Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor 001-3/I/IX/2011/BPSK 

Ska batal demi hukum, dan 

3. menyatakan Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha tidak 

terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, 

Pasal 7 huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k dan/atau Pasal 10 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

 Atas putusan PN Surakarta, M. Taufiq selaku konsumen mengajukan kasasi 

ke Mahkamah Agung yang terdaftar dengan nomor register perkara 

336/K/PDT.SUS/2012 dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan.  

 

4.3 Analisis Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan di Indonesia 

4.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

 Konsumen 

 Berdasarkan sengketa yang ditimbulkan oleh iklan Telkomsel BlackBerry 

Unlimited, maka penulis melakukan pembahasan atas iklan yang diduga 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.   

 

4.3.1.1 Dugaan Pelanggaran Atas Informasi Yang Benar, Jelas dan Jujur 

 Mengenai Produk Yang Diiklankan 

Merujuk pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa konsumen berhak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa. Di pihak pelaku usaha, Pasal 7b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha 

berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4c jo. Pasal 7b Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa informasi 

wajib benar, jujur dan jelas. Penjelasan atas istilah informasi yang benar, jujur dan 

jelas dirumuskan oleh Tim Hukum Departemen Kehakiman, 1998. Benar berarti 
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informasi tentang bahan-bahan baku, bahan penolong/tambahan pembuat 

barang/jasa wajib benar. Jelas maksudnya ungkapan informasi wajib jelas, tidak 

membingungkan/membuat dua arti, memakai Bahasa Indonesia. Sedangkan jujur 

adalah pembuat informasi wajib jujur dalam menyusun penjelasan terkait 

barang/jasanya. 

 Menurut penulis dengan merujuk pada definisi informasi benar, jelas dan 

jujur yang dirumuskan Tim Hukum, Departemen Kehakiman, 1998, iklan 

Telkomsel BlackBerry Unlimited tidak memenuhi kriteria informasi yang jelas 

dikarenakan ungkapan informasi layanan dengan menggunakan istilah “unlimited” 

dan “full service” telah melahirkan penafsiran berbeda sebagaimana yang 

diutarakan oleh konsumen berdasarkan penjelasan saksi ahli Bahasa Indonesia, 

yaitu Drs. Sholeh Dasuki MS, Dosen Bahasa Indonesia di Fakultas Sastra dan 

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang menyatakan bahwa 

kata “unlimited” mempunyai arti kata “tidak terbatas” sehingga ketika kata 

unlimited dibatasi maka merupakan kejanggalan dalam kaedah penggunaan 

bahasa. 

 Selanjutnya Sholeh Dasuki mengutarakan bahwa kata “full service” 

mempunyai arti “layanan penuh” sehingga secara semantik pemahaman tentang 

iklan paket BlackBerry Unlimited Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) full 

service adalah dengan membayar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) sudah 

dapat menggunakan secara tidak terbatas dengan pelayanan penuh BlackBerry 

Telkomsel Paket Unlimited. 

 Sholeh Dasuki menambahkan bahwa ada perbedaan antara bahasa umum 

dan bahasa iklan. Dimana bahasa iklan cenderung singkat, padat, dan komunikatif 

namun tidak menyalahi peraturan yang berlaku, baik kaidah umum yang berlaku 

di tengah masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana 

yang dimaksud kaidah umum adalah apa yang selama ini sudah menjadi 

pemahaman di masyarakat.    

 Sedangkan menurut FX. Ridwan Handoyo selaku Ketua Badan Pengawas 

Periklanan Indonesia, dalam penjelasannya ketika menjadi saksi dalam 

persidangan di BPSK Kota Surakarta menyatakan bahwa iklan bersifat persuasif, 

tidak bersifat netral, melainkan memihak pada jasa/produk yang diiklankan. 
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Sehingga penafsiran atas suatu bahasa/pesan iklan seharusnya disesuaikan 

terhadap sifat ini dan bahwa tulisan “unlimited” digunakan sebagai suatu 

penamaan terhadap salah satu paket jasa layanan BlackBerry Telkomsel. Sebagai 

nama/istilah dari suatu paket, maka pemahaman terhadap istilah “unlimited” harus 

dikaitkan dengan segala penjelasan yang ada pada iklan tersebut. 

 Namun penggunaan kedua kata tersebut telah melahirkan penafsiran yang 

berbeda dari sisi pelaku usaha dan konsumen beserta berdasarkan kaidah umum 

atau apa yang selama ini sudah menjadi pemahaman di masyarakat. Pada iklan 

paket BlackBerry Unlimited Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) full service, 

layanan full service yang ditawarkan tidak secara utuh full service karena layanan 

BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, Browsing, Push Email, dan berbagai 

layanan BlackBerry lain sepuasnya yang ditawarkan dalam iklan tidak benar-

benar full service dikarenakan adanya ketentuan berupa pembatasan layanan dapat 

konsumen akses pada beberapa media yang telah disebutkan sebelumnya. 

 Dimana terdapat ketentuan yang menurut penulis berupa pembatasan dan 

dapat menimbulkan permasalahan jika konsumen tidak secara kritis dan benar-

benar memahami bahwa jasa yang ditawarkan tidak termasuk jika layanan 

BlackBerry digunakan untuk membuka website yang mengandung streaming baik 

audio maupun video seperti youtube dan website musik, sehingga konsumen akan 

dikenakan biaya normal GPRS yang berlaku Rp 5/kb dan jika layanan BlackBerry 

digunakan untuk browsing menggunakan browser selain browser bawaan dari 

BlackBerry itu sendiri. 

 Selain itu perlu diperhatikan bagi konsumen, dengan mengakses layanan 

BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, Browsing, Push Email dimana pada 

iklan dicantumkan kata full service, layanan yang ditawarkan adalah service yang 

lebih komplit dibandingkan kedua paket lainnya, yaitu Paket Business dan Paket 

Lifestyle. 

 Full Service yang ditawarkan oleh PT Telkomsel tidak termasuk jika 

layanan BlackBerry digunakan untuk membuka website yang mengandung 

streaming baik audio maupun video seperti youtube dan website musik, 

sedangkan pada aplikasi Facebook, Yahoo Messenger terdapat layanan yang 

mengandung streaming. Jika konsumen tidak kritis maka konsumen dapat 
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mengira bahwa layanan tersebut termasuk dalam Paket unlimited full service, 

namun ternyata konsumen dikenakan biaya normal GPRS yang berlaku Rp 5/kb.    

 Selain itu dalam iklan tersebut, terdapat logo opera mini, youtube, 4shared 

dan 1 aplikasi lain yang berada pada lingkaran yang berisikan informasi bahwa 

terdapat “Bonus Spesial 25 MB* Video Streaming, Hanya Hingga 25 April 

2011”. Bonus video streaming perlu diperhatikan oleh konsumen secara kritis 

dikarenakan bonus tersebut hanya diberikan sampai dengan tanggal 25 April 

2011. Selanjutnya terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang harus diperhatikan 

konsumen. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kasus posisi bahwa terdapat 

ketentuan tambahan bagi Paket BlackBerry Internet Service Full Services, yaitu 

setelah tanggal 25 April 2011, layanan BlackBerry digunakan untuk membuka 

website yang mengandung streaming baik audio maupun video seperti youtube 

dan website musik akan dikenakan biaya normal GPRS yang berlaku Rp.5/KB. 

 Selanjutnya, penggunaan logo dalam iklan Telkomsel BlackBerry Internet 

Service dapat melahirkan penafsiran yang berbeda bagi konsumen dan kurang 

memberikan informasi yang jelas dikarenakan untuk layanan chat, selain dapat 

menggunakan Yahoo Messenger, layanan chat dari Facebook terdapat aplikasi 

lain yaitu Windows Live Messenger, AOL Instant Messenger, dan beberapa 

aplikasi lainnya. Hal ini perlu dicermati apakah aplikasi chat selain simbol/logo 

yang ditampilkan dalam iklan, termasuk ke dalam Paket Unlimited full service 

yang ditawarkan oleh PT Telkomsel.  

 Sehingga dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf c jo. Pasal 7b 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

mengatur ungkapan informasi wajib jelas, tidak membingungkan/membuat dua 

arti maka iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited full 

service menurut penulis telah melanggar kedua Pasal tersebut karena informasi 

dalam iklan tersebut dapat melahirkan penafsiran atau arti yang berbeda. 

  

4.3.1.2 Dugaan Pelanggaran Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

 Selain dugaan dilakukannya pelanggaran atas informasi yang jelas atas 

produk yang diiklankan, Telkomsel diduga melakukan pelanggaran ketentuan 

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 
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4.3.1.2.1 Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) Huruf j dan k Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

  Ketentuan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait kasus ini 

terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditentukan bahwa “Pelaku usaha 

dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau 

jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: menggunakan kata-kata yang 

berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek 

sampingan tanpa keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang 

mengandung janji yang belum pasti.” 

Kemudian di Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “Pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan 

pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.” 

Pada iklan televisi Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket 

Unlimited, ditampilkan kata-kata berupa Jangkauan Terluas >35.000 BTS, 

Koneksi Tercepat Bandwidth 1,2 gb, dan Komunitas Terbesar > 700.000 

pelanggan. Pada iklan di brosur ditampilkan kata-kata superlatif berupa Jangkauan 

Terluas 37.000 BTS dan Kualitas Terbaik. Selain itu juga ditampilkan kata-kata 

berupa Koneksi Tercepat 1,4 Gbps. Sedangkan pada iklan di situs PT Telkomsel 

dicantumkan kalimat “… Layanan BlackBerry lain sepuasnya di jaringan dengan 

jangkauan terluas dan kualitas terbaik milik Telkomsel serta berbagai 

keuntungan lainnya.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), yang dilarang adalah tindakan 

pelaku usaha yang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata 

yang berlebihan, tanpa keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang 

mengandung janji yang belum pasti. 

Maka dengan dicantumkannya kata-kata Jangkauan Terluas 37.000 

BTS, Koneksi Tercepat 1,4 Gbps (dalam brosur) dan Koneksi Tercepat 

Bandwidth 1,2 gb (pada iklan televisi) hal tersebut dapat membingungkan 

konsumen karena tidak semua konsumen mengetahui jangkauan dan kecepatan 
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koneksi provider lain yang ada di Indonesia yang dapat diperbandingkan dengan 

layanan yang ditawarkan Telkomsel yang dapat melahirkan keyakinan bahwa 

koneksi tercepat dan jangkauan terluas. Selain itu terdapat perbedaan 

pencantuman informasi mengenai kecepatan koneksi dalam brosur iklan dengan 

informasi berdasarkan iklan televisi. Sehingga melahirkan informasi yang tidak 

jelas dan dapat membingungkan konsumen.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak mencantumkan kata-kata 

yang berlebihan namun dapat mencantumkan Jangkauan 37.000 BTS dan Koneksi 

1,4 Gbps atau Koneksi Tercepat Bandwidth 1,2 gb (namun tidak berbeda 

informasi antara iklan televisi dengan iklan di brosur/media cetak) sehingga tidak 

membingungkan konsumen. 

Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai pencantuman kata Kualitas 

Terbaik, seharusnya PT Telkomsel dalam iklan tersebut memberikan keterangan 

yang lengkap. Menurut FX. Handoyo, pada iklan Telkomsel BlackBerry 

Unlimited di media cetak, PT Telkomsel menampilkan 2 penghargaan yaitu 

berupa penghargaan Top Brand 2011 dan Broadband Service Provider of The 

Year.  

Penghargaan Top Brand 2011 didasarkan pada hasil survei lembaga 

survei independen Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing terhadap 

ratusan merek dari berbagai kategori industri. Survei dalam skala nasional 

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja merek berdasarkan tiga parameter, yakni: 

mind share, market share, dan commitment share untuk kemudian diperoleh 

indikator kekuatan merek yang disebut Top Brand Index (TBI).
200

 

Survei Top Brand 2011 dilakukan terhadap 3.600 responden yang 

tersebar di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 

Medan, dan Makassar. Para responden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat 

berusia 15 hingga 65 tahun dengan tingkat sosial ekonomi A hingga E. Untuk 

kategori layanan BlackBerry, di mana tahun 2011 merupakan tahun pertama 

                                                           
200

 Taufik Rachman, “Simpati dan Kartu Halo Raih Top Brand 12 Kali Berturut-turut,” 

http://www.republika.co.id/berita/trendtek/telekomunikasi/11/02/08/163068-simpati-dan-

kartuhalo-raih-top-brand-12-kali-berturut-turut, diakes 21 Juni 2012. 
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diikutsertakannya layanan tersebut ke dalam Top Brand Award, Telkomsel meraih 

nilai TBI 38,9 persen.
201

 

Selain penghargaan Top Brand 2011, PT. Telkomsel memperoleh 

penghargaan Broadband Service Provider of The Year. Menurut FX. Handoyo 

selaku Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia, kedua penghargaan tersebut 

telah dikenal oleh Badan Pengawas Periklanan Indonesia. Namun untuk 

penghargaan Top Brand dimaksudkan sebagai penghargaan yang 

mengindikasikan kekuatan merek.
202

 Sehingga berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat 

(1) huruf j, pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan tanpa 

memberikan keterangan yang lengkap. Sedangkan pencantuman kedua 

penghargaan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dinilai tidak 

lengkap karena tidak semua konsumen mengerti kualifikasi ataupun penilaian 

yang diberikan oleh kedua penghargaan tersebut.  

 Selain itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service 

Paket Unlimited, pelaku usaha dilarang menawarkan sesuatu yang mengandung 

janji yang belum pasti. Dimana dalam iklan tersebut dicantumkan kata full service 

atas tampilan aplikasi yang disimbolkan namun janji layanan penuh tersebut 

dibatasi dengan syarat dan ketentuan di beberapa media yang disediakan untuk 

sosialisasi yang harus dibaca, dimengerti oleh konsumen. Dimana pada aplikasi 

yang dijanjikan full service terdapat related link/link terkait yang mengandung 

streaming baik audio maupun video seperti youtube dan website musik, jika 

diakses oleh konsumen maka konsumen dikenakan biaya normal GPRS yang 

berlaku Rp 5/kb.    

Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, dalam iklan Telkomsel 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited mengandung kata-kata superlatif dan 

mengadung janji yang belum pasti karena masih adanya batasan-batasan yang 

harus diketahui kemudian oleh konsumen secara teliti, sehingga Telkomsel dinilai 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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melakukan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999. 

Konsekuensi atas dilanggarnya larangan dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat 

dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berupa dilarangnya 

kelanjutan atas penawaran, promosi, dan pengiklanan jasa iklan Telkomsel 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited.  

 

4.3.1.2.2 Dugaan Pelanggaran Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

  Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa bagi pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan. 

 Persoalan yang diajukan oleh Pengadu pada dasarnya muncul karena 

dipergunakannya kata-kata paket unlimited Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu 

rupiah) yang kemudian diikuti dengan simbol gambar Facebook, email, Yahoo 

Messenger dan Twitter yang terdapat dalam brosur iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited. Atas pencantuman harga dalam iklan tersebut, 

Telkomsel telah menyediakan penjelasan berupa syarat dan ketentuan penggunaan 

layanan tersebut yang disosialisasikan dan diinformasikan dalam beberapa 

tempat/media. 

 Namun sosialisasi berupa penjelasan mengenai syarat dan ketentuan 

penggunaan layanan BlackBerry Internet Service Telkomsel tersebut masih 

terbatas pada media internet, notifikasi melalui menu *363#, notifikasi atas 

registrasi melalui sms 333. Sedangkan dalam booklet dan dalam iklan di media 

televisi, Telkomsel tidak memberikan penjelasan penggunaan layanan BlackBerry 

Internet Service Telkomsel tersebut secara eksplisit. Dalam booklet dijelaskan 

mengenai tata cara aktivasi, sehingga atas harga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu 

rupiah) konsumen baru dapat mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan 
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harga tersebut jika konsumen melakukan tindakan untuk mengakses informasi 

yang disediakan Telkomsel.  

 Sehingga atas pencantuman harga dan sosialisasi syarat dan ketentuan 

tersebut oleh Telkomsel, menurut penulis dengan merujuk pada ketentuan dalam 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

iklan layanan BlackBerry Internet Service Telkomsel masih menimbulkan 

penafsiran yang berbeda sehingga terdapat unsur menyesatkan sehingga iklan 

tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

 

4.3.1.2.3 Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

  Ketentuan dalam Pasal Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menempatkan 

pelanggaran etika periklanan sekaligus sebagai pelanggaran hukum. Dugaan atas 

pelanggaran Pasal 17 ayat (1) huruf f yang menentukan bahwa pelaku usaha 

dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan akan dibahas dalam subab yang selanjutnya 

mengenai dugaan atas pelanggaran Etika Pariwara Indonesia. 

 

4.3.2 Dugaan Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia 

 Ketetuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen telah menempatkan pelanggaran etika periklanan 

sekaligus sebagai pelanggaran hukum. Pembentuk undang-undang memandang 

tidak perlu memberikan penjelasan pada Pasal tersebut. Konsekuensi bila diduga 

terdapat pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen hakim diharapkan mengadili dengan metode penafsiran. 

Hakim yang mengadili harus memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai 

tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai subsistem dari sistem hukum nasional.
203
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 Yusuf Shofie, loc.cit 
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4.3.2.1 Dugaan Pelanggaran Ketentuan Penggunaan Bahasa 

Untuk setiap iklan dan pelaku usaha periklanan harus berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada etika 

periklanan sebagai regulasi sendiri, yaitu Etika Pariwara Indonesia. Sehingga 

penggunaan kata Unlimited dan Full service, pencantuman kata “Konseksi 

Tercepat, Komunitas Terbesar dan Jangkauan Terluas” serta penggunaan tanda 

asteris dalam iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited akan ditinjau berdasarkan 

ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia. 

  

4.3.2.1.1Analisa Atas Penggunaan Kata Unlimited dan Full Service 

 Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab 

III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, No 1.2 Bahasa, Poin 1 dinyatakan bahwa: 

 

“Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh 

khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) 

yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan 

oleh perancang pesan iklan tersebut.” 

  

  M. Taufiq dalam pengaduan yang terdaftar di Sekretariat BPSK Kota 

Surakarta dengan Nomor 004/04/PS/IX/2011 BPSK.Ska menyatakan bahwa 

Pengertian kata “Unlimited” melalui brosur Telkomsel, diketahui oleh masyarakat 

umum memiliki arti atau makna tidak terbatas. Menurut Pengertian M. Taufiq 

dalam hal ini, layanan BlackBerry Unlimited adalah layanan BlackBerry dengan 

Full service. Sehingga masyarakat umum termasuk konsumen berasumsi 

BlackBerry dengan layanan paket BlackBerry Unlimited tersebut sudah 

mendapatkan semua service dan tanpa mengeluarkan biaya lain.   

  Berdasarkan penjelasan Saksi Ahli Bahasa Indonesia, Drs. Sholeh 

Dasuki, M.S., Dosen Bahasa Indonesia di Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bahwa: 

1. kata Unlimited mempunyai arti kata “tidak terbatas” sehingga ketika kata 

Unlimited dibatasi, maka menjadi sebuah kejanggalan dalam kaedah 

penggunaan bahasa; 
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2. kata Full service mempunyai arti “layanan penuh” sehingga secara 

semantik, pemahaman tentang iklan paket BlackBerry Unlimited Rp 

90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) Full service adalah dengan 

membayar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) boleh menggunakan 

secara tidak terbatas dengan pelayanan penuh paket BlackBerry Telkomsel; 

3. suatu kata tidak terlepas dari konteks atau yang membuat kata, dimana 

orang yang paling tahu adalah yang membuat kata tersebut sedangkan orang 

lain akan menafsirkan kata tersebut. Sementara bahasa adalah alat 

komunikasi yang seharusnya bisa dimengerti dan dipahami oleh kedua 

pihak, sehingga komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik;  

4. terdapat perbedaan antara bahasa umum dan bahasa iklan, dimana bahasa 

iklan cenderung singkat, padat dan komunikatif namun tidak menyalahi 

peraturan yang berlaku, baik kaidah yang umum berlaku di tengah 

masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana yang 

dimaksud kaidah umum adalah apa yang selama ini sudah menjadi 

pemahaman di masyarakat; 

5. lingkungan dapat mempengaruhi pemahaman suatu bahasa, demikian juga 

sebaliknya, bahasa juga dapat mempengaruhi lingkungan. Sehingga dalam 

membuat suatu iklan hendaknya dapat dipahami oleh seluruh lingkungan 

dengan suatu pemahaman yang sama; 

  Sedangkan pada pernyataan yang disampaikan oleh Irfan Ramli, S.E., 

dan FX. Ridwan Handoyo dinyatakan bahwa kata unlimited yang dipergunakan di 

dalam brosur iklan “BlackBerry Internet Service Paket Unlimited Telkomsel” 

merupakan nama paket bukan jenis layanan. Menurut kedua saksi tersebut, kata 

“unlimited” tidak merujuk pada jenis layanan yang akan diterima oleh konsumen 

yang mengikuti paket tersebut tetapi sekedar nama paket, seperti nama paket 

lainnya yaitu paket life style atau paket business yang juga terdapat dalam brosur 

iklan “BlackBerry Internet Service Paket Unlimited Telkomsel”. 

  Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) memperkirakan 

jumlah pelanggan seluler dari operator telekomunikasi hingga akhir tahun 2010 
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mencapai 220 juta pelanggan atau dengan tingkat penetrasi hampir mendekati 100 

persen dari jumlah penduduk di Indonesia.
204

 

   Saat ini konsumen dari berbagai kalangan tingkatan ekonomi dan 

pendidikan dapat menggunakan BlackBerry. Selain itu berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh penghargaan Top Brand, survei Top Brand yang berhasil 

menempatkan layanan Telkomsel Blackberry Internet Sevice pada tingkat 

pertama, dilakukan terhadap 3.600 responden yang tersebar di enam kota besar, 

yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Para 

responden tersebut terdiri dari berbagai lapisan masyarakat berusia 15 hingga 65 

tahun dengan tingkat sosial ekonomi A hingga E. 

  Berdasarkan survey tersebut dapat disimpulkan bahwa khalayak sasaran 

iklan Telkomsel Blackberry Internet Sevice dinilai cukup luas. Penafsiran bahasa 

iklan yang disajikan harus berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia yaitu 

menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak 

menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain 

dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Namun ternyata 

bahasa iklan Telkomsel Blackberry Paket Unlimited full service, ditafsirkan secara 

berbeda antara apa yang dikehendaki dan dipahami oleh pembuat iklan dengan 

konsumen. 

  Sedangkan konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

bervariasi. Selain itu dengan dipergunakannya kata unlimited dan full service, 

maka orang Indonesia pada umumnya (dan khususnya bagi masyarakat yang tidak 

memahami bahasa iklan yang bersifat persuasif) secara langsung memahami dan 

menafsirkan bahwa iklan tersebut menawarkan adanya layanan yang bersifat tidak 

terbatas (sebagai terjemahan dari unlimited) dan akan memperoleh layanan penuh 

(sebagai terjemahan dari full service). 

  Dikarenakan iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited 

Telkomsel tidak dapat dipahami dengan baik atau dipahami berbeda oleh 

konsumen maka terbukti terdapat pelanggaran atas ketentuan bahasa yang 

                                                           
204

 Anggraini Lubis, “Pelanggan Seluler Hampir 100% dari Jumlah Penduduk,” 

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=160345:pelanggan-

seluler-hampir-100-dari-jumlah-penduduk&catid=18:bisnis&Itemid=95, diakses pada tanggal 21 

Juni 2012. 
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mengakibatkan penafsiran berbeda, seehingga iklan BlackBerry Internet Service 

Paket Unlimited Telkomsel telah melanggar ketentuan dalam Bab III Ketentuan, 

Bagian A Tata Krama, No 1.2 Bahasa, Point 1 Etika Pariwara Indonesia. 

  Dengan demikian, iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited 

Telkomsel telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membawa 

konsekuensi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang 

melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan yang dimaksud pada 

ayat (1). 

 

4.3.2.1.2Analisa Atas Penggunaan Kata-Kata Superlatif (Tercepat, Terbesar,  

  Terluas, dan Terbaik) 

  Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab 

III Ketentuan, Bagian A, Tata Krama No 1.2 Bahasa, Poin 2 dinyatakan bahwa: 

 

“Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 

“paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan 

atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan 

keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan 

tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.”  

 

   Irfan Ramli S.E., biro iklan PT Telkomsel, dalam kesaksiannya 

menyatakan bahwa ”Penggunaan kata ”terbaik” sudah sesuai dengan Etika 

Pariwara Indonesia dimana didasarkan adanya pengakuan tertulis dari 2 (dua) 

penghargaan yang diterima PT Telkomsel.” Selain itu FX. Ridwan Handoyo juga 

menyatakan bahwa penggunaan kata ”ter” dalam iklan BlackBerry Internet 

Service Paket Unlimited Telkomsel sudah sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia 

karena adanya 2 (dua) penghargaan yang diberikan kepada PT. Telkomsel yang 

dikenal oleh Badan Pengawas Periklanan Indonesia.   

   Pada iklan televisi Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket 

Unlimited, ditampilkan kata-kata berupa Jangkauan Terluas >35.000 BTS, 

Koneksi Tercepat Bandwidth 1,2 gb, dan Komunitas Terbesar > 700.000 
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115 
 

Universitas Indonesia 
 

pelanggan. Pada iklan di brosur ditampilkan kata-kata superlatif berupa 

“Jangkauan Terluas 37.000 BTS dan Kualitas Terbaik”. Selain itu juga 

ditampilkan kata-kata berupa “Koneksi Tercepat 1,4 Gbps”. Sedangkan pada iklan 

di situs PT Telkomsel dicantumkan kalimat “… Layanan BlackBerry lain 

sepuasnya di jaringan dengan jangkauan terluas dan kualitas terbaik milik 

Telkomsel serta berbagai keuntungan lainnya.” 

   Sehingga iklan Telkomsel yang menampilkan kata-kata superlatif 

menurut penulis merujuk pada ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia, iklan 

tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif jika tanpa secara khas menjelaskan 

keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 

otoritas terkait atau sumber yang otentik.  

   Dicantumkannya kata-kata “Jangkauan Terluas 37.000 BTS, Koneksi 

Tercepat 1,4 Gbps” (dalam brosur) dan “Koneksi Tercepat Bandwidth 1,2 gb” 

(pada iklan televisi) hal tersebut dapat membingungkan konsumen karena tidak 

semua konsumen mengetahui jangkauan dan kecepatan koneksi provider lain 

yang ada di Indonesia yang dapat diperbandingkan dengan layanan yang 

ditawarkan Telkomsel yang dapat melahirkan keyakinan bahwa koneksi tercepat 

dan jangkauan terluas. Selain itu terdapat perbedaan pencantuman informasi 

mengenai kecepatan koneksi dalam brosur iklan dengan informasi berdasarkan 

iklan televisi. Sehingga melahirkan informasi yang tidak jelas dan dapat 

membingungkan konsumen.  

 Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab 

III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, No 1.2 Bahasa, Poin 2, seharusnya pelaku 

usaha tidak mencantumkan kata-kata yang berlebihan. Pelaku usaha tetap dapat 

mencantumkan “Jangkauan 37.000 BTS dan Koneksi 1,4 Gbps” atau “Koneksi 

Tercepat Bandwidth 1,2 gb” (namun tidak berbeda informasi antara iklan televisi 

dengan iklan di brosur/media cetak) sehingga tidak membingungkan konsumen. 

  Mengenai pencantuman kata “Kualitas Terbaik”, seharusnya PT 

Telkomsel memberikan informasi yang jelas. Menurut FX. Handoyo, pada iklan 

Telkomsel BlackBerry Unlimited di media cetak, PT Telkomsel menampilkan 2 

penghargaan yaitu berupa penghargaan Top Brand 2011 dan Broadband Service 

Provider of The Year. 
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  Penghargaan Top Brand 2011 didasarkan pada hasil survei lembaga 

survei independen Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing terhadap 

ratusan merek dari berbagai kategori industri. Survei dalam skala nasional 

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja merek berdasarkan tiga parameter, yakni: 

mind share, market share, dan commitment share untuk kemudian diperoleh 

indikator kekuatan merek yang disebut Top Brand Index (TBI).
205

 

  Selain penghargaan Top Brand 2011, PT. Telkomsel memperoleh 

penghargaan Broadband Service Provider of The Year. Menurut FX. Handoyo 

selaku Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia, kedua penghargaan tersebut 

telah dikenal oleh Badan Pengawas Periklanan Indonesia. Namun untuk 

penghargaan Top Brand dimaksudkan sebagai penghargaan yang 

mengindikasikan kekuatan merek.
206

 Namun dengan dicantumkannya kedua 

penghargaan tersebut, tidak semua konsumen dapat memahami maksud dari 

penghargaan tersebut. Sehingga merujuk pada ketentuan berupa adanya syarat 

untuk mencantumkan penjelasan yang khas atas penggunaan kata-kata superlatif, 

dengan dicantumkannya dua penghargaan tersebut dinilai tidak secara khas 

menjelaskan kata-kata superlatif yang digunakan. 

  Sehingga merujuk pada Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab III 

Ketentuan Bagian A Tata Krama No 1.2 Bahasa Poin 2, pencantuman 

penghargaan yang dimaksudkan sebagai penjelasan penggunaan kata-kata 

superlatif dalam iklan tersebut seharusnya sesuai untuk mendukung keunggulan 

yang ditampilkan oleh Telkomsel dalam iklannya. Dimana keunggulan berupa 

kualitas terbaik dengan melihat pada informasi yang tercantum dalam brosur iklan 

dan iklan televisi tidak secara khas dijelaskan.  

  Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited mengandung kata-kata superlatif dinilai 

melakukan pelanggaran Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab III Ketentuan 

Bagian A Tata Krama No 1.2 Bahasa Poin 2. 

  Dengan demikian, iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited 

Telkomsel telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membawa 

konsekuensi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang 

melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggaran ketentuan yang dimaksud 

pada ayat (1). 

 

4.3.2.2Analisa Atas Penggunaan Tanda Asteris 

 Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab 

III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, No 1.3 Tanda Asteris dinyatakan bahwa:  

 

1. “Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan 

untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau 

membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga 

sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang 

ketersediaan sesuatu produk.” 

 

2. “Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya boleh digunakan 

untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu 

pernyataan yang bertanda tersebut.” 

 

  Berdasarkan penjelasan Saksi Ahli Bahasa Indonesia, Drs. Sholeh Dasuki, 

M.S., Dosen Bahasa Indonesia di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta bahwa: 

 

Tanda bintang (asteris) dalam brosur iklan tersebut hanya 

menjelaskan tentang bonus yang diberikan, bukan menjelaskan 

terhadap Paket BlackBerry Unlimited karena diletakkan di bawah 

tulisan Bonus Special 25 MB, karena pemahaman tanda bintang 

sebagai catatan kaki sesuai kaedah Bahasa Indonesia melekat pada 

kata atau kalimat yang diberi tanda. 

  

 Tanda asteris digunakan untuk memberikan penjelasan lebih rinci atau 

sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut yaitu mengenai bonus 
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spesial. Namun jika diteliti lebih lanjut, tanda asteris tersebut mengacu pada syarat 

dan ketentuan berlaku yang terdapat dalam bebepa media yang digunakan PT 

Telkomsel untuk mensosialisasikan ketentuan tersebut. 

 Menurut penulis merujuk pada syarat dan ketentuan yang berlaku, maka 

syarat tersebut termasuk ke dalam kualifikasi pembatasan layanan/jasa yang 

ditawarkan sehingga dapat membingungkan khalayak tentang kualitas, kinerja, 

atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan. 

  Bonus tersebut diberikan sebesar 25 MB hanya hingga 25 April 2011. 

Bonus ini perlu dilihat konsumen lebih teliti dan kritis karena setelah tanggal 

berlaku bonus tersebut, jika konsumen mengakses video streaming maka 

konsumen dikenakan harga normal GPRS yang berlaku yaitu Rp 5/kb karena 

tidak termasuk paket yang ditawarkan. 

 Sehingga merujuk pada penggunaan tanda asteris dalam brosur iklan 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited Telkomsel dan ketentuan dalam 

Etika Pariwara Indonesia, penggunaan tanda asteris tersebut bertentangan dengan 

Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, 

No 1.3 Tanda Asteris karena tanda asteris digunakan untuk menjelaskan tentang 

bonus yang diberikan namun terkait dengan syarat dan ketentuan yang merupakan 

batasan atas layanan yang ditawarkan. 

 Dengan demikian, iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited 

Telkomsel telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membawa 

konsekuensi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang 

melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan yang dimaksud pada 

ayat (1). 

  

4.3.2.3Analisa Atas Pencantuman Harga 

  Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab 

III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, No 1.6 Pencantuman Harga dinyatakan 

bahwa “jika harga suatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus 

ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan 

diperolehnya dengan harga tersebut.” 
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 Persoalan yang diajukan oleh M. Taufiq pada dasarnya muncul karena 

dipergunakannya kata-kata paket unlimited Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu 

rupiah) yang kemudian diikuti dengan simbol gambar Facebook, email, Yahoo 

Messenger dan Twitter yang terdapat dalam brosur iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited. Selain itu informasi layanan yang terdapat 

dalam website Telkomsel dicantumkan kalimat “… Layanan BlackBerry lain 

sepuasnya di jaringan dengan jangkauan terluas dan kualitas terbaik milik 

Telkomsel serta berbagai keuntungan lainnya.” 

 Atas pencantuman harga dalam iklan tersebut, Telkomsel memberikan 

syarat dan ketentuan penggunaan layanan BlackBerry Internet Service Telkomsel 

yang disosialisasikan dan diinformasikan dalam beberapa tempat/media. Namun 

symbol atas aplikasi yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp 90.000 yang 

dinyatakan full service dapat membingungkan konsumen karena simbol tersebut 

dapat menimbulkan penafsiran: 

1. layanan tersebut hanya mencakup aplikasi yang terdapat simbolnya saja 

dalam iklan, atau  

2. bahwa aplikasi lain yang termasuk untuk chat, email, browsing dan 

layanan lainnya yang sejenis dengan kegunaan yang ditawarkan namun 

tidak ditampilkan simbolnya termasuk ke dalam layanan yang ditawarkan. 

 Selain itu atas harga yang ditampakkan sebesar Rp 90.000 syarat dan 

ketentuan lain yang berlaku yang termasuk pembatasan perlu dicermati dan 

difahami konsumen lebih teliti. Sehingga dikarenakan iklan Telkomsel 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited tersebut masih menimbulkan 

perbedaan penafsiran mengenai apa yang akan diperoleh oleh konsumen dengan 

harga yang ditawarkan atas suatu produk, maka iklan layanan BlackBerry Internet 

Service Telkomsel dinilai melanggar ketentuan Etika Pariwara Indonesia Tahun 

2005, Bab III Ketentuan, Bagian A Tata Krama, No 1.6 Pencantuman Harga. 

 Dengan demikian, iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited 

Telkomsel telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membawa 

konsekuensi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang 
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melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan yang dimaksud pada 

ayat (1). 

 

4.4 Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

 Irfan Ramli S.E., biro iklan PT Telkomsel, dalam kesaksiannya menyatakan 

bahwa: 

1. dalam iklan layanan BlackBerry Unlimited Rp 90.000 Full service, biro 

iklannya hanya sebagai pelaksana eksekusi konsep iklan hingga 

pembuatan materi iklan. Adapun isi materi iklan mendapatkan pengarahan 

serta persetujuan dari pihak PT Telkomsel; 

2. kata ”Unlimited” dan ”Full service” merupakan arahan dari pihak PT 

Telkomsel. Dimana dalam pembuatan konsep iklan, kalimat ”Paket 

Unlimited” merupakan suatu brand atau merek tersendiri yang dimiliki 

oleh PT Telkomsel; 

3. penggunaan kata ”terbaik” sudah sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia 

dimana didasarkan adanya pengakuan tertulis dari 2 (dua) penghargaan 

yang diterima PT Telkomsel. 

 Dalam Pengertian hukum, sistem tanggung jawab menimbulkan 

konsekuensi pemberian kompensasi/ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan 

akibat perilaku tertentu. Dalam teori dan praktek penegakan hukum, bahwa untuk 

meminta suatu pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang/badan hukum, 

harus ada kejelasan kaidah hukum/norma-norma hukum apa yang dilanggar.  

 Norma-norma kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau 

jasa secara detail dirumuskan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 

dan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disertai dengan sanksi 

pidana penjara maksimal 5 (lima tahun) atau denda maksimal Rp 2 milyar. 

 Dalam iklan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited Telkomsel, 

pelaku usaha periklanan yang terlibat antara lain PT. Telkomsel sebagai 

pengiklan, biro iklan dan media periklanan.  Dalam proses terjadinya suatu iklan, 

baik melalui media elektronik maupun media cetak, pada umumnya inisiatif 

datang dari pengusaha/perusahaan pengiklan. 
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 Kemudian perusahaan periklanan dan/atau media periklanan dengan 

persetujuan atau melalui arahan perusahaan pengiklan secara kreatif 

menerjemahkan inisiatif tersebut dalam bahasa periklanan untuk 

ditayangkan/dimuat dalam media elektronik/media cetak sebagai informasi 

produk bagi masyarakat konsumen luas. Sebelum penayangan iklan tersebut, 

perusahaan periklanan, dan media periklanan telah melakukan pembahasan 

konsep untuk menyamakan pandangan atas iklan yang akan ditayangkan/dimuat 

dalam media periklanan dengan perusahaan pengiklan. 

 Dalam sengketa ini yang menjadi permasalahan adalah penggunaan kata 

unlimited dan full service dan sosialisasi syarat dan ketentuan penggunaan layanan 

BlackBerry Internet Service Telkomsel yang menimbulkan perbedaan penafsiran 

dari pihak Pengiklan/perusahaan pengiklan, perusahaan periklanan/biro iklan, 

media periklanan dan konsumen. Sehingga atas permasalahan ini, yang 

bertanggung jawab adalah ketiga pelaku usaha periklanan, yaitu pengiklan, biro 

iklan dan media periklanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan 

bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan 

segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 

 Perusahaan periklanan dan/atau media periklanan tidak dapat begitu saja 

menolak bertanggung jawab dengan dalih hanya membuat dan menayangkan 

iklan, sedangkan materinya tanggung jawab perusahaan pengiklan. Begitu pula 

sebaliknya perusahaan pengiklan tidak dapat menolak bertanggung jawab dengan 

dalih adanya perbedaan penafsiran dengan perusahaan periklanan dan/atau media 

periklanan dikarenakan sebelum penayangan iklan, perusahaan periklanan, dan 

media periklanan telah melakukan pembahasan konsep untuk menyamakan 

pandangan atas iklan yang akan ditayangkan/dimuat dalam media periklanan 

dengan perusahaan pengiklan. 

 Ketetuan Pasal 17 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen telah menempatkan pelanggaran etika periklanan 

sekaligus sebagai pelanggaran hukum. Pembentuk undang-undang memandang 

tidak perlu memberikan penjelasan pada Pasal tersebut. 
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 Konsekuensi bila diduga terdapat pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hakim diharapkan 

mengadili dengan metode penafsiran. Hakim yang mengadili harus memiliki 

wawasan dan pemahaman yang memadai tentang Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai subsistem dari sistem 

hukum nasional.
207

 

 Atas pelanggaran ketentuan mengenai periklanan yang antara lain terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan Etika Pariwara Indonesia maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab 

pelaku usaha berdasarkan tuntutan wanprestasi berdasarkan adanya hubungan 

kontraktuil yang terikat pada klausul-klausul yang telah ditetapkan dan kemudian 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

 Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan menurut penulis 

dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen lebih tepat berupa tidak melanjutkan peredaran iklan 

yang melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.  

 Atas dilanggarnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f, maka selain pelaku 

usaha dilarang melanjutkan peredaran iklannya, pelanggaran tersebut membawa 

konsekuensi berupa dapat dikenakannya sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 62 ayat 

(2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa Pelaku Usaha 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 

13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).  

 

 

 

 

                                                           
207

 loc.cit. 
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4.5 Analisis Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota 

Surakarta No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan Putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta No. 189/Pdt.G/ BPSK/2011/PN.Ska 

Atas sengketa yang ditimbulkan oleh iklan Telkomsel BlackBeryy Paket 

Unlimited Full Service, BPSK dan Pengadilan Negeri Surakarta telah 

menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:  

 

Tabel 4.1 Perbandingan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Surakarta No. 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 

189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska 
 

No. Putusan BPSK Surakarta No. 

001-3/I/IX/2011/BPSK Ska 

Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta No. 189/Pdt.G/BPSK/ 

2011/PN.Ska 

1. Memerintahkan kepada PT 

Telkomsel untuk melakukan 

perbaikan atas isi iklan dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah 

Bahasa Indonesia serta kaidah 

umum masyarakat yang berlaku  

dengan menarik iklan seperti 

tersebut di atas di semua media 

massa maupun media promosi 

lainnya yang berada di wilayah 

hukum Indonesia  

Menyatakan Pemohon PT 

Telkomsel tidak terbukti 

melakukan pelannggaran atas 

ketentuan dalam Pasal  4a, Pasal 7 

huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf j 

dan k, dan/atau Pasal 10 huruf (a) 

Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  

2. Menyatakan kewajiban 

konsumen untuk membayar 

tagihan kartu HALO Nomor 

08122961011 periode Juli 2011 

sebesar Rp 504.476 hasil 

adjustment dan periode Agustus 

2011 sebesar Rp 741.321 adalah 

sah  

Menyatakan tagihan kartu HALO 

Konsumen dengan nomor 

08122961011 sebesar Rp 504.476  

hasil adjustment, untuk tagihan 

bulan Juli dan Rp 539.950 untuk 

buklan Agustus 2011 adalah sah 

menurut hukum  

3.  Membatalkan Putusan BPSK 

Surakarta No. 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska  

4.   Menyatakan Putusan BPSK 

Surakarta No. 001-

3/I/IX/2011/BPSK Ska batal demi 

hukum  
Source: Putusan BPSK Surakarta No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska dan Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta No. 189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska 
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4.5.1 Analisis Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota 

Surakarta No. 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska 

  Atas amar putusan tersebut, Majelis Hakim BPSK Surakarta memberikan 

pertimbangan tentang: 

1. layanan BlackBerry Unlimited 

Majelis hakim menimbang keterangan, dihubungkan dengan fakta dan bukti 

dalam pemeriksaan serta mendasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang 

Telekomunikasi, Pasal 9 ayat 1 huruf j dan k serta  Pasal 10 huruf a 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa dalam bahasa iklan harus 

disajikan dalam Bahasa Indonesia yang memeperhatikan kaidah-kaidah 

umum yaitu yang sudah menjadi pemahaman di masyarakat. Selain itu 

dengan membuat suatu iklan hendaknya dipahami oleh seluruh lingkungan 

dengan satu pemahaman yang sama. Sementara, kaidah umum yang berlaku 

serta dipahami oleh masyarakat bahwa kata unlimited menurut kaidah 

bahasa yang benar mempunyai arti kata tidak terbatas sehingga kata 

unlimited dibatasi menjadi sebuah kejanggalan dalam kaedah penggunaan 

bahasa. Selanjutnya menurut K. Bertens, konsumen tidak mempunyai 

keahlian maupun waktu untuk secara seksama menyelidiki tepat tidaknya 

suatu mutu dan harga dari begitu banyak produk yang ditawarkan karena itu 

bisnis mempunyai kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan 

menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen. Sedangkan etika dalam 

kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa sifat dasar yang bersifat  

universal yaitu mempunyai nilai moral, nilai sosial, bersifat relatif, buatan 

manusia untuk mengatur perilaku sesama demi kepentingan masyarakat 

banyak, melestarikan tujuan bersama, memiliki tujuan untuk penegakan 

moral. Sehingga dengan penjelasan seperti tertuang dalam huruf h di atas 

terbukti bahwa isi iklan “Paket Unlimited BlackBery Rp 90.000 Full 

Service” melanggar ketentuan pada point 1.g di atas. 

Pertimbangan Majelis Hakim BPSK tersebut atas substansi iklan 

Telkomsel BlackBerry Paket Unlimited Full Service dengan melihat 

pembatasan layanan yang ditentukan, dengan merujuk pada pembahasan 

mengenai dugaan pelanggaran ketentuan peraturan di Indonesia pada subbab 
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sebelumnya, telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan Etika Pariwara Indonesia. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah 

memperjuangkan hak konsumen secara kritis.  

2. keberadaan kata unlimited dan full service dalam iklan BlackBerry 

Unlimited 

 Majelis Hakim menimbang bahwa dalam hal ini menjadi hal yang wajar 

(normal) bila pihak yang membuat iklan memahami dengan baik apa 

sesungguhnya yang dimaksud dengan kata unlimited yaitu sebagai nama 

paket bukan nama layanan yang diberikan. Tetapi siapa yang dapat 

menjamin bahwa orang lain (masyarakat atau konsumen) akan memiliki 

penafsiran dan pemahaman yang sama. Menimbang bahwa oleh karena 

iklan pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat umum yang memiliki 

tingkat pengetahuan dan pemahaman yang beragam maka tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan apa yang 

dipahami dan dimengerti oleh pemasang atau pembuat iklan yang 

dibuktikan dengan perbedaan apa yang dipahami antara Telkomsel dengan 

biro iklan (yang dikemukakan oleh saksi Bapak Irfan Ramli SE) dan Ketua 

Badan Pengawas Periklanana Indonesia (sebagaimana dikemukakan oleh 

saksi Bapak FX. Handoyo) dalam beberapa bukti di persidangan. Hal ini 

menunjukkan kata unlimited dapat ditafsirkan berbeda. Menimbang dengan 

adanya kenyataan bahwa informasi yang terdapat dalam brosur iklan 

Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited dapat ditafsirkan 

secara berbeda oleh orang lain terutama konsumen, maka dengan demikian 

PT Telkomsel tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 

7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.   

 Penulis setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK tersebut 

yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan 

dipersidangan, dikarenakan informasi dalam iklan tersebut dengan 

menggunakan kata Unlimited dan Full Service melahirkan perbedaan 

penafsiran. Sehingga Telkomsel sebagai Pelaku Usaha dinilai telah 

melanggar kewajibannya. 
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4.5.2 Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 189/Pdt.G/ 

BPSK/2011/PN.Ska 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili sendiri sengketa 

konsumen antara Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha (PT 

Telkomsel) dengan Termohon Keberatan dahulu Pengadu/konsumen (M. Taufiq) 

karena Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska tanggal 

1 November 2011 adalah batal demi hukum karena telah melampaui batas 

wewenang dalam menjatuhkan Putusan, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 

40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pelaksanaan Tugas 

dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kepmenperindag No. 

350/MPP/Kep/12/2001. 

   Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili sendiri 

sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha (PT 

Telkomsel) dengan Termohon Keberatan dahulu Pengadu/konsumen (M. Taufiq) 

maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan pokok yang harus 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1. apakah Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha (PT Telkomsel) 

dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dan 

k, serta Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen karena menggunakan kata-kata Unlimited dan Full 

Service dalam iklan BlackBerry Internet Service? 

2. apakah Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha (PT Telkomsel) 

dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 

huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen karena menggunakan kata-kata Unlimited dan Full Service 

dalam iklan BlackBerry Internet Service sehingga dengan adanya iklan 

tersebut mengakibatkan kerugian bagi Termohon Keberatan dahulu 

Pengadu/konsumen (M. Taufiq) ? 

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan pertimbangan 

terhadap permasalahan pokok nomor 1 bahwa: 

1. Untuk menilai kata Unlimited dan Full Sevice dalam iklan BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited tidak cukup hanya diterjemahkan atau 
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dialihbahasakan sebagaimana keterangan yang diberikan Ahli Bahasa, Drs. 

Sholeh Dasuki MS., yang merupakan Dosen Fakultas Sastra UNS. Namun 

harus dilihat bahwa kata Unlimited dan Full Sevice dalam konteks bahasa 

periklanan dan dalam hal ini Ahli Bahasa, Drs. Sholeh Dasuki MS., tidak 

mempunyai kompetensi untuk menerangkan etika periklanan.; 

2. Iklan BlackBerry Internet Service yang didalamnya memuat kata Unlimited 

dan Full Sevice ditujukan kepada semua pengguna BlackBerry sebagai 

sebuah smart phone atau dengan kata lain iklan tersebut ditujukan untuk 

segmen kalangan menengah ke atas sesuai dengan karakter BlackBerry.  

Menurut penulis, atas kedua pertimbangan hukum tersebut dengan 

merujuk pada Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005, Bab III Ketentuan, 

Bagian A Tata Krama, No 1.2 Bahasa, Poin 1, iklan harus dapat dipahami 

oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) 

yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh 

perancang pesan iklan tersebut.  

Segmen kalangan BlackBerry sebagai smart phone disebutkan meliputi 

kalangan menengah ke atas, namun kriteria segmentasi ini tidak dijelaskan 

lebih lanjut. Dikarenakan berdasarkan kriteria ekonomi walaupun seorang 

konsumen termasuk kalangan menengah ke atas belum menjamin konsumen 

mengerti bahasa iklan. Selain itu merujuk pada survey ATSI yang 

menyatakan bahwa pengguna ponsel di Indonesia hingga saat ini mencapai 

220 juta pelanggan. Selain itu pengguna BlackBerry saat ini di Indonesia 

tidak hanya para kalangan menengah ke atas. Sehingga untuk dapat 

melindungi konsumen dari informasi yang membingungkan maka 

penggunaan kata Unlimited dan Full Service yang terdapat pembatasannya 

dalam syarat dan ketentuan yang diberlakukan sebaiknya disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pertimbangan mengenai penggunaan tanda asteris, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa kedua kalimat yaitu kalimat “Paket Unlimited Rp 

90.000/bulan full service” dan kalimat “Bonus Spesial* 25 MB Video 

Streaming sampai dengan tanggal 25 April 2011” adalah tidak terpisah 

namun merupakan satu kesatuan dan selanjutnya pada bagian brosur iklan 
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terdapat keterangan atas tanda asteris (*) berupa “syarat dan ketentuan 

berlaku”; 

4. Keterangan atas tanda asteris berupa “syarat dan ketentuan berlaku” telah 

diinformasikan kepada calon pengguna BlackBerry Internet Service melalui 

beberapa media. 

Namun atas pertimbangan mengenai penggunaan tanda asteris, Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak menyatakan apakah iklan tersebut 

melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga menurut penulis pertimbangan hukum atas penggunaan tanda 

asteris Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak tepat. 

5. Majelis Hakim menimbang keterangan Ahli FX. Ridwan Handoyo yang 

merupakan Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK, yang menyatakan bahwa 

penggunaan kata “ter” dalam iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service 

Paket Unlimited telah sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia karena ada 2 

(dua) penghargaan yang diberikan kepada PT Telkomsel yang dikenal oleh 

Badan Pengawas Periklanan Indonesia. 

Atas pertimbangan mengenai penggunaan kata superlatif, menurut penulis 

Majelis Hakim perlu untuk meneliti lebih lanjut apakah kedua penghargaan 

tersebut yang dikenal oleh Badan Pengawas Periklanan Indonesia memiliki 

kaitan atau apakah penghargaan tersebut dapat membuktikan atau 

menerangkan bahwa Telkomsel benar-benar memiliki koneksi tercepat, 

jangkauan terluas, komunitas terbesar dan kualitas terbaik.   

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 

iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited tidak terbukti 

menggunakan kata-kata yang berlebihan karena Pelaku Usaha telah 

memberikan keterangan dan informasi secara lengkap mengenai ketentuan 

syarat dan ketentuan berlaku atas produk dan jasa yang termuat dalam iklan 

tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaku Usaha tidak 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 
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Atas pertimbangan tersebut di atas mengenai pemberian informasi, 

menurut penulis informasi yang diberikan melalui beberapa media dapat 

menimbulkan penafsiran berbeda karena penggunaan kata full service, 

informasi yang diberikan kurang lengkap dan simbol aplikasi yang 

dicantumkan beserta pembatasan berupa syarat dan ketentuan dapat 

membingungkan konsumen. Sehingga penulis tidak sependapat dengan 

pertimbangan majelis hakim atas tidak terbuktinya pelanggaran Pasal 9 ayat 

(1) huruf j dan k Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

7. Menimbang dengan adanya informasi lebih lanjut melalui iklan, dengan 

mengingat kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban konsumen 

untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, dalam hal ini terbukti bahwa iklan 

sebagaimana dimaksud tidak mengandung pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan oleh 

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan tidak 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf a Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

Pengaduan yang diajukan oleh M. Taufiq. pada dasarnya muncul karena 

dipergunakannya kata-kata paket unlimited Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu 

rupiah) yang kemudian diikuti dengan simbol gambar Facebook, email, 

Yahoo Messenger dan Twitter yang terdapat dalam brosur iklan Telkomsel 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited. Selain itu informasi layanan 

yang terdapat dalam website Telkomsel dicantumkan kalimat “… Layanan 

BlackBerry lain sepuasnya di jaringan dengan jangkauan terluas dan 

kualitas terbaik milik Telkomsel serta berbagai keuntungan lainnya.” 

 Atas pencantuman harga dalam iklan tersebut, Telkomsel memberikan 

syarat dan ketentuan penggunaan layanan BlackBerry Internet Service 

Telkomsel yang disosialisasikan dan diinformasikan dalam beberapa 

tempat/media. Namun simbol atas aplikasi yang ditawarkan dengan harga 

sebesar Rp 90.000 yang dinyatakan full service dapat membingungkan 

konsumen karena simbol tersebut dapat menimbulkan penafsiran: 
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1) layanan tersebut hanya mencakup aplikasi yang terdapat simbolnya saja  

 dalam iklan, atau  

2) bahwa aplikasi lain yang termasuk untuk chat, email, browsing dan 

layanan lainnya yang sejenis dengan kegunaan yang ditawarkan namun 

tidak ditampilkan simbolnya termasuk ke dalam layanan yang 

ditawarkan. 

 Selain itu atas harga yang ditampakkan sebesar Rp 90.000 syarat dan 

ketentuan lain yang berlaku yang termasuk pembatasan perlu dicermati dan 

dipahami konsumen lebih teliti. Sehingga dikarenakan iklan Telkomsel 

BlackBerry Internet Service Paket Unlimited tersebut masih menimbulkan 

perbedaan penafsiran mengenai apa yang akan diperoleh oleh konsumen 

dengan harga yang ditawarkan atas suatu produk, maka iklan layanan 

Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited tidak sesuai dengan 

Pasal 10 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.    

8. Menimbang bahwa berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh 

Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha berupa syarat dan 

ketentuan berlaku melalui beberapa media telah sesuai dengan alat bukti 

yang diajukan ke persidangan, menimbang bahwa setelah adanya informasi 

yang disampaikan di atas, maka selanjutnya konsumen memiliki kebebasan 

untuk menentukan pilihannya apakah akan mengakseptasi atau tidak 

mengakseptasi penawaran tersebut. Jika konsumen tidak mengakseptasi 

penawaran tersebut, secara otomatis pelanggan dapat memilih menu atau 

opsi untuk tidak berlangganan (tidak mengakseptasi penawaran) yang secara 

otomatis disediakan dalam menu *363# atau 333. Sehingga Majelis Hakim 

berpendapat tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum jika Termohon 

Keberatan dahulu Pengadu/konsumen merasa terjebak pada iklan Pemohon 

Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha. Bahwa Termohon Keberatan 

dahulu Pengadu/konsumen telah diberitahukan melalui surat tertanggal 26 

Oktober 2010 bahwa Paket Blackberry Unlimited tidak mencakup 

pemakaian internet di luar negeri, video streaming, download, dan 

BlackBerry sebagai modem sehingga jika Termohon Keberatan dahulu 

Pengadu/konsumen melakukan akses 3G, HSDPA, GPRS, dan MMS maka 
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Termohon Keberatan dahulu Pengadu/konsumen harus memenuhi 

kewajibannya melakukan pembayaran penggunaan kartu HALO. Sehingga 

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti secara jelas Pemohon 

Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan 

pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf b Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

 Menurut penulis pertimbangan hukum di atas lebih tepat jika dimaksudkan 

untuk menyatakan kewajiban konsumen untuk melakukan kewajibannya 

berupa membayar tagihan kartu HALO milik konsumen adalah sah bukan 

pertimbangan hukum atas permasalahaan dugaan pelanggaran peraturan di 

Indonesia atas informasi dalam substansi iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited. Pelaku usaha pada iklan yang 

ditawarkannya telah mengakibatkan informasi yang membingungkan. Hal 

ini dikecualikan dengan upaya lebih lanjut Pelaku Usaha berupa 

memberikan surat keterangan dan penjelasan. Dimana upaya lebih lanjut 

berupa penjelasan ini hanya terjadi/berlaku pada salah satu konsumen yang 

mengkritisi informasi iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket 

Unlimited. Sehingga menurut penulis dengan merujuk pada peraturan 

perundang-undangan dan keterangan yang ada, iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia. Sedangkan upaya 

Telkomsel sebagai Pelaku Usaha berupa pemberian informasi secara 

personal dan melakukan tindakan adjustment kepada M. Taufiq sebagai 

konsumen, dapat dinilai adanya itikad baik dari Pelaku Usaha namun 

tindakan tersebut tidak menghilangkan/menghapuskan pelanggaran yang 

telah dilakukan Pelaku Usaha.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. hingga saat ini pengaturan mengenai periklanan terdapat dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yang terpisah atau berbeda-beda yang 

beberapa pasalnya mengatur mengenai periklanan, seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan. Selain itu terdapat regulasi sendiri yang mengatur mengenai 

periklanan di Indonesia, yaitu Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dasar 

keberlakuan EPI yang awalnya adalah norma etika menjadi sebagai norma 

hukum adalah Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen;  

2. informasi/substansi atas materi iklan dan juga pelaku usaha periklanan yang 

terlibat atas produksi iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket 

Unlimited berdasarkan pembahasan yang merujuk pada peraturan 

perundang-undangan di Indonesia telah melanggar instrumen hukum yang 

berlaku di Indonesia diantaranya Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 4 huruf c, mengenai hak konsumen atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur jo. Pasal 7b mengenai kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, Pasal 9 ayat (1) huruf j 

dan huruf k, Pasal 10 mengenai larangan menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 

mengenai harga atau tarif, Pasal 17 ayat (1) huruf f yang secara khusus 

mengenai tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha periklanan atas 

pelanggaran ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berlaku, dan telah memenuhi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi ketentuan 
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mengenai sanksi pidana. Selain itu, iklan layanan BlackBerry Internet 

Service Paket Unlimited Telkomsel telah melanggar ketentuan Etika 

Pariwara Indonesia mengenai bahasa dengan digunakannya kata unlimited, 

full service dan kata superlatif yang mengakibatkan perbedaan penafsiran 

dan membingungkan konsumen. Selain itu iklan Telkomsel BlackBerry 

Internet Service Paket Unlimited juga melanggar ketentuan mengenai 

penggunaan tanda asteris dan pencantuman harga yang mengakibatkan 

informasi yang menyesatkan, sehingga dengan dilanggarnya ketentuan Etika 

Pariwara Indonesia maka sekaligus menempatkan pelanggaran etika tersebut 

sebagai pelanggaran hukum, ketentuan ini didasarkan pada rumusan dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf f; 

3. atas sengketa antara M. Taufiq selaku konsumen melawan PT. Telkomsel 

selaku pelaku usaha, dapat dilihat amar pertimbangan putusan Majelis 

BPSK Kota Surakarta berusaha memperjuangkan hak-hak konsumen namun 

terdapat amar yang melampaui tugas dan wewenangnya sehingga putusan 

tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan 

putusan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan pertimbangan hukumnya 

atas sengketa dugaan pelanggaran iklan Telkomsel BlackBerry Internet 

Service Paket Unlimited lebih menekankan pada hak pelaku usaha atas 

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dan 

hak untuk menerima pembayaran  yang sesuai dengan kesepakatan. 

Sehingga pertimbangan hukum atas iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited 

yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan EtikaPariwara Indonesia lebih ditekankan dari sudut pandang pelaku 

usaha.   

 

5.2 Saran 

 Sedangkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka hal-hal 

yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah: 

1. pengaturan yang berlaku di Indonesia atas kegiatan periklanan terdapat 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan 

terpisah, namun belum terdapat pengaturan periklanan dalam satu undang-
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undang tentang periklanan, sehingga diperlukan pembentukan satu undang-

undang yang mengatur mengenai periklanan; 

2. atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan Etika Pariwara Indonesia oleh pelaku usaha periklanan dalam iklan 

layanan BlackBerry Internet Service Paket Unlimited maka diperlukan 

kesadaran hukum bagi pihak pelaku usaha periklanan bahwa kegiatan 

penawaran jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari 

pihak konsumen diharapkan untuk lebih teliti, cermat, kritis dan sadar atas 

hak-hak yang dimilikinya. Diperlukan juga penegakan atas sistem 

pengawasan dan seleksi periklanan di Indonesia yang cerdas dan 

bertanggung jawab. Kemudian perlunya keberlanjutan secara 

berkesinambungan pendidikan konsumen cerdas di Indonesia yang tidak 

hanya diadakan di kawasan kota-kota besar sehingga dapat menegakkan 

kesadaran atas perlindungan terhadap konsumen; 

3. jika terjadi sengketa selanjutnya, merujuk pada putusan dan pertimbangan 

hukum putusan BPSK Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta, 

Majelis Hakim pemeriksa perkara diharapkan untuk dapat lebih memahami 

posisi antara pelaku usaha dan konsumen yang cenderung tidak berada 

dalam posisi yang sederajat sehingga upaya perwujudan perlindungan 

konsumen dapat ditegakkan tanpa harus merugikan kepentingan dan hak 

pelaku usaha.             
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